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ABSTRAK

Nama : Rizqi Nur Ramadhon
Program Studi : Magister limu Hukum
Judul Tesis : Analisa Yuridis Terhadap Varietas Lokal Di Indonesia Ditinjau

Dari Trade Related Aspect Of Intellectual Property Rights
(Trips) Dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang
Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).

Tesis ini membahas mengenai pokok permasalahan yait: alasan Indonesia
mengatur varietas lokal, penerapan HKI terhadap varietas lokal dan hubungan
antara WTO, UPOV dan hukum nasional Indonesia. Tujuan penelitian Tesis ini
untuk menjawab pokok-pokok permasalahan; yaitu untuk mengetahui mengapa
varietas lokal harus diatur oleh. hukum nasional Indonesia, kemudian untuk
mengetahm apakah'] HK: bisa dlterapkan terhadap vanetas lokal yang merupakan
ciri khas Indone51a yang memiliki hak korhinal, serta untuk mendapatkan
hubungan mengenai varietas lokal antara WTQ, UPOV dan hukum nasional
Indonesia. Pénelitian ‘Tesis ini menggunakan penehtlan yuridis normatif karcna
penelitian Tesis ini.merupakan fokus penelitian untuk mengkaji penerapan norma
di dalam. - hukum ~positif. Tipe penelitian yuridis normatif” menggunakan
ang-undangan (stafute .approach) dan pendekatan konsep
(conceprua - appr oach) Hasil penélitian ini menunjukkan bahwa Indonesia harus
mengatiiivarietas Tokal, penerapan HKI terhadap. varietas lokal harus memberikan
benefit sharing kepada masyarakat melalui'Pemérintah serta hubungan mengenai
varietas:.1okal “antara WTO, UPOV dan hukum’ di Indonesia adalah ketentuan
Pasal 27- ayat (3).huruf b TRIPs Agreemen:. Penelitian Tesis ini juga menyarankan
agar Indonesia’ tidak perlu masuk menjadi anggota UPOV dan Indonesia perlu
memperbdiki:lJU No. 29 Tahun 2000 agar menjamin hak pctani dan benefit
sharing atas penggunaan varietas lokal.

Kata Kuncl
HKI, PVT, Hak Indmdual Hak Komunal
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ABSTRACT

Name : Rizqi Nur Ramadhon
Study Program : Law Magister
Title : Juridical Analysis on Local Variety in Indonesia viewed from

Trade Related Aspeet Of Intelleetual Property Rights (TRIPs)
and Act No. 29 of 2000 on Plant Variety Proteetion (PVP).

This thesis will discuss about the principal problems that the reason by Indonesia
to set the local varieties, applieation of IPRs 10 the loeal varieties and relationship
between the WTO, UPOV and Indonesian national law. The aim of this thesis
research to answer the points problem is consist of find out why local varieties
should be governed by national laws of. Indonesia, then to determine whether IPRs
ean be applied to the local’ vanetles ‘that are'él _,-aLctenstlc Indonesia which have
communal rights, and*t¢" obtam the relatlonshlpfabout ‘the local variety between
the WTQ, UPOV and: Indonesna.n nafional law. This;thesis research is using
normative legal.research for this thesis researéh because the foeus of research to
examine the application of norms in the. positive law. Type of normative legal
research using the approach of legislation (statute approach) and the approach of
coneept (coniceptual approach). The results of this study showed that Indonesia
should man “the local varieties, the ‘application of IPRs to the local varieties
must offér.benefits” to _ the comrnumty sharing through ‘the Govermnment and
the relatlonshlp about the local variety between the WTO, UPOV and law in
Indonesia is the provision of* Article 27 paragraph (3) point b of the TRIPs
Agreement.. Thxs thesis research also suggests that Indonesia should not become a
member”of UPOV and Indonesia needs to improve the Act No. 29 of 2000 in
order (o guarantee the rights of farmers and benefit sharing for the use of local
varieties.

Key words:
IPRs, PVP, Individual Rights, Communal Rights.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan varietas lokal di Indonesia dalam kondisi kritis? bagaimana
nasib hak komunal masyarakat atas varietas lokal terkait dengan keikutsertaan
Indonesia di dalam World Trade Organization (WTQ)? namun bagaimanapun
Juga Indonesia wajib melindungi hak komunal masyarakat atas varietas lokal demi
kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Varietas lokal merupakan bagian dari
Sumberdaya Genetik (SDG) tanaman dan-:' pengctahuan tradisional.! Pengetahuan

tradisional juga duelaskan olch of.~ ghs S rdjono; yang menyatakan bahwa

“pengetahuan tradlslonal "‘dlartlkanl 56 'agal Lpéngetahuan ya.ng dimilika atau

dikuasai dan dlgunaka.n oleh suatu k‘c)n;unltas, rnasyarakat atau . suku bangsa
tertentu yang bersifat turun-temurun dan terus berkembang...”.? Penjelasan
tersebut ihénﬁrijhkkan bahwa pengetahua.n lradisional maupun varietas lokal telah
dimiliki: da-" dllestankan oleh masyarakat lokal seeara turun temurun sehingga
masyarak", merupakan pemilik komuna] atas pengetahuan tradlslonal dan varietas
lokal. Pengetahuan tradisional memiliki keterkaitan dengan pemanfaatan atas
kekayaan intelektual di dalam.masya:zikat?.mlsalnya varietas lokal, teknik, musik,
seni, kerajinan tradisional, pertunjﬁl"ikan 'tra'disiohal dan seni arsitektur tradisional.
Perdaga.ngan mtemasmnal dl dalam kerjasama WTO telah mengakibatkan
globalisasi di semua aspek perdaganga.n termasuk Hukum Kekayaan Intelektual
(HKI). Hal tersebut juga dijelaskan oleh Prof Agus Sardjono yang menyatakan
bahwa “Globalisasi telah membawa Indonesia ke ;;Ersimpangan jalan antara
kebutuhan, dan kenyataan. Situasi ini terjadi pada salah satu bidang hukum

bernama Hukum Kekayaan Intelektual (HKI)”.> Pendapat Prof Agus Sardjono

! Varietas tanainan yang selanjuinya disebut varietas, adalah sekelompok tanaman dari suatu
Jenis atau spesies yang ditandaj oleh bentuk ranaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah,
biji, dan ekspresi karakieristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat inembedakan dari
Jenis aiau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifal yang menentukan dan apabila
diperbanyak tidak mengalami perubahan. Lihat Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlinduingan
Varietas Tanaman, UU No.29 Tahun 2000, LN No.241 Tahun 2000, TLN No.4043, ps.1.angka.3.

z Agus Sardjono, Hak Kekayaan Itelekial dan  Penpetahuan  Tradisional, Cel.l.,
{Bandung:Alumni, 2006), 1.

* Agus Sardjone, Membumikan HKI di Indonesia, Cet. 1., (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), 1.
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tersebut menunjukkan globalisasi perdagangan internasional akan mengakibatkan
benturan nilai-nilai antara kebutuhan masyarakat Indonesia dengan kenyataan
yang harus dilakukan oleh Indonesia terutama berkaitan dengan aspek HKI
HKI bertujuan untuk melindungi hak individual sedangkan masyarakat Indonesia
masih sangat menghargai hak komunal® sehingga terjadi konflik kepentingan
antara hak individual di dalam HKI dengan hak komunal di masyarakat Indonesia.
Perdagangan internasional telah berkembang melalui pertumbuhan ekonomi
di setiap negara anggota WTO. Pertumbuhan ekonomi di masing-masing negara
tersebut telah disesuaikan dengan kondisi globalisasi dan perdagangan bebas
sebagai akibat pelaksanaan GeneraI Agr"emenr On Tanﬁs And Trade (GATT)

dan WTO. Hal tcrsebut yang menyebébkan Indonesm harus meningkatkan
kemampuannya dalam memanfaaﬂcan sumber kekayaan alam sehingga Indonesia
memiliki keunggulan -dalam bersamg .dengan negara lain-di pasar internasional.
indonesia juga wajib mengembangkan sektor pertanian sehingga produk pertanian
Indonesia-dapat bersaing di dalam pasar perdagangan internasional. Hal tersebut
disebabk_a;lvk_éirenai hasil pertaniﬁnmefﬁpéﬁééin komoditi ekspor yang dibutuhkan di
berbagai _:-ﬁ'é:géga-." Pembangunan sektor I';;ertanian' di Indonesia harus dilakukan
melalui sistem budidaya tanaman seeara terpadu sehingga hasil produk pertanian
Indonesia dapat bersaing di pasar domestlk maupun di pasar internasional.
Indonesra telah men_ladl salah: satu negara anggota di WTO. Keanggotaan
tersebut diwujndkan oleh Indones_la melalur Ketentuan di dalam-Undang-Undang
Nomor 7 Tatiun 1994 (UU No.7 Tahun 1994).* Ketentuan UU No.7 Tahun 1994
telah menimbulkan- kewéjiban kepada Indonesia untuk .menyesuaikan hukum

nasionalnya dengan persétujuah-persetljjuan di dalam- WTO. Indonesia juga telah

menyesuaikan ketentuan hukum nasional di bidang HKI dengan ketentuan yang

telah diatur di dalam ketentuan Trade Related Aspect Of Intellectual Property
Rights (TRIPs). Hal inj dijelaskan oleh Prof. Agus Sardjono yang menyatakan

bahwa “Indonesia berada di bawah tekanan negara-negara maju karena harus

* Definisi dari kata Komunal adalah milik rakyal atau uvmum. Departemen Pendidikan

Nasional,"Kamus Besar Bahasa Indonesia”,dalam hup:/pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php,
diakses tanggal 13 November 2009,

* Indonesia, Undang-Undang Tentang Pengesahan Agreememnt Establishing The World Trade
Organization (Persetujuan Pembeniukan Organisasi Perdagangan Dunia), UU No. 7 Tahun 1994,
LN No. 57 Tahun 1994, TLN No, 3564,
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melaksanakan TRIPs Agreement sebagai salah satu kesepakatanldi dalam rezim
World Trade Organisation (WTO) » % Pendapat Prof Agus Sardjono tersebut
menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara anggota WTO memiliki kewajiban
untuk menerapkan hak individual di dalam TRIPs Agreement berkaitan dengan
aspek HKI. Ketentuan TRIPs Agreement diterapkan ke dalam hukum nasional
Indonesia merupakan suatu bentuk hubungan antara hukum nasional dengan
hukum perjanjian internasional. Ketentuan TRIPs Agreement s?bagai salah satu
persetujuan di WTO ditransformasikan ke dalam hukum nasional di Indonesia

dijelaskan oleh Prof. Hikmahanto Juwang‘.__sebagaj berikut :

“Indonesia harys: ;"meneljemahkan-_; atau mentransfonnas1kan kewajiban
dalam perjanjigh:’ mtemasnonal ke dalam hukum nasional. Imi berarti
berbagai produk nasmnal yang’ bertentangan dengan ketentuan dalam
perjanjian’ mtemaswnal -wajib’ untuk diamendemern.. Bila ada yang harus
diatur menurut perjanjian internasional tetapi belum ada pengaturannya
dalam. peramran perundang-undangan nasional, ketentuan tersebut wajib
dladakan”

Pendapat tersebut telah men_lelaskan bahwa Indonesm menu11k1 kewajlban untuk

meratiﬁ'k:ei'é;

Indonesia.. | Hal 1n1 perlu dllakukan oleh Indone51a _sebagai negara anggota untuk
melaksan' an ketentuan peljanpan 1' . ernas1onal sehmgga per]anjlan internasional
tersebut dapat berlaku secara efektlf sesua1 den gan tu_luan.nya '

Putaran Uruguay ‘telah menghasﬂkan persetu_]uan mengenal “HKI di dalam
kerangka ker_lasama WTO yakm "TRIPs Agreemenr Mekamsme penyelesaian
sengketa yang telah dlat_ur di dalam WTO diharapkan dapat mewujudkan keadilan
kepada seluruh negara. ang'gc')ta. WTO apabila 'ferjadi sengketa perdagangan.
Sistem kerjasama di WTO juga memiliki perbedaan dengan sistem kerjasama di
World Intellecrual Property Organization (WIPO). Perbedaan tersebut disebabkan
karena WIPO tidak bisa memaksakan kepada negara anggota untuk mengadopsi
persetujuan WIPO ke dalam hukum nasionalnya. TRIPs Agreement bertujuan

untuk menjamin siandarisasi perlindungan HKT di semua negara anggota WTO.

o . .. -
Sardjono, Pengeralnan Tradisional, 3-4.

 Hikmahanto Juwana, “Konsekuensi Ratifikasi Perjanjian Internasional”, dalam
hup:/fempi.or.id/ cetak.php?id=190. diakses tanggal 24 April 2009.
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Ketentuan TRIPs Agreement juga memuat prinsip HKI di konvensi internasional
sebagaimana juga yang telah diadopsi oleh WIPO, misalnya Konvensi Paris
untuk Perlindungan Kekayaan Industri (Paris Convention for The Protection of
Industrial Property) dimana salah satunya mengenai perlindungan paten. Varietas
tanaman dapat diberikan perlindungan hukum melalui sistem paten maupun
sistem khusus lainnya {misalnya hak untuk mengembangkan varietas tanaman
yang diatur di dalam The International Union for The Proitection of New Varieties
of Plants (UPOV) ).} Indonesia harus dapat meningkatkan mutu hasil produksi
pertanian sehingga produk pertanian tersebut dapat bersaing dengan produk
pertanian dari negara lain di dalam perdagangan mtemasnonal

Konsep HKI berasal dar1 masyara]cat negara ma_]u yang bertujuan untuk
melindungi hak 'kepemlllkan atds’: kekayaan mtelektual oleh individu-individu
maupun perusahaan HKI j juga dapat menitbulkan kerugian terhadap kepentingan
masyarakat lokal di negara-negara berkembang maupun negara-negara iniskin

termasuk masyarakat lokal di Indonesia. Konsep HKI berbeda dengan-konsep hak

syarakat lokal- ka.rena pemanfaatan kekayaan intelektual
SDG tanaman) dan pengetahuan tradlslonal d1 ‘Indonesia
beronentasn---kepada kepentingan komumtas bukannya 1nd1v1du Hal ini yang

menycbabkan perlmdungan hukum terhadap vanetas lokal (SDG tanaman) dan
5 _

pengetahuan’ fradisional harus dlsclesalkan secara khusus _

Sebagian:besar masyarakat di 'Im_joncsm belgerja di sqktor pertanian sehingga
Indonesia dikategorikan.sebagai negaié.agfaris. Hal ini yaﬁg menunjukkan bahwa
sektor pertanir;m mempunyai peranan penting-dalam membangun sektor agribisnis
di Indonesia sehingga v'a"rietas_ tahz_ilfnz_i_n-:un__ggulzd-an berkualitas sangat dibutuhkan

melalui penyediaan varietas baru yang dihasilkan di dalam pemuliaan tanaman."

* Departemen Luar Negeri, Sekilss WTQ (World Trade Orgonizations), Edisi V,
(Jakarta:Direktorat Jenderal Multilateral Departemen Luar Negeri), 35-37.

* Andri Tri Kuncoro, “Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelekiual Tradisional Indonesia
Dalam Perdagangan Bebas Dunia”, dalam hup://newblueprint.wordpress.com/2008/06/02/
perlindungan-haki-tradisional-indonesia-dalam-perdasanpan-bebas-dunia, diakses tanggal
7 November 2009,

'* Pemuliaon tanaman adalah rangkaian kegialan penelitian dan pengujian atau kegiatan
penemuan dan pengembangan suaru varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan
varietas baru dan mempertahankan kemumian benih varietas yang dihasilkan. Lihat Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2000, ps.].angka.d.
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Pemuliaan tanaman telah menghasilkan varietas yang baru (invensi) sehingga
memiliki persamaan dengan sistem paten. Invensi atas varietas tanaman dikaitkan
dengan sistem paten telah diatur oleh Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs Agreement

i

yang menetapkan bahwa “... Members shall provide for the protection of plant
varieties either by patens or eﬁ'ecriﬁe sui generis system or by any combination
thereof.... ™."' Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs Agreement tersebut menunjukkan
bahwa negara anggota WTO dapat melakukan paten terhadap penemuan (invensi)
atas varietas tanaman baru melalui Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) sebagai
pengembangan lebih lanjut terhadap bentuk paten dengan menggunakan sistem
sui generis.'? Varietas tanaman- ya.ng merupakan salah satu jenis makhluk hidup

yang dapat dlberlkan ' perhndungan paten asalkan mvensn tersebut baru dan

mengandung langkah nventlf serta' dapat dnerapkan dalam ‘bidang industri.”
PVT juga dljelaskan oléh Andriana Krisnawati. sebagai benkut

“Hak Kekayagn Penndustna.n yang __terkalt dengan perlmdungan bagi

T )

s -tanaman adalah .11.1d1ka31 geograf s (geographlca m ons) dan
paten’ (patent) ™. . S

Pend apatAndnana Krisnawallt'i-:tér"sépil_'t;-hl‘fénl,;]j ﬁki(é}i'.bahwa sistem PVT memiliki
keterkaitan'dengan sistem paten di dalam TRIPS Agreement. Di Indonesia, minat
pemulia tanaman - untuk menghasﬂkan vanetas unggul yang bermutu masih
rendah. Kondisi tersebut terjadl karena pemulla merasa tldak dapat menikmati
keuntungan atas hasil dari- -pemuhaa_n tmman di Indonesm. Perlindungan hukum

terhadap hak pemulia di Indonesia sangat pehiing karena pemuliaan tanaman

"' World Trade Organization, The Legal Texts The Result of the Uruguay Round of
Multilateral Trade Negotiation, Elevenih primting, (United Kingdom: Cambridge University
Press,2005), 333,

' Sui generis diartikan sebagai sifat khas, sifat khusus, ajaran vang menyatakan bahwa aturan
untuk perjanjian yang bersifat khusus hanya dapat diterapkan kecpada perjanjian yang bukan
bentuk campuran. Lihat M. Budiaro. Kamus Hukum Unnen, (Jakana:Badan Pembinaan Hukum
Nasional. 2004), 225.

** Nina Nuraini, Perlindungan Hak Milik Imelekiual Varictas Tanaman (Guna Peningkaran
Daya Saing Agribisnis), Cet.|, (Bandung: Alfabeta, 2007), 58.

¥ Andriana Krisnawati dan Gazalba Saleh, Perlindungan Hukum Varietas Barn Tanaman
Dalam Perspekiif Hak Paten dan Hak Pemulia, Cet. 1, (Jukana: RajaGrafindo Persada, 2004), 15.
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dapat meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang pertanian.
Hak PVT itu sendiri merupakan hak khusus yang diberikan kepada pemulia
tanaman yang telah meneiptakan varietas tanaman yang baru sehingga pemulia
dapat menikmati manfaat ekonomi atas hasil pemuliaannya sebagai pengganti atas
waktu dan usaha yang telah dikeluarkan oleh pemulia tersebut. >

Tesis ini perlu ditulis untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap
kedudukan varietas lokal di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap varietas
lokal tersebut sangat penting karena varietas lokal digunakan sebagai varietas asal
untuk menghasilkan Varietas Turunan Esensial (VTE). Penggunaan VTE dapat
memberikan manfaat ekonomi kepada pemulla tanaman bila VTE tersebut telah
dilindungi oleh hak PVT Hak PVT atas VTE' merupa.kan hak individual yang
dimiliki oleh pemuha sedangkan vanetas 16kal merupakan hak komunal yang
dimiliki oleh masyarakat secara turun temurun. Hak komunal yang dimiliki oleh
masyarakat lokal mermllkl perbedaan konsep dengan hak mdmdual yang dimiliki

oleh indivii i jyang mengaklbatka.n konﬂlk -nilai atau

' tau perusahaan Hal.i

pandangan- antdra’ -hak=1ndwxdual dengan'- hak- komunal’ Tesns init Juga berusaha
membuat keterkaltan (korela51) mengena1 ‘aspek - hukum atas. vanetas Iokal antara
WTO, UPOV da.n hukum Indonesia karena Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs
Agr eement rnembenkan kebebasan kepada negara anggota WTO untuk mengatur
mengenai anen51 atas varietas ta.naman secara sui generrs

HKI atas penemuan varietas- tanaman. yarig baru dan memiliki sifat unggul
telah dilindungi oleh.keténtuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Perlindungan Vanetas “Tanaman {UU No. 29 Tahun 2000) Ketentuan di dalam
UU No. 29 Tahun 2000" dibutuhkan. untuk memberlka.n jaminan kepada pemulia
tanaman untuk menikmati nilai ekonomi’ yang dihasilkan oleh VTE tersebut.
Indonesia telah menyadari mengenai pentingnya kegiatan pemuliaan tanaman
dan pcrkembangan industri perbenihan sehingga Indonesia menyusun dan
menerbitkan UU No. 29 Tahun 2000. Ketentuan UU No. 29 Tahun 2000
memberikan perlindungan hukum berupa hak PVT kepada pemulia tanaman

di Indonesia. Hak PVT juga memberikan kcwenangan kepada pemulia atau

5 - . . .
Permulia tanaman yang selanjuinya disebut pemulia adalah orang yang melaksanakan
pemuliaan tanaman, Lihat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, ps.].angka.5.
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pemegang hak PVT untuk menggunakan VTE hasil pemuliaannya. Pemulia
tanaman atau pemegang hak PVT juga bisa memberikan persetujuan kepada orang
lain atau badan hukum untuk menggunakan VTE tersebut. UU No. 29 Tahun 2000
dibentuk untuk mewujudkan keadilan bagi semua pihak termasuk pemulia, petani
dan masyarakat lokal di Indonesia. UU No. 29 Tahun 2000 dilaksanakan di
Indonesia untuk menindaklanjuti Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs Agreement
dalam rangka perlindungan hukum terhadap invensi atas varietas tanaman melalui
sistem sui generis dari bentuk Paten.

UU No.29 Tahun 2000 telah meningkatkan perlindungan hukum kepada
pemulia tanaman mela.h.u pembeman hak PVT Pemulla melakukan pemuliaan
tanaman untuk menghasﬂka.n VTE sehmgga pemulla ta.na.man berhak menikmati
hasil ekonomi atas: pema.nfaatan VTE tersebut ‘Varietas :lokal milik masyarakat
sering dijadikan sebagal-v.anetas asal oleh pemulia tanaman untuk menghasilkan
VTE. Pelestarian terhadap varietas lokal sangat penting dilakukan oleh Indonesia

dalam rangka'men aga aset kekayaan mtelektua.l mlllk Indonesm berka.ltan dengan

zan. inf ] 1,"'1131 akan menjadIkan anahsa yundls
terhadap varletas lokal di Indonesna dltmjau dan Trade. Relared Aspecr of
In!eﬂecrual Pr0perty Rights (TRIPs) dan Unda.ng -Undang Nomor'29Tahun 2000

Tenta.ng Perlmdungan Varietas Tanaman (PVT) sebagal judul penullsa.n

1.2 Pokok Permasalahan .

Uraian ]atar ‘belakang masalah ya.ng telah' dijabarkan-tersebut di atas maka
dapat dirumuskan béb'erapa pokok permasalahan yang berkaitan dengan analisa
yuridis terhadap varietéﬁ loka_l_:-";d_i‘.fjlﬁ}d_onesia_,d.it_il}j'é}ugd:éri' Trade Related Aspect of
Intellectual Property Rights (TRIPS)Ida.n Uhdé.ng—Undang Nomor 29 Tahun 2000
Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dalam 3 (tiga) bentuk pertanyaan
sebagai berikut:

1. Mengapa varielas lokal harus diatur oleh hukum nastonal Indonesia ?
2. Apakah HKI bisa diterapkan terhadap varietas lokal yang merupakan ciri khas

Indonesia yang memiliki hak komunal ?

L

Apakah terdapat korelasi atau hubungan mengenai kelentuan varietas lokal

antara WTQ, UPOV dan hukum nasional Indonesia?
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1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk menjawab pokok-pokok permasalahan yaitu
untuk mengetahui mengapa varietas lokal harus diatur oleh hukum nasional
Indonesia, kemudian untuk mengetahui apakah HKI bisa diterapkan terhadap
varietas lokal yang merupakan ciri khas Indonesia yang memiliki hak komunal,
serta untuk mendapatkan korelasi atau hubungan mengenaj ketentuan varietas

lokal antara WTO, UPOV dan hukum nasional Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian
Kegunaan penelitian yang-.'-:gjﬁaiaékan-{dapat dihasilkan dari penelitian ini

antara lain: '_ _ N ¥ 4 _I

a.  Manfaat Teorms yajtu dapat membenkan kontnbum bag1 pengembangan
literatur terutama hukum PVT terkalt dengan perdaganga.n internasional
dalam kerangka WTO khususnya mengenai varietas lokal di Indonesia serta

mena.mbah*baha.n mformas1 11m.1ah-—'yang dapat dlgunakan untuk ka_|1an dan

penehtnanhukum_-yang terkajt

Braktis, yaitu’ bahwa ha51 p__nelltlan ini dlharapkan dapat berguna

sebaga1 bahan sumbangan pemlklran bagi: -kebijakan Pemérintah terutama
Kantor Pusat PVT di Kemcntenan Pertaman dalam menerapkan sistem PVT
di Indonesxa serta hasil, penclltlan m1 dapat dljadlkan bahan bermanfaat bagi
penyusunan peraturan: yang--memndaklanjutl ‘peraturan perundang-unda.ngan
yang ber}caift_'ag";df_;ggan PVT _Qekgligus"hnmk dijadikan bahan sosialisasi
program perlin&i_‘iﬁgéh-danpenegékan hukum di da_alani PVT.

1.5 Landasan Teori

Penelitian Tesis ini menggunakan Natural Law Theory (Teori Hukum
Alam) untuk menganalisa mengenai perlindungan varietas lokal di Indonesia
ditinjau dari Trade Related Aspect of Intellectual Property Righis (TRIPs) dan
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman
(PVT). Sistem HKI berkaitan dengan Narural Law Theory dijelaskan oleh Peter

Drahos bahwa “...patents is that it is worked out in the context of a natural law
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tradition”.*® Pendapat Peter Drahos tersebut telah menunjukkan bahwa pemberian
hak paten (paten merupakan bagian dari sistem HKI) dapat dilakukan dengan
didasan prinsip Narural Law Theory. Hal ini berarti bahwa hak PVT juga bisa
dianalisa dari sudut pandang Natural Law Theory. Alasan tersebut disebabkan
karena PVT merupakan suatu bentuk paten terhadap invensi atas varietas tanaman
yang baru. Hak PVT diperlukan untuk memenuhi rasa keadilan terhadap pemulia
tanaman karena pemulia telah mengeluarkan biaya dan tenaga sehingga pemulia
berhak untuk mendapatkan kompensasi ekonomi dari varietas tanaman yang
dihasilkannya tersebut. Narural Law Theory (Teori Hukum Alam) juga dijelaskan

oleh Prof. Agus Sardjono yang menyatakan sebagai b,er_i_kut :

“Teoretis: HKI bi niteprizhuku ;alam atau hukum moral
sebagai das‘ . akannya Gagasan dasarnya -adalah - bahwa kekayaan
intelektual- meripakan ‘milik sanig kreator. Oleh karena-itu, pengambilan
dengan tfidak memberikan kompensasi bagi pemlllknya adalah suatu

tindakan yang tidak dapat dlbenarkan karena melangga.r a_]a.ran moral yang
balk" V70 e 2 .. ; &

Pendapat- Prof Agus Sa.rdjono tersebut menun_]ukka.n bahwa Natural Law Theory
dapat dlgunaka.n untuk menjelaskan mengenal ‘hak yang d1nn]1k1 oleh pemlllk
kekayaan* mtelektual untuk mendapatkan kompensasu ekonomi dari pemanfaatan
kekayaan mtelektual tersebut 6leh: plhak lam

Namral Law dapat dlterapkan untuk melmdungl hak-hak yang dimiliki oleh
pihak lamn, termasuk hak masyarakat lokal Maupun. masya.rakat tradisional di
negara-negara berkembang dan nega:a-nega.ra mlskm Nazural Law menganggap
bahwa nilai moral harts" dllmdungl oleh hukum ‘ ‘al"tersebut disebabkan karena
moral memiliki peranan untuk memlal benar éltau salahnya suatu perbuatan.
Hukum juga merupakan indikasi dalam menentukan benar atau salahnya suatu
perbuatan sehingga hukum dengan moral memiliki keterkaitan karena nilai-nilai
meral dijadikan pedoman dalam membuat hukum. Masyarakat sebagai pemilik
hak komunal atas varietas lokal memiliki hak secara moral untuk menikmati

manfaat ekonomi atas penggunaan varietas lokal olch pihak lain. Salah satu dasar

' Peter Drahos, 4 Philosophy Of Intellectnal Property, (Wilishire: Antony Rowe Lid,
1996), 35.

17 : . <
Sardjono, Pengetahuan Tradisional, 25.
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argumennya adalah apa yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas tentang kodrat
manusia.'® Pendapat yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas tersebut telah
menegaskan bahwa hukum positif harus selaras dengan moral sehingga hukum
harus bersifat adil. Thomas Aquinas juga menjelaskan bahwa konsep Natural Law

Theory merupakan akal budi, oleh karena itu hanya diperuntukkan bagi makhluk

119

yang rasional.”” Naiural Law dijelaskan oleh F.Abbott yang menyatakan bahwa

“demands for protection of intellectual property are often based (implicitly
or explicitly) on a theory of natural law or moral right — the idea that
intellectual property is naturally owned by the person who crease it and that
appropriation ﬁ'om that person without. compensarmn is wrongful” 2

Pendapat Frederick
perlindungan terhadap <3 ntele
Natural Law Theory -Natural Lcrw Theory Juga dapat digunakan untuk
memberikan pemahaman mengenai aspirasi yang menghendakx adanya pengakuan
tecrhadap:| hak komunal masyarakat atas varietas lokal, pengetahuan tradisional dan
warisan budaya (cuh‘ura! her:tage) Na!ura! Law mewu_]udkan rasa. keadllan di
masyarakat negara berkembang maupun’ negara miskin melalui pembenan bagian
keuntungan---kepada masyarakat. lokal tersebut afas pemanfaatan-aset masyarakat

oleh pihak lain vuntuk menghasilkan kekayaan_i'hteli_al.;mal dan HKI.

'* Aquinas melihat kodrat manumai-bers:fat te]eologls,—yaitu memiliki kecenderungan yang
terarah pada mjuan terteritu; Apa yang: dxtu_]u tuataw apa-yang: rneruad: orientasi kodrat manusia
itu adalah “baik’atau “keba:lg M Reahsasmya akan men_]adl pemenuhan dan penyempumaan dari
kodrat manusid, “Olgh’ ‘karena itu, Kita “dapat menyebutkan ‘Kébaikan” sebagai nilai-nilai
kemanusiaan. Menurut Aqumas kebalkan (goodness) dan kebahaglaan (happiness) sebagai tujuan
akhir dari semua tindakan manuma -merypakan ldndasan :morai~bagi hukum positif. Dengan
demikian, terdapat kaitan yang sangat:erat antara hukum: mofral dengan hukum positif, dalam arti
bahwa hukumn positif harus selaras dengan moral. Hukum haruslah membantu manusia
berkembang sesuai denpan kedratnya, menjunjung keluhurannya martabat manusia, bersifat
manusia, bersifat adil, menjamin kesamaan dan kebebasan, memajukan kepentingan dan
kesejahteraan hukum. Menurut Aquinas, hukum dapat mengandung ketidakadilan manakala ia
bertentangan dengan gagasan tentang kesejahteraan manusia. Ketidakadilan hukum dapat terjadi
karena tiga hal. Pertoma, karena penguasa memaksakan hukum yang tidak membawa
kesejahteraan hukum, tetapi semata-mata hanya karena keinginan penguasa sendiri. Kedua, karena
pembuat hukum melampaui kewenangan yang dimilikinya. Ketiga, karena hukum dipaksakan
kepada masyarakat, meskipun alasannya demi kesejahieraan umum. Aquinas menyebutkan
sebagai tindak kekerasan dari hukum. Lihat 1bid., 26-27.

" Afrillyana Purba, Gazalba Saleh, danr Andriana Krishawati, TRIPs-IWTO & Hukum HKI
Indonesia Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia, Cel. 1, (Jakania: PT
Rineka Cipra), 3.

*® Frederiek Abbor, Thomas Cottier, and Famcis Gurry, The fnternationol Inteflectual
Property System, Cet. 1, (Hague: Kluwer International, 1999), 7.
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Keadilan ditinjau dari Theory of Justice oleh Aristoteles maka makna
keadilan terdiri dari distributive justice dan rectificatory justice.*' Distributive

Justice dijelaskan oleh Prof Agus Sardjono sebagat berikut :

“Distributive justice mengacu pada prinsip bahwa setiap orang di dalam
masyarakat harus mendapatkan bagian yang sama berkenaan dengan harta
benda (assefs) atau segala sesuatu yang divisible (dapat dibagi) di antara
anggola komunitas. Distributive justice senantiasa melibatkan tiga pihak,
yaitu dua pihak yang saling menuntut keadllan dan pihak ketiga (central
authority) yang bertugas memberikan keadilan” 2

Prof Agus Sardjono telah men_]claskan bahwa distributive justice memerlukan

embenkan rasa keadilan kepada

semua pihak berkmtandengan H.KJ, D:srnbunve jﬁsrrce Juga merupakan peristiwa
Jika hukum dan 1nst1tu51 pubhk mempengaruh1 alokas1 manfaat—manfaat sosial.”?

" Rectificatory justice dan distributive justice memiliki tujuan yang berbeda.
Recnﬁcara{')_» Justice m‘emiliki tujuan unfuk r_nemperbaiki kes_xc_lagn jika penerapan
prinsip pefséxnaian dalam--disrriburive- Jjustice justru n'iengakibatkan kerugian salah
satu plha.k Recry" icatory ;u.s'nce jika dikaitkan dengan aspek HKI maka siapa saja
yang berhas:l membuat mvensx ‘maka akan mendapatkan kesempatan yang sama
oleh negara urituk memperoleh perlmdungan paten. Penemu. (inventor) akan
menderita-kerugian bila hasil- temuannya (mvensn) tidak dilindungi dengan paten

karena hasil temuannya akan dlpatenkan oleh plha.k lam Rectificatory justice

juga dljelaskan oleh Dr Agus Brotosusﬂo sebagaj benkut

“Rectifi catory ;ustr,ce pada intinya adalah;, ukuran da.n prinsip-prinsip teknis
yang mengatur mengenai: penerapan hukum ..Pada intinya Rectificatory
Justice meliputi pemulihan keadaan terhadap keuntungan yang diperoleh
dengan cara tidak wajar. Keuntungan-keuntungan yang diperoleh dengan
cara tidak wajar sering dijumpai pada persaingan internasional dalam
kaitannya dengan pangsa pasar sebagai hasil liberalisasi perdagangan. Satu

contoh mekanisme penyelesaian sengkcta perdagangan jenis ini adalah

*! Sardjono, Pengetahuan Tradisional, 29.
* Ibid.

5 Agus Brolosusile, “Globalisasi Ekonomi Dan Perdagangan Internasional:Studi Tentang
Kesiapan Hukum Indonesia Melindungi Produksi Dalam Negeri Melalui Undang-Undang Anti
Dumping dan Safeguard ”,(Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakaria, 2006), 5.

2 . - .
* Sardjono, Pengetahuon Tradisional, 30.
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Panel WTO, ya.ng merupakan lembaga untuk penerapan antar-negara
prinsip-prinsip “corrective justice” terhadap situasi-situasi dalam hal
perolehan keuntungan dan satu negara atau perusahaan-perusahaan di satu
negara dipertanyakan”.?
Pendapat Dr. Agus Brotosusilo tersebut telah menunjukkan bahwa WTQ dapat
berperan sebagai lembaga corrective justice dalam menyelesaikan setiap sengketa
perdagangan antara negara-negara anggota WTO termasuk berkaitan dengan
sengketa penerapan TRIPs Agreemen: untuk bidang HKI. Rectificatory justice
juga dijelaskan oleh Prof Agus Sardjono yang menyatakan bahwa
“ketidakadilan yang diakibatkan, .oleh penerapan prinsip kesamaan

perlakuan (non dlSkl'ImlnElSL) yang dl""""_‘tutl negara-negara maju melalui
15 _‘rdasarkan prinsip rectificatory

Pendapat Prof 'Ag}-:_ls__.-_.-TS_a_I:djono%--,tgrsebut ;j:menamﬁah arguinentasi .bahwa WTO
memiliki kewéna.ngén untuk menyelesaikan sengketa perdagangan antara negara-
negara anggota WTO Juga wa_|1b memperbaiki penerapa.n prinsip-prinsip WTO di
negara berkembang maupun negara miskin yang menjadi negara anggota WTO.
Hal ini: perlu: dllakuka.n untuk- mewu_ludkan rasa keadilan bagi seluruh negara
anggota WTO. Indonesia sebaga; salah satu negara berkemba.ng dan negara
agraris maka Indonesia ha.rﬁé_—-mélq_gupayakanl perlindungan terhadap pemuliaan
-tanaman uhtuk menyeimbangkaﬁ 'léémbali- si'tu.as'i tidak adil bagi masyarakat

Indonesia aklbat“tekana.n dari negara-negara ma_]u

Frank.J. Garma beru-saha-»_unt-uk menerapkan konsep Theory of Justice ke dalam
kegiatan perdagangan mternaglc_mal _termasuk _kerjasama bidang HKI di WTO
dalam bukunya yang berjudul Tr&de, Inequality, and Justice: Toward a Liberal
Theory of Just Trade. Frank.J.Garcia juga memandang hukum perdagangan
internasional tidak hadir di luar lingkup justice” Hal ini disebabkan karena
kcrjasama sosial akan menghasilkan suatu kekayaan atau keuntungan yang tidak

akan muncul tanpa adanya kerjasama sosial tersebut sehingga akan muncul

* Brotosusilo, Globatisasi Ekonomi, 5-6.
* Sardjono, Pengetahuan Tradisional., 32.

7 Brotosusilo, Globalisasi Ekonomi, 7.
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2 Mekanisme Dispute Settelement

landasan sosial untuk penerapan justice.
Understanding (DSU) di WTO dapat digunakan untuk identifikasi dan perbaikan
terhadap keuntunpan yang diperoleh dengan eara yang tidak wajar oleh negara
anggota WTQO. Mekanisme DSU tersebut untuk menjamin terwujudnya keadilan
bagi seluruh negara anggota WTQ. Dispute Settelement Body (DSB) merupakan
lembaga atau organ di WTO yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan
sengkela perdagangan diantara negara-negara anggota. DSU juga dijadikan oleh
DSB sebagai pedoman dalam menyelesaikan sengketa antar negara-negara
anggota WTO. DSB telah memiliki peranan pentmg dalam penegakan keadilan

bagi seluruh negara anggota W10

1.6 Landasan Konsepsnonal .
Landasan konsepsmnal sangat pentmg -untuk  memudahkan penjelasan
mengenai teorl hukum yang digunakan di dalam pene.htlan ini, Konsep mengenat

kekayaan i elekrual dan HKI sangat pentmg untuk diketahui sehingga akan

memudahkan:"pembahasan di dalam penelltlan Tesis ifii: S1stem hukum dibentuk
untuk mencapar"-ebahaglaan kemanfaatan dan Keséjahteraan di dalam kehidupan
masyarakat i suatu negara. Hal m1 yang menyebabkan pentmgnya perlindungan

hukum terhadap varietas lok

et mlllk masyarakat berkaitan dengan
penerapar: 51stem hukum bldang HKI -I
Di dalam: 1Imu hukum| HKI teﬁ.nasuk baglan dan harta kekayaan khususnya
hukum benda: (zakenrechr) HKI: memlllkl ob Jek benda: mte]ektual yakni kekayaan
intelektual berupa benda- yang tlda.k berwumd dan ber51fat immaterial. Hal ini
yang telah menyebabkan pemlhk HKJ dapat berbuat apa saja sesual dengan
kehendak pemilik HKI terhadap kekayaan intelektual yang dimilikinya tersebut.??
Konsep HKI juga dijelaskan oleh Prof.Achmad Zen Umar Purba bahwa “Hak
Kekayaan Intelektual adalah hak, dan sebagai hak dia merupakan harta atau asset

berupa benda yang tidak berwujud (intangible assets)”.’° Konsep mengenai

3 Brolosusilo, Glebalisosi Ekonomi, 8.

*Elsi Kartika Sari dan Advensi Simanunsong, Hukum Dalam Ekonomi, Cet.5, (Jakaria:
Grasindo,2008), 112,

*© Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, Edisi Pertama, Cet.l.,
(Bandung: Alumni, 2005), 12.
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kekayaan intelektual (Intellectual property) dan HKI (Intellectual property right)
juga dijelaskan oleh Frederick Abbott sebagai berikut :

“The term intellectual property refers 10 a defined set of the intangible
products of human activity. It refers to an idea, the expression of an identity
that is capable of being ascribed to a person. The term intellectual property
right refers to a bundle of legally enforceable interests that a person may
hold with respecr to intellectual property. Sometimes intellectual property is
defined as the negative of real property and personal (or movabie) property.
While perhaps formally possible, this definition is overbroad”.

Penjclasan oleh Frederick Abbott tcrsebut telah menunjukkan bahwa kekayaan
intelektual merupakan hasil kegiatan manusia yang tidak berwujud. Kekayaan

intelektual dapat rnerupakan suatys; entuk gagasa.n yang menunjukkan gambaran

kemampuan sesecrang;- HKI _]_ merupakan suatu ikatan kekuatan hukum atas

suatu kepentmganryang memlllkrutujuan agar’ orang lain menghargai kekayaan
intelektual. Konsep mengenai-HKI juga dijelaskan oleh Peter Drahos yang
menyatakan bahwa
“A fundamenral form of argument used to justify the creation of intellectual
property. rrghts is.that such rights: prowde incentives for persons to engage

in:the: acrmty covered:by.the parncular rrghr Patent r:ghts accordtng 1o
this, argument encourage. mvenrzon R

t _rahos ‘tersebut me _un_]ukkan ba.hwa HKI dapat menjamm msentlf bagi
pemilik IHKI sehmgga pemlhk HK.I tersebut menmgkatkan keglata.n penemuan
kekayaan mtelektual Insentlf sangat bermanfaat bagi pemilik HKI sebagai
kompensasi atas blaya dan tenaga yang tela.h dlkelua.rkannya Jill McKeough juga
berpendapat bahwa :

...... inventions represem Iarge investments of t:me and money and the
possible creation of -ériormous wealth. To businesses generally, their

repulation, their name and the appearance of their goods represent their
position in the market”*

Penjelasan Jill McKeough tersebut telah menunjukkan suatu kegiatan penemuan

*'Frederick Abbout and Thomas Cottier , The huternational Intellectual Property System:
Commenrary and Materials, Part One &Part Two, (Kluwer Law International, 1999), 2],
dikumpulkan oleh Agus Sardjono, Reading Maierial Hak Kekayaan Intelekinal, (Jakara:FH
Universitas Indonesta, 2007), 79.

*2 Drahos, [nrelleciual Property, 15.

B MeKeough and Andrew Stewart, Intellectual Property in Australia, {Butterwonihs,
1997}, 14, dikumputkan oleh Sardjono, Reading Material, 46.
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merupakan suatu bentuk investasi karena penemu (inventor) telah mengeluarkan
biaya dan tenaga untuk menghasilkan penemuan sehingga penemu (inventor)
memiliki hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas penemuannya.

UU No. 29 Tahun 2000 telah memberikan perlindungan hukum terhadap
penggunaan VTE oleh pihak lain sehingga penggunaan VTE tersebut dapat
memberikan manfaat ekonomi kepada sebagian besar masyarakat lokal di
Indonesia termasuk pernulia tanaman dan petani. VTE dapat memberikan manfaat
ekonomi kepada masyarakat lokal jika VTE tersebut dihasilkan oleh varietas lokal
yang dijadikan sebagai varietas asal di dalam pemuliaan tanamannya. VTE yang
dihasilkan tersebut juga harus dllmdungl oleh: hak PVT agar setiap pihak yang

menggunakan VTE men‘ullkl ] baﬁ untuk- membenkan bagian keuntungan

atas pemanfaatari ‘VTE tersebl“.- Berlmdungan ‘hukum tersebut juga diberikan

melalui jaminan: terjadmya proses alih- teknologi pemuliaan tanaman dalam setiap
hak PVT yang dlberlkan oleh Pemerintah Indonesia melaiui Departemen
Pertantan: yang unruk selan_]utnya disebut sebagai Kementenan Pertaman3

Inclonesxa Wa]lb m ' egah mventor dan plhak lain yang telah memllﬂu hak PVT

untuk me_ onopoli: *teknolog1 tanpa melaksanakan-—f:"gak"_' PVT ‘tersebut
di Indonesra;--Hal'_‘lm dl_]elaskan di dalam Pasal 1 angka 2UU No 29 Tahun 2000
yang menyatakan bahwa: = . - :

“Hak' Perlmdungan Vanetas Tanaman adalah hak khusus yang diberikan
negara kepada pemulid dan/atau pemegang hak -Perlindungan Varietas
Tanaman wiituk . menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau
memberi persetujuan, képada orang atau badan hukum lain untuk
meng gunakannya selama waktu tertentu”. 3

Hak PVT merupakan suatu hak khus'us yang diberikan kepada pemulia yang
telah menghasilkan varietas baru tanaman yang berguna bagi sektor pertanian.
Hak PVT juga sangat dibutuhkan oleh pemulia tanaman untuk mendapatkan

keuntungan atas pemanfaatan varietas hasil pemuliaannya oleh pihak lain.

34 - . T . . B

" Penyebutan nama Departemen Pertanian diubah menjadi Kementerian Pertanian, Lihat
Indonesia, Peraturan Presiden Tentang Pembenkan Dan Organisasi Kementerian Negara,
Perpres No.47 Tahun 2009, ps.1.angka.13.

* Lihat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, ps.l.angka.2.
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Pemulia tanaman seringkali memanfaatkan varietas lokal sebagai varietas
asal di dalam pemuliaan tanaman untuk menghasilkan VTE. VTE tersebut harus
didaftarkan oleh pemulia tanaman untuk mendapatkan hak PVT sehingga pemulia
tanaman atau pemegang hak PVT dapat menikmati keuntungan ekonomi dar
penggunaan VTE oleh pihak lain. Hal ini yang menjadi alasan bagi masyarakat
lokal di Indonesia untuk ikut merasakan keuntungan ekonomi dari penggunaan
varietas lokal sebagai varietas asal untuk menghasilkan VTE tersebut. Masyarakal
sebagal pemilik hak komunal atas varietas lokal memiliki kedudukan yang
sama dengan pemulia tanaman atau pemegang hak PVT yang telah memiliki
hak individual atas VTE. HaI inj -mehj-d'di alasan-untuk menganalisa seeara yuridis
terhadap varietas Iokal di Indonesna dmnjau dari Trade Related Aspect of
Intellectual Property Rzgh!s (TR]PS) da.n Undang-Unda.ng Nomor 29 Tahun 2000

Tentang Perlmdungan Varietas Tanama.n (PVT).

17 Metodolo 'l—'Penelltlan o

_rupakan suatu s1stern daii prosedur da.n tekmk penelitian.

todologict tsebut berasal da.n Kita metode’ Metode penelltlan hukum
yang dllakukan d1 dalam penehtlan Tesis ini adalah penelitian yundls normatif
karena penelman Tesns ini merupaka.n penelman yang difokuskan untuk mengkaji

£ Pendekatan

penerapan k'cudah kaidah atau, norma norma di dalam hukum positi
yang dilakitkan’ untuk® menerapkan _tipe’ pe_nelltlan yuridis normatif adalah
pendekatan perun‘dang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep
(concepiual approach) Pendekatan perunda.ng-undanga.n (statute approach)
yang dilakukan di dalam’ penelman Tesis ini akan meneliti mengenai ketentuan
aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan HKI dan PVT. Pendekatan konsep

(conceptual approach) digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap

* Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti “jalan ke”. Pengerlian metadologi
biasanya diberikan arti-arti, sebagai berikut : (1) logika dari penelitian ilmiah, (2) studi terhadap
prosedur dan teknik penelitian, (3) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian, Lihat Soerjono
Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet.3, (Jakarta:Ul-Press, 1986), 5-6.

3 Jhonny lbrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian  Hukum Normatif. Cerd.,
(Malang:Bayumedia Publishing, 2008), 295.
* Ibid,, 391.
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konsep-konsep mengenai HKI, hak individual, PYT dan hak komunal masyarakat
lokal di Indonesia sehingga diharapkan penelitian mendapatkan penormaan
di dalam aturan hukum. Penelitian hukum dijelaskan oleh Dr. Agus Brotosusilo
yang menyatakan bahwa “Penelitian hukum pada dasamya adalah kegiatan
penyelesatan masalah”.* Pendapat Dr. Agus Brotosusilo tersebut menunjukkan
bahwa penelitian hukum harus menyelesaikan masalah yang menjadi obyek
di dalam penelitian. Dalam melakukan penelitian Tesis ini, peneliti melakukan
identifikasi dan kualifikasi terhadap fakta-fakta serta meneari norma-norma

hukum yang berlaku kemudian membuat kesimpulan berdasarkan fakia-fakta dan

norma-norma hukum tersebut 4°-Peneht1an ini; _]uga menggunakan kajian normatif
rfapan norifia-norma terhadap fakta—fakta yang berkaitan
dengan HKI, PVT dan vanetas lokal ‘di Iridonésia.

Penyusunan ‘pénelitian Tesis ini dilakukan melalui penelitian hukum
lerhadap kaedah kacdah dan norma-norma hukum yang diatur di dalam bahan
: """'rkembang melalui-;pembahasan  di ‘dalarit ‘bahan hukum
ang dapat dltemukan Juga di dalam:. bahian hukum tersier.

sekunde‘r SE i,a! -
Penehtlan yur1d1s l'lOl'I'llallf ‘atau penelman hukum normatif bcrusaha untuk
mengkajl penerapan kaidah- kaldah atau norma-norma di dalam hukum positif. 4
Peneliti memusatkan perhatian. pada kajlan terhadap norma-norma hukum yang
terdapat di* dalarn peraturan perundang-undangan nasional di -Indonesia yang
berkaitan déngan’ PVT dan snstem-.hudlda)fa tanarnan. Peneliti j juga memperhatikan
ketentuan-ketentuan yang terdapat'di konvensi intemasional maupun perjanjian
internasional yang berkmtan dengan perlindungan varietas lokal sebagai SDG
tanaman, pengetahuan trad1510nal HKI WTO penaman ‘hak petani dan invensi
atas varietas tanaman. Hal tersebut pentmg karena titik tolak di dalam penelitian
Tesis ini adalah analisis terhadap peraturan perundang-undangan nasional yang
berkaitan dengan pelaksanaan sistem budidaya tanaman dan PVT di Indonesia

serta pelaksanaan ketentuan TRIPs Agreement oleh Indonesia.

** Brolosusilo, Globalisasi Ekonomi, 11.
 Ibid.

11 e . .
Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder
dapar dinamakan penelitian hukum normatif. Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudiji,

Penelitian Hukum Normatif Sebuah Tinjauan Singkat, Ed. |, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
2007), 13-14.
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Penelitian hukum normatif akan menghasilkan penelitian yang bersifat
preskriptif-kritis.** Penelitian preskriptif juga dijelaskan oleh Soerjono Soekanto
yang menyatakan bahwa “apabila suatu penelitian ditujukan untuk mendapatkan
saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-
masalah tertentu, maka penelitian tersebut dinamakan penelitian preskriptif”.*
Penelitian Tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini
bertujuan untuk memahami latar belakang dari suatu konsep hukum terutama
konsep hukum tentang HKI dan PVT. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan
data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, meliputi:
Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tertier."
Penelitian kepustakaan t1dak sa_|a dilakukan terhadap bahan perundang-undangan
di Indonesia tetap1 Juga bahan-bahan dan aturan dari’ Trade Related Aspect Of
Intellectual Property R:ghrs (TRIPs) serta- konvensi-konvensi internasional yang
mengatur mengenai HK1 dan PVT.

Anéﬁﬁis‘s.écafa-'yuridis dan . pengglahan terhadap:"'b'ahan hukum yang
dlperoleh dalam penehtxan studi kepustakaan aturan perundang-undangan dan

'_?"'-_akan diuraikan "dan - dlhubungkan sedemikiari rupa’ sehingga

d1sajlkan\\dalam"bentuk penulisan yang ‘lebih sistematis untuk menjawab pokok
permasalahan’ yang telah diruamuskan. bahan hukum primer maupun bahan hukum
sekunder dlkumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang teldh dirumuskan

serta diklasifikasikan berdasark__a_r_r sumber dan- hierarkinya untuk-dikaji secara

2 Agus Brotosusilo, .Parad;gma Kaﬂ?n Empms dan- Normaff Ma[en Kuliah Teori Hukum
Program Pascasarjana Timu Hukum, (Jakarta -FHUI, 2008) 1

43 Soekanlo, Pengantar Penelitian, 10.

“'Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat misalnya peraturan
perundang-undangan, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Perlindungan Varijetas Tanaman, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan,
Pendaflaran dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial dan
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Syarai Dan Tata Cara Pengalihan
Perlindungan Varietas Tanaman Dan Penggunaan Varietas Yang Dilindungi Oleh Pemerintah;
Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang berisi penjelasan terhadap bahan-bahan
hukum primer, seperti buku, hasil-hasil penelitian, artikel, jurnal yang berkaitan dengan topik
penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum sekunder antara lain buku,
artikel dan jurmal mengenal WTO, GATT, HAKI, TRIPs Agreement dan PV T dan Balan Hukum
Tertier, yaitu bahan-bahan hukum yang berisi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan
bakan hukum sckunder. Misalnya kamus dan ensiklopedi hukum. Sebagai bahan hukum tertier,
peneliti akan menggunakan Black’s Law Dictionary bila diperlukan. Lihat Soekanto, Penelitian
Hukwmn Narmaiif, 13,
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komprehensif. Pengolahan bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan eara
melaksanakan identifikasi dan kualifikasi fakta-fakta kemudian meneari norma
hukum yang berlaku untuk pemeeahan masalah. Berdasarkan fakta-fakta yang ada

tersebut serta norma-norma hukum yang berlaku maka diambil kesimpulan.

1.8 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini akan disusun dan dibahas menjadi 5 (lima) bab dengan
sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :
Babl merupakan pendahuluan berisi uraian latar belakang, pokok

permasalahan, tujuan penehnan \kegunaan penehtran landasan teor,

metodolog1 penelman dan sistematika
penullsan te51s R ' B
Bab II membahas mengenal keterkzutan -antara WTO dengan UPOV. Dimulai

dengan tinjauan umum mengenai WTO meliputi organisasi WTO, TRIPs

_—Agr ement dan konsep HKJ. Kemudian tinjauan umum- mengenal UPOV
8 1pu't1 orgamsaSI UP@V konven51 UPOV, PVT bagian dari HKI
2 an"-:keterkaltan UPOV dengan WTO.

Bab 11l : memba.has tinjauan yuridis terhadap varietas lokal di Indonesia. Dimulai

“déngan tinjauan umum terhadap: masyarakat tokal di Indonesia meliputi

' siﬁteih‘-.’hilaifpandangaﬁ karakterlsnk ﬁiﬁéj{arakat lokal dan. perlindungan
hak: masyara.kat dalam’ wacana HKI Kemudlan tinjauan-yuridis terhadap
varietas’ lokal d1 Indonesna mehput1 Undang Undang Nomor 12 Tahun
1992 Tentang Slstem Budldaya Tana.man (Uu No 12 Tahun 1992) dan
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas
Tanaman (UU No. 29 Tahun 2000}

BabIV membahas mengenai analisa yuridis terhadap varietas lokal di Indonesia
ditinjau dari Trade Related Aspect Of Intellectual Property Rights
(TRIPs) dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang
Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). Dimulai dengan membahas
analisa yuridis terhadap varietas lokal di Indonesia ditinjau dari Trade
Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs). Pembahasan

tersebut meliputi varietas lokal diatur di dalam hukum nasional
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Indonesia dan penerapan HKI terhadap varietas lokal ditinjau dari
TRIPs. Kemudian membahas analisa yuridis terhadap varietas lokal
di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000
Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).

BabV merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran atas

penelitian Tesis ini.
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BABII
KETERKAITAN ANTARA
WTO DENGAN UPOV

2.1 Tinjauan Umum Mengenai WTO

2.1.1 Organisasi WTO

GATT 1947 telah berlaku sebelum terbentuknya organisasi WTO. Setelah
Perang Dunia ke-II berakhir, masyarakat internasional memiliki 3 (tiga) pilar
utama dalam perekonomian yaitu International Monetary Fund (IMF), World
Bank dan International Trade Qrganization:(LFO). 43 Konferensi Havana di Kuba
telah menghasilkan GATT ituangkan di*dalam Piagam ITO. GATT yang
telah dibentuk padabular @kto :

perdagangan-internasional mesklpun pembentuka.n ITO mengalami kegagalan.

,..;tahun 1947- menjadl per_lan_]la.n yang mengatur

GATT 1947 memiliki tujuan untuk meningkatka.n la.raf lndup, kesempatan kerja,
pemanfaatan atas_ kekayaan alam dan -produksi serta tukar menukar barang

I dalam keglata.n perdaga.ngan internasional terus dilakukan sampai

Perundingari
dengan =~dilahgsunngya peru'n‘dmgan Uruguay Round yang telah menyepakati
pembentukan’ WTO."” Pembentukan WTO tersebut juga meliputi - penyusunan
persetyj uaéiepérsetuj uan di dalam WTO:termasuk TRIPs Agreement. Persetujuan-
persetujuan “di-dalam WTO* mernipakan perjanjian dalam kerangka kerjasama
perdagangan'~intemasional -"yaﬁg-:'ﬁléngikat bagi seluruh negara-negara anggota
WTO.* Hal:ni- untuk men_1amm pelaksanaan perdagangan internasional dalam
kerangka kexjasama WTO yang salmg menguntungka.n bagi seluruh negara-

negara anggota WTO tersebut_. .--Perbedaan utarna antara sistem di GATT 1947

“ Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasianal, Ed.]1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,
2008), 102-103,

46 Ibid., 105.

“"Putaran Jenewa (1947 diikuti oleh 25 negara); Putaran Annecy-Perancis (i947- 13
negara), Putaran Torquay-Inggris (1951~38 negara); Putaran Jenewa (1956 —26 negara), Putaran
Jenewa atau Putaran Dillon (1960- 61-26 negara). Proses liberalisasi perdagangan ini terus
berlanjul dalam putaran-putaran berikutnya, vaitu Putaran Kennedy (1964-67 diikuti oleh 62
negara yang khusus inembahas tarif dan anii-dumping), Putaran Tokyo (1973-1979, diikuti
102 negara) dan Putaran Uruguay (1986-1994 diikuti oleh 123 ncgara). Ibid., 100.

* Prinsip GATT menjadi kerangka aturan bagi GATS, TRIMs dan TRIPs. Lihat Ibid,, 97.
“® Depanemen Luar Negeri, Sekilas 11170, 1.
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dengan sistemn di WTO yakni adanya sistem penyelesaian sengketa (Dispufe
Settelement Understanding/DSU) di dalam WTO sedangkan GATT 1947 tidak
memiliki DSU.”® Hal ini yang menyebabkan pelaksanaan kerjasama perdagangan
internasional di WTO lebih efektif dibandingkan dengan kerjasama perdagangan
internasional di GATT 1947.

WTO merupakan organisasi perdagangan internasional. Sistem kebijakan
di dalam WTO menganut sistem single undertaking”' WTO juga memiliki
Ministerial Conference atau Konperensi Tingkat Menteri (KTM)*? yang bertugas
membuat kebijakan perdagangan multilateral. WTO memiliki struktur organisasi

Dewan Umum (General Counci > WTO dibentuk untuk mewujudkan GATT,

General Agreemenr on- Trade m Services (GATS) TRIPS serta persetujuan-
persetujuan WTO: lamnya agar berada di dalam satu sistem untuk penyelesaian
sengketa.”® Hal tersebut dl_]elaskan oleh Doris Estelle yang menyatakan bahwa
...... the present international dispute over the scope of protection to be afforded
intellectual property is the great difference befween developed and developing

nations regarding the ‘perceived impact such protection”.”* Pendapat Doris

* GATT bersifat od hoc dan sementara waktu. Persetijuan Umum tidak pernah diratifikasi
oleh negara anggota, dan tidak menciptakan organisasi. WTO memiliki “anbgola”(“members”)
GATT terdiri dari “pa.ra pihak"(“contracting parties”), GATT secara resmi merupakan suatu teks
legal. GATT. hanya mcmasukkan perdagangan barang. WTO mencakup baik barang maupun jasa
dan kekayaan’ intelektual, Sistem, penyelesalan sengketa WTO lebih cepat ‘dan lebik otomatis
daripada sistem. GATF yang [ama 0. dan _persgtujuan-persetujuan  di. dalamnya bersifat
permanen, WTO mempunyal aturan yang dlrauﬁkam oleh negara anggotanya Ibid., 7.

*! Seluruh negoisasi -rgerupakan bag:a.n. darj satu kesatuan utuh yang lidak bisa dibagi-bagi
atau diselujui hanya sebagianiya saja Ibid., 6.

2 KTM-WTO pertama-kali-diselenggarakan di Singapura tahun 1996, kedua di Jenewa tahun
1998, ketiga di Seatlle tahun 1999; keempat di Doha, Qatar tahun 2001 dan KTM kelima
diselenggarakan di Cancun, Mexico tahun 2003 serta KTM keenam di Hong Kong (2005).

Departemen Pertanian RI, dalam hup:/www.deptan.go.id/kin/berita/wito/ite-wio.htm, diakses
tanggal 14 Januari 2010,

** Dewan Umum (General Conncif) yang bertugas memberikan Japoran mengenai kegiatan
kepada Ministerial Conference, sebagai suaiu Badan Penyelesaian sengketa (Dispute Settlement
Body) dan sebagai badan peninjau kebijakan perdagangan negara-nezara anggota GATT (Trade
Policy Review Body). Selain itu di dalam struktur WTO juga terdapat The Council for Trade in
Goods,Council for Trade in Services dan Council for TRIPs. Lihat Syahmin, Hukum Dagong
Internasional, Ed.1, (Jakaria:RajaGralindo Persada, 2007), 53-53.

* Christhophorus Barute, Kerentuan Anii Dumping, Subsidi, don Tindakan Pengamonan
(Safeguard) dalam GATT dan IWTO, Ce.], (Bandung:Citra Aditya Bakti,2007), 23

* Doris Estelle Long and Anthony I'Amato, 4 Conrse Book In International (ntellecrual

Properiy, (St. Paul, Minn: West Group, 2000), 11, dikunpulkan oleh Sardjono, Reading
Material, 27.

Universitas Indonesia

Analisa yuridis..., Rizgi Nur Ramadhon, FH Ul, 2010.




23

tersebut menunjukkan bahwa sistem penyelesaian sengketa sangat diperlukan
oleh negara miskin, negara berkembang dan negara maju untuk menyelesaikan
perselisihan berkaitan dengan HKI. WTO telah mengatur kegiatan perdagangan
interasional melalui ketentuan persetujuan-persetujuan di dalam WTO yang telah
mengikat terhadap setiap negara anggota. Hal ini yang menyebabkan negara
anggota wajib untuk mematuhi persetujuan di dalam WTO ketika negara anggota
tersebut inelaksanakan perdagangan internasional. Sistem single undertaking dan
sistem penyelesaian sengketa di dalam WTO telah memberikan jaminan kepada
negara-negara anggota untuk mengembangkan pemasaran produknya di pasar
negara anggota WTO lamnya Jamman tersebut bertu_puan untuk menghilangkan
hambatan perdagangan mtemasmnal dlanta.ra negara-negara anggota WTO.
Persetujuan: persetu_]uan WT@ telah mémuat prmsnp yang telah ditetapkan
oleh WTO. Prinsip tersebut d:antaranya adalah Most Favoured Nation (MFN),
National Treatment dan Transparency.’ Prinsip-prinsip WTO bertujuan untuk
menghllangkan hambatan (barner) perdagangan antar sesama negara-negara
anggota: WTB Hambatan perdagangan tersebut dapat -meliputi proteksi dalam
bentuk peraturan perundang .undangan- domestik negara anggota dan tarif yang
diberlakukan oleh negara anggota terhadap produk dari negara anggota [ainnya.
Indonesia. telah melakukan ratifikasi pembentukan WTO melalul ketentuan
UU No.7: Tahun 1994 Ratlﬁkam pembentukan WTO tersebut dilakukan oleh
Indonesia karena Indonesna harus menegakkan -rile of law berkaitan dengan
konsekuensi atas kelkutsertaan Indonesia di dalam peljan_]lan internasional.’’
Hal ini yang dijelaskan -oleh Pp_ter Van Den Bossche yang menyatakan bahwa
”...countriest must be.':;e-:srrain,eé?f'om adopt’ing;-f'tifhde -restr;'ctive measures both in

their own interest and in that of the world economy”.”® Pendapat Peter Van Den

* MFN diartikan bahwa setiap kali suawu negara mengurangi hambatan perdagangan dan
membuka pasarnya maka negara tersebut harus melakukan hal yang sama terhadap negara
mitranya, baik negara itv kaya atau miskin, lemah atau kuat. Prinsip MNationo! Treaiment
mewajibkan setiap negara anggota uniuk memberikan perlakuan sama atas barang-barang impor
dan lokal paling (idak setelah barang impor tersebut memasuki pasar domestik. Prinsip
fransparency 1newajibkan negara anggota untuk bersikap terbuka/transparan terhadap kebijakan
perdagangannya. Lihat Departemen Luar Negeri, Sekilas V70, 3-4.

*" Hata, Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO; Aspek-Aspek Hukwm dan
Non Hukum, Cet.]., (Bandung: Refika Aditama, 2006), 10.

% Peter Van Den Bossche, The Law And Policy of The World Trade Organization Text, Cases
and Materials, Second edition, (Cambridge :Cambridge Universily Press, 2008), 33.
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Bossche tersebut mendukung kebijakan yang dilakukan oleh negara-negara
anggota WTO dalam mencegah terjadinya pembatasan kegiatan perdagangan
internasional. Kebijakan ini juga dilakukan oleh Indonesia karena Indonesia telah
menganut sistem perekonomian terbuka. Sistem perekonomian terbuka tersebut
telah membuka kesempatan bagi Indonesia untuk mengembangkan pemasaran
hasil produksi dari Indonesia ke negara-negara anggota WTO lainnya.”? Ratifikasi
pembentukan WTO melalui UU No.7 Tahun 1994 harus dapat dimanfaatkan oleh
Indonesia untuk memperoleh keuntungan pendapatan negara demi kemakmuran

seluruh masyarakat Indonesia.

2.1.2 TRIPs Agreement " | _

Ketentuan TRIPs Agreement terdiri atas 7 Bab dan 73 Pasal.® Ketentuan
TRIPs Agreement® tersebut dibentuk oleh WTO dengan tujuan untuk mengurangi
hambatan perdagangan. internasional berkaitan dengan HKI. TRIPs Agreement
dapat mepg_-anlisipési ‘éengkt?ta yang berkaitan dengan HKI. Hal térsebu_.nt penting
disebabkani karena perdagangan internasional semakin meluas serta tidak lagi
mengenal adanya batas negara.”” Pembentukan TRIPs Agreement dijelaskan
oleh Prof Ag’h‘s_f’z__Sardjono bahwa “sécara. historis, kelahiran TRIPS Agreement
dilalarbélskakaﬁéi':perbedaan Répent'i-ggap--antara,r_iegﬁra-negara berkembang dengan
negara-negata -maju>.%’ Pen.deip"a‘t' Prof Agus Sardjono tersebut menunjukkan

bahwa terdapat perbedaan kepenfingan antara negara berkembang dengan negara

®David K.Lintan, - “Indonesia dan Perdagangan Internasional (seri 1)", dalam
htip:/Awww. Ifip.ore/english/pd f/presentation_linnan.pdf, diakses tanggal 11 Januari 2010.

®Bab 1 tentang Ketentuan ‘Umim Dan Prinsip-Prinsip Dasar, Bab Il tentang Standar
Mengenai Keberadaan, Lingkup Dan Penggunaan HKI, Bab III tentang Penegakan Hukum Di
Bidang HKI, Bab 1V tentang Prosedur Memperoleh Dan Mempertahankan HKI Berikut Prosedur
Inter-Partis  Terkait, Bab V tentang Pencegahan Dan Penyelesaian Sengkela, Bab VI tentang
Ketentuan Peralihan dan Bab VII tentang Ketentuan Penutup, Lilal Depariemen Luar Negeri,
Persetujuan  Aspek-Aspek Hok Kekayaan Imelektual Yang Terkait Dengan Perdagangan
(Agreement on Trade Related Aspect Of hmellectual Property Rights/TRIPs), (Jakaria: Direktorat
Jenderal Multilateral Depariemen Luar Negeri, 2006), 15-61.

® Perjanjian TRIPs inengisyaratkan agar negara-negara anggola menyesuaikan peraturan
nasionalnya dengan Poris Convention (1967). Bern Convention (1971), Rome Convention (1961)
dan Treaty on Jntellectual Properiy in Respect of Integrated Circnits (1989) berdasarkan Arficle 2
dan Ariicle 3 TRIPs Agreement 1994. Lihat OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaon Intelektuol
(ImcllectualProperty Rights), Cerd, (Jakarla:RajaGrafindo Persada, 2004), 24.

52 Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaon Imelektnal, Cet.1, {Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 46.
% Sardjono. Membumikan HKI, 2.
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maju disebabkan karena bargaining power yang dimiliki oleh negara berkembang
belum kuat. Hal ini disebabkan karena faktor ketergantungan negara berkembang
dan negara miskin terhadap negara maju. Ketentuan TRIPs Agreement telah
memuat prinsip sistem perdagangan (principles), perlindungan HKI (protection),
penegakan hukum bidang HKI (enforcement), penyelesaian sengketa (dispute
settlement) dan pengaturan khusus selama periode transisi (special transitionol
arrangemenr).m

TRIPs Agreement melindungi hak individvual. Hal ini disebabkan karena
TRIPs Agreement disusun untuk melindungi HKI yang dimiliki oleh inventor.%®
Hak individual tersebut _mpmpgk;ah-“l_{bmperjﬁasi ekonomi atas jasa seseorang
mempunyai nilai keuntungan ekonomi bila dimanfaatkan oleh pihak lain. Aspek
HKI berdasarkan iT.R.'I-Ps Agreement yang berkaitah dengan PVT adalah paten
(pf.'.feir'n'.s').66 Ketentuan TRIPs Agreement mengatur mengenai sifat dan kewajiban
yang harus-dilaksanakan oleh negara anggota WTO berkaitan-dengan-_:aspek HKIL
TRIPs Agreement juga_.menganut prinsip National Treatment sebagai-mana yang
diatur dldalamketentua.n Pasal 3 TRIPs A gfeemén?;'s-? Prinsiﬁ fVationa_l Treatment
tersebut-.-_;___.r'geﬁ?gliéﬁdlaki agar _setiap negar‘é anééq_ta WTO untiik ‘memberikan
perlakuz;ﬁii;ﬁahg' sama terhadap héigil produksi yaxig’- berasal dari negara anggota

WTO lainnya dengan pei'lakuan- yang diberikan terhadap hasil produksi dalam

® Departemen Luai Negeri, Sekilas WT0, 36.

% Pembukaan TRIPs Agreement menyatakan bahwa “..intellectual property rights are private
righis”, Lihat WTO, The Legal Texts, 321,

“ Nuraini, Perlindungan Hak Milik Intelektval Varietas Tananan, 58.

57 pasal 3 TRIPs Agreement menyatakan bahwa “ (1). Each Member shall accord to the
natianals of other Members ireatment no less favourable than that it accards 10 its own nationals
with regard to the protection® of intellectual praperty, subject to the exceptions already provided
in, respectively, the Paris Convention (1967), the Berne Canvention (1971}, the Rame Convention
or the Treaty an Intellectual Praperiy in Respect of Integrated Circuits. In respect of performers,
producers of phonograms and broadcasting organizations, this obligation only applies in respect
of the rights provided under this Agreement. Any Member availing itself of the possibilities
provided in Article 6 of the Berne Convention (1971} or parograph (b} af Article 16 af the Rome
Conventionr shall make a natificaiion as foreseen in those provisions to the Council for TRIPS.
(2). Members may avail themselves of the exceptions permitted under paragraph 1 in relation 1o
Judicial and adminisirative pracedures, including the designation of an address for service or the
appointment of an agent within the jurisdiction of a Member, only where such exceptions are
necessary to secure compliance with laws ond regulations which are nor incansistent with the
provisions of this Agreement and where such practices are not applied in a manner which would
constitute a disguised restriction on trade ", Lihat WTO, The Legal Texis, 323.
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negeri berkaitan dengan aspek HKI. TRIPs Agreement membolehkan negara-
negara anggota WTO untuk menerapkan sistem perlindungan terhadap HKI yang
lebih luas daripada yang diwajibkan TRIPs Agreement di dalam hukum domestik
masing-masing negara anggota WTO tersebut. Hal ini dibolehkan oleh WTO
sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip di dalam WTO.

TRIPs Agreement tidak membolehkan negara anggota melanggar ketentuan
konvensi internasional yang berkaitan dengan HKI. Hal tersebut menunjukkan
bahwa negara anggota WTQ harus mematuhi ketentuan Konvensi Paris, Konvensi
Berne, Konvensi Roma dan Perjanjian tentang HKI atas Rangkaian Elektronik
Terpadu.®® Negara anggota wajib'.—f-meizik"sénakan TRIPs Agreemen:. Kewajiban
tersebut dilaksanakan 0‘165 negara maju-dalam Jangka waktu 1 (satu) tahun untuk
menyesuaikan hukum ya’xj’g-beﬂékﬂ'—-di negara.ﬁya sesuai-dengan TRIPs Agreement.
Negara berkembang-dan negara .dalam masa transisi diberikan waktu 5 (lima)
tahun sedangkan negara berkembang terbelakang diberkan waktu 11 (sebelas)
tahun untuk menyesuaikan hukum yang berlaku di negaranya sesuai dengan
TRIPs Agre'_.e'mr.cz'm1'-'.-69 Jangka waktu yang -berbeda tersebﬁt untuk mewujudkan
keadila.ﬁ-l--Bégi’-.—};sgmﬁa negara- a.nggc:;ta-'WI'O. Perlindungan - HK1L. oléh negara
anggota- WTOQ tertentu kepada warga negara anggota lainnya tidak termasuk
mengenai bantuan hukum,l-_h.ak yang tidak diatir TRIPs maupun perjanjian

internasional mengenai kekayaan Intelektual sebelum berlakunya TRIPs.™

% Pasal 2 TRIPs Agreement menyatakan bahwa < (1)./n respect of Parts I, IIl and IV of this
Agreement, Members shall ‘comply with Articles | through 12, and Article 19, of the Paris
Convention (1967). (2). Nothing in Parts ! 10 IV of this Agreenient shail derogate from existing
obligations that Members may have (o -each other under. the Paris Convention, the Berne
Convention, the Rome Convention and the Treaty on Iniellectual Property in Respect of Integrated
Circuits”, Tbid., 322-323.

*? Departemen Luar Negeri, Sekilas WTO, 38.

 Pasal 4 TRIPs Agreement menyatakan bahwa“ ... Exempred from this obligation are any
advanioge, favour, privilege or immunity accorded by a Member: (a) deriving from international
ogreements on judicial assistonce or low enforcement of a general nature and not particularly
confined 1o the protection of intellectuol property; (b) granted in accordance with the provisions
of the Berne Convention (1971) or the Rome Convention outhorizing thot the treatment occorded
be a function not of nationol treaiment bui of the treatment accorded in another couniry; (c) in
respect of the rights of performers, producers of phonogroms ond broodcasting orgonizotions not
provided under this Agreement; (d) deriving from international agreements reloted to the
protection of intellectual property which emered into force prior to the entry into force of the WTO
Agreement, provided thar snch agreements are notifted 1o the Council for TRIPS ond do not
constitute an arbitrory or unjustifiable discrimination agoinst notionals of other Members.”,
Lihat World Trade Organization, The Legal Texis, 323-324.
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2.1.3 Konsep HKI
Negara-negara maju sangat menghargai HKI karena HKI bertujuan untuk
melindungi hak individual yang dimiliki oleh penemu atas kekayaan intelektual.
Hal tersebut juga dijelaskan oleh Prof Agus Sardjono yang menyatakan bahwa
...sesungguhnya sistem HKI yang berkembang di Negara-negara maju lebih
mementingkan perlindungan ekonomi (kapital) ketimbang kepentingan individu
(creator or aurhor) itu sendiri”.”’ Kondisi tersebut berbeda dengan kondisi di
negara berkembang maupun negara maju. Hal ini disebabkan karena karakteristik
HKI di negara maju berbeda dengan karakteristik yang dimiliki oleh pengetahuan

tradisional di negara berkembang dan negara miskin. 72 HKI merupakan hak atas

kekayaan. ™ Hal tersebut yan f,inenyebabkan HKI membenkan perlindungan
hukum terhadap - hasil -kreat;vxtas' fmaupun kegiatan intelektual yang memiliki
manfaat ekonomi. Kegiatan intelektual tersebut merupakan kegiatan daya cipta
dan daya pikir dalam bentuk ekspresi, ciptaan dan penemuan di bidang teknologi
dan jasa.’ Kekayaan mtelektual merupakan hasil dari kegxatan manusia yang
tidak berwu_[ud Objek pcrlmdungan I-IKI berupa kekayaan mtelektual yang tidak

berwujud:dan: bersifat 1mrnat

" Sardjono Membumikan HKI 9.

™ Karakteristik HKI:(a). dueruskan -dari_ penelitian ilmiah/prakiek bisnis/karya seniman dan
dilakukan oleh:individu/badan hukum: (b) mempeslihatkan perkembangan ilmu pengetahuan, seni,
teknologi,atau sastra dari individu/badan hukum. tertentu;(c).bagian dari perkembangan
iptek/seni/fperdagangan/bisnis;(d).dikenal - inventornya/penciptanya/pelaku  bisnisnya;{e).untuk
tujuan komersial;(f).berkembang movasinya pada individu/badan hukum;(g).perlindungan dan
pemanfaatannya bersifat -personal;(h).waktu perlindungannya dibatasi;(i).perlindungan hukumnya
dapat melalui pendaftaran.(Koristitutif) dan/atau otomatis/tanpa pendafiaran (deklaratif);dan(j).hak
bersifat eksklusif, yaitu dapat melarang;orang lain yang tanpa izin melaksanakan haknya walaupun
kewajibannya belum dilaksanakan-seketika-it. Sedangkan Karakteristik Pengetahuan Tradisional,
yaitu:(a).Diteruskan dari generasi ke generasi berikumya;(b).memperlihatkan identitas dan budaya
masyarakat tertentu;(c).bagian dari warisan budaya;(d).tidak dikenal pembuatnya/penciptanya;
{e).umumnya bukan untuk twjuean komersal tetapi lebih diutamakan sebagai sarana budaya dan
agama;(f).berkembang dan muncul di kalangan masyarakat;(g).kepemilikan dan pelestarian
bersifat  komunal;(h).perlindungan/pelestarian  dikehendaki  tidak  terbatas  waktunya;
(i).perlindungan hukumnya harus berdasarkan pengakuan setiap pihak dan bersifat deklaratif ; dan
(i)-hak kebendaan (material/moral} dipegang oleh negara. Lihat Arif Syamsudin, *“Antara
Pelestarian Dan Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional/Pengetahuan Tradisonal Dan
Perlindungan Hak Kekayaan Intelekiual”, Media HKI, (Vol.VINo.3/Juni 2008), 22

™ stilah ok kekayaan intelektual (HKI) merupakan terjemahan dari Jmellectual Properiy
Righis schingga nerupakan suatu hak atas kekayaan yang lahir karena kemampuan intelekiual
manusia. Sementara definisi lain HK! adalah hak hukuin prival yang mmemberikan penghargaan
atas kontribusi manusia tidak berwujud vang akan digunakan untuk memproduksi suaiu teknaologi
yang sifamya khusus. Lihat Krisnawali, Perlindungan Hukum Varietas, 13-14.

" Rartika, Hukwn Dalanm Ekonomi 112,
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Sistem HKI sangat bermanfaat bagi masyarakat negara-negara maju
karena negara maju mengutamakan perlindungan dan jaminan atas hak individual.
Sistem HKI sudah diprakiekkan oleh masyarakat di negara-negara Eropa sebelum
terbentuknya GATT dan WTO.” Paris Convention 1883 dibentuk untuk mengatur
dan melindungi aspek paten, merek dagang dan desain.’® Beme Convention 1886
dibentuk untuk mengatur dan melindungi copyright atau hak eipta.ﬂ Ketentuan
Paris Convention dan Berne Convention tersebut masih dipergunakan sebagai
landasan hukum HKI! sampai saat ini. HKI] juga merupakan sumber kekuatan
politik berbasis ekonomi.” Hal ini disebabkan karena sistem HKI meneiptakan
monopoli sehingga pemilik HKl mendapatkan manfaat ekonomi atas kekayaan
intelektual yang d1m1hkmya HKI -juga dijelaskan oleh Prof Agus Sardjono yang
menyatakan bahwa HKI adalah sarana yang tepat untuk memonopoli”. ”
Pendapat Prof A-Qus -_Sardjono-f-tersebut menunjukkan HKI' digunakan sebagai
sarana monopoli karena HKI melindungi hak individual yang dimiliki oleh
Inventor- (penemu) untuk menikmati manfaat ekonomi dari- hasil penemuannya.
Manfaat ekonothi tersebut dibérikan kepada penemur agar ‘penemu semakin
memiliki ‘motivasi- untuk melakukan dan mengernbangkan keglatan penemiuannya.
Hal ini disebabkan karena peneému telah mengeluarkan banyak biaya dan waktu
untuk menghasilkan penemuannya. Alasan tersebut yang menyebabkan penemu
berhak untuk menikmati hasil ten{u'annya. Sistem HKI telah terbukti melindungi
hak individual -sekaligus ju'g-a-:'fi'iéljﬁglungi dan meningkatkan taraf hidup penemu

yang telah mendapatkan'nianfaat secara ekonomi dan hééil,penémuannya.

" Pada awalnya ketentuan mengenai HK] pertama kali ada di Venice (ltalia) yang
menyangkut masalah paten pada tahun [470. Ketentuan mengenai paten kemudian diadapsi oleh
kerajaan Inggris di Zaman TUDOR tahun 1500-an dan kemudian lahir hukum mengenai paten
pertama di Ingeris yaitu Stawte of Monopolies (1623). Upaya harmonisasi dalam bidang HK1
pertama kali lerjadi tahun [883 dengan lahirnya Paris Corvention untuk masalah paten, merek
dagang dan desain, Kemudian Berne Convention 1886 untuk masalah Hak Cipta (Copyright).
Lihat Sutedi, Kekayaan intelekinol, 39.

" Taryaba Soenandar, Perlindungan Hak Milik Intelektval di Negara-Negara ASEAN,
{Jakarla: Grafika, 1996), 7.

7 Swedi, Kekayaan Intelekiual, 39.

" Abdul Kadir Muhanunad, Kajian Hukum Ekonomi Hak atas Kekayuon Intelekinal, Cel.],
(Bandung:Ciira Aditya Bakii,2001), 15,

7 Sardjono, Membumikon HK, 21.
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Budaya individual masih dominan di masyarakat negara maju sampai
sekarang ini. Negara maju mengakui pentingnya hak individual di dalam HKIL
Hal ini disebabkan karena individualisme merupakan inti dari konsep HKI itu
sendiri.?® Individualisme di masyarakat negara maju dijelaskan oleh Prof Agus

Sardjono yang menyatakan bahwa :

“.....negara-negara maju mengusung filsafat individualisme dan kapitalisme
yang kemudian mewujud dalam gagasan melindungi hak-hak milik
individual, khususnya perlindungan terhadap property, baik intellectual
property maupun modal (capital). Di sisi lain, negara-negara berkembang,
khususnya Indonesia mengusung nilai-nilai kebersamaan dan tidak
berorientasi kepada nilaj:miatérialisme semata-mata, melainkan juga
spiritualisme yan] "mewuj ada; gagasan h]dup bersama yang damai”.®

Hal ini yang telah menyebabkannegara maju séﬁé%i%'."'.be.rﬁepentingan untuk
meningkatkan perlindungdn terhadap HKI. Suatu tindakan akan dianggap sebagai
bentuk pelanguaran HKI bila tindakan tersebut mengambnl hak atas kekayaan
1ntelektual m111k orang lain: tanpa izin ; kemudlan mengek5plolta51 ‘kekayaan
mtelektual tersebut seca.ra komersna] untuk keuntungan dmnya sendiii.®2 Hal ini
bila dltmjau dari sistem HKI maka tindakan tersebut merupakan suatu bentuk
pelanggaran terhadap HKI. Konsep HKI dlbutuhkan untuk melindungi kekayaan
intelektual - 1yang telah dlhasﬂkan tersebut sehmgga HKI sebaga1 kompensasi
pengganti atas tena ga, waktu dan blaya yang telah dlkeluarkan

HKI mempunyal peranan pentmg untuk meningkatkan perkembangan
teknologi dan hasil karya lamnya -HKI tnelindungi- hak mdmdual yang dimiliki
oleh penemu atau penmpta atas karya yang. dlhasﬂkarmya sehingga HKI dapat
menjadi sarana monopoll untuk memngkatkan taraf kehldupan penemu atau
pencipta terscbut.® Praktek monopoli akan memberikan keuntungan ekonomi

terhadap pemilik HKI mauvpun negara maju. HKI memberikan sarana monopoli

* Rizaldi Siagian, “Jenis-jenis Pemanfaatan Alas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi
Folklor yang Perlu Dilindungi dan Implikasi Peman{aatannya,” Media HK{, (VollV/No.2/April

2007), 3.
¥ Sardjono. Pengetahuan Tradisional, 16.
* 1bid., 15-16.
* Purba, et al, TRIPs-IWTO & Hukum HK! Indonesia, 13, !
* Ibid., 14.
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tersebut sebagai bentuk kompensasi atas biaya dalam mengeluarkan ide untuk
menghasilkan temuan tersebut. Hal ini dijelaskan oleh Frederick Abbott yang
menyatakan bahwa “Frorﬁ an economic perspective, intellectual property rights
grant a more or less extensive monopoly right over the economic exploitation of
ideas, the expression of ideas and distinctive words or symbols”. %> Pendapat
Frederick Abbott tersebut menunjukkan betapa pentingnya HKI dari aspek
ekonomi. Negara-negara maju memiliki kcpentingan untuk memperhatikan HKI
untuk menjamin perkembangan teknologi. Pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi tersebut dilakukan antara lain oleh Amerika Serikat, Rusia, dan negara-

negara Eropa lainnya untuk mewujudkan HKI sebaga_l sumber kekuatan politik
6 S

berbasis ekonomi.

HKI memp}i.l(-.ah'-’-sﬁx;’n‘"'bgr 'kekilatan-fpolitii-l'(- yang ‘bﬁ}gasiS'-‘ekonOmi. Hal ini
yang menyebabkan neéérﬂell‘--ljié'g:ara maju tidak mengatur -'n.le"ngenai kekayaan
intelektual milik' masyarakat lokal tcrutama pengetahuan tradlSlonal ¥ Sistem
HKI selalu dlper]uangka.n oleh plhak yang berkepentmgan ya.km penemu
kekayaan 1ntelektual dan negara maju. HKI memang perlu dilindungi oleh negara
dengan tuJuan untuk menjaga investasi terutama dalam " alih :teknologi. Hal
tersebut dlsebabka.n karena sistem HKI dapat mendorong - investasi dan
perkemba.h'gén- ékonomi suatu ,I},cg‘_:ara.sa Hal ini yang telah menyebabkan negara-
negara maji mempunyai kepéﬁﬁﬁé@ politik untuk mengawasi pelaksanaan HKI
di negara-negara berk_embax_'ig déﬁ:-negaré-hegara miskin. -

Prinsip.: : péfekoho;ﬁi'a‘xf- ﬁéﬁa.fa-hegara' miaju f'elah _ melatarbelakangi
munculnya sistem HKI unmk mendapatkan kekayaan melalun eﬁ51en51 ekonomi.
Hal ini direfleksikan oleh sistem common low yang thendukung prinsip pasar

bebas.® Sistem common law berusaha semaksimal mungkin untuk menyediakan

% Abbott, The fmernational Intellectual Properiy System, 21.
® Muhammad, Kajian Hukun Ekononii, 15.
8 Sardjono, Pengetahnan Tradisionol, 4.

% Nurul Barizah, “Kebijakan Di Tingkat Nasional Dan Intemasional Upaya Perlindungan
HKI Yang Terkait Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan Tradistonal,”
Media HKI, (Vol. VI/No.3/Juni 2009), 2.

* Jhonny Vbrahim, Hukmun Persaingan Usaha Fitosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di
Indonesia, Edisi.], Ce1.2, (Malang:Bayunedia Publishing, 2007), 60.
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sarana dalam mewujudkan perolehan kekayaan melalui pengakuan terhadap
monopoli atas hak-hak kepemilikan, Sistem common Iaw merupakan sistem
hukum yang sangat dominan di dalam persetujuan-persetujuan dalam kerangka
kerjasama WTO. Hak individual yang dimiliki oleh pemegang HKI untuk
mendapatkan manfaat ekonomi atas kekayaan intelektual dilindungi oleh negara-
negara maju. Perlindungan atas hak individual tersebut diberikan dengan tujuan
untuk meningkatkan perkembangan ieknologi. Perkembangan teknologi sangat
penting untuk meningkatkan perekonomian di negara-negara maju tersebut.
Sistem HKI terbukti sangat berkaitan dengan hak individual, monopoli dan
teknologi atau kekayaan intel kt'tiﬁl;-léinnya- ’-Perlindunga.n terhadap kekayaan

}v—

intelektual diberikan K& na penernu berhak mendapatkam kompensa31 Sistem

HKI melindungi: 1nd1v1du—1nd.‘1v1dur‘ yang telah- meneniukan kekayaan intelektual
tersebut sehingga-sistem HKI Selalu berorientasi kepada- perlmdungan terhadap
hak individual tersebut. Sistem HKI juga memberikan jaminan kepada penemu
untuk melakukan monopoll atas hastl temuannya sehmgga penemu mendapatkan
maju sangat menghorman dan menghargai HK! namun kO]‘ldlSl tersebut belum
tentu sama dengan masyaralg_a_l_t di negara berkembang maupun- negara miskin.

Masyarakat .di‘negara berk mbang dan negara miskin tidak terbiasa dengan

konsep HKI'yang mdmduahsm ersebut %1 Sistem HKI dlanggap sebagai bentuk
monopoli walaupun snstem HKI Juga menetapkan adanya batas jangka waktu yang
berlaku terhadap HKI tersebut Pembatasan jangka waktu telah menjamin
kekayaan intelektual- yang dllmdungl HKI akan menjadl rmllk masyarakat umum
di svatu negara maupun negara itu sendiri bila waktu berlakunya HKI tersebut
sudah berakhir. Negara-negara maju selalu menganggap HKI dapat merangsang
pertumbuhan ekonomi di negara berkembang maupun negara miskin melalui
investasi modal dan program alih teknologi. Investasi modal dan program alih

teknologi tersebut juga menjadi perhatian di dalam kerangka kerjasama WTO.

® Demands for protection of intellectual properiy are ofien based (implicitly or expicitly) on
the idea that intellectual property is noturally owned by the person who creates it and thot
upprapriation from that person without compensasion is wrongful. Lihat Abbott, The /nternational
Intellecrvol Properry System, 7.

?! Sardjono, Membumikan HKI, 287,
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Hal ini disebabkan karena investor asing yang telah melakukan investasi dalam
bentuk modal maupun alih teknologi maka investor asing memerlukan jaminan
perlindungan hukum atas HKI sehingga investor tersebut mendapatkan hasil
dari investasinya .

Sistem HKI yang berasal dari budaya masyarakat di negara maju sangat
berbeda dengan budaya masyarakat di negara berkembang dan negara miskin.
Sistem HKI memiliki unsur ekonomi dan individualisme sehingga sosialisasi
pelaksanaan sistem HKI perfu dilakukan di masyarakat negara berkembang dan
negara miskin. Masyarakat di negara-negara berkembang maupun negara-negara

miskin masih menghargal budaya kebersamaan dalam kehidupan dengan nuansa

hukum adat istiadat dan" omu yang ber]aku'dl masya:akat negara berkembang

maupun negara rmskm tersebut.‘

2.2 Tinjauan Umum Mengenai UPOV

2.2:1. OxgamsaSI UPOV :

Pembentukan orgamsa51 UPG“V9 (Umon mremanonale pour Ia prorecnon
des obtentions végétales atairThe International Union for !he Profection of New

Varieties of Planis) benup.lan untuk mengembangkan kerjasama: internasional

o

anetas baru, tanaman (protec!zon of new varielies
o4

berkaitan dengan perlindung;

of p!anfs) G)rgamsasn UPOV’ tersebut mem1hk1 kantor pusat di Jenewa, Swiss.
Organisasi ‘UPOV telah dldmkan melalui Infernational Convention for the
Protection of New Varieties of Planis (Konvensi UP_C)V).95 Organisasi UPOV

2 UPOV memiliki organ Coincil yang terdiri dari Consultorive Commirtee, Technical
Committee, Council Adminisirative and Legal committee dan Office of The Union. Kemudian
Technical Committee terdiri dari Technical Working Party on Automation and Computer
Programs (TWC), Working Group on Biochemical and Molecular Technigues, and DNA Profiling
in Particular (BMT), Technical Working Party for Vegetabies (TWV), Technical Working
Party for Ornamental Planis and Forest Trees (TWQ), Technical Working Party for Fruit
Crops (TWF) dan Technical Working Party for Agricultural Crops (TWA). Lihat UPOV,

dalam  htip:/ffwww.upov.in/export/sites/upovien/abour/pdffupov_bodies.pdf diakses tanggal 30
Desember 2009,

% Krisnawali, Perlindungan Hukum Varietas. 60,

9 |ihat UPOV. dalam hitp:/Awww upov.infexport/sitesfupovien/news/pressroom/pdf/pr77.
pdf, diakses tanggal 30 Desember 2009.

* Lihat UPQV, dalam hup:/fwww.upov.inven/aboul/upov convention.htm, diakses tanggal
30 Desember 2009:
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juga memiliki struktur Council dan the Office of the Union.”® Konvensi UPOV
telah dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap varietas tanaman yang
telah dikembangkan oleh pemulia tanaman. Jaminan perlindungan tersebut
dibenikan melalui hak pemulia tanaman (plant breeder’s right). Konvensi UPOV
melindungi hak individual yang dimiliki oleh pemulia tanaman sehingga pemulia
tanaman dapat menikmati manfaat ekonomi atas penggunaan variétas tanaman
yang dihasilkan oleh pemuliaan tersebut.

Konvensi UPQOV disusun serta diadopsi di Paris pada tanggal 2 Desember
1961 dan Konvensi UPOV direvisi pada tahun 1972, 1978, dan 1991.”” Konvensi
UPOV memberikan kepasnan ke pada negara-negara anggota UPOV untuk

mengakui hasil penemuan Va etas bari ta.naman oleh: ‘para pemulia tanaman

dengan memberikan hak pg;_n_uha-.'ta.naman (plant breeder s nght) kepada para
pemulia tanaman tersebut',gs;"KonvensI UPOV telah beberapa kali mengalami
perubahan namun demikian negara anggota organisasi UPOV pada umumnya
mengadopsi Konvensi UPOV versi‘tahun 1978 dan tahun 1991. Plrinsip National
Treatment juga dimuat di dalam Konven51 UpOv.” Sistern Konven51 UPOV
merupa.ka.n salah satu plhhan yang. mengatur mengena1 aspek perlmdungan
; Sistem Konven51 UPOV berusaha untuk

men_lamm hak pemulla seh"" pemulla tanama.n dapat memperoleh manfaat

ekonomi atas varietas tanaman yang:dihasilkan dari proses pemuliaan tersebut.

* The Secretariat. of UPOV:(calléd “the Office of the -Union™) is The most intense
cooperation between members concerns ihe'directed by a Secretary-General, Under a cooperation
examination of plant varieties. It is'based on orrangemenis agreement with the World Intellectual
Property Organization whereby.one member can conduct tests on-behalf af others or (WIPO), a
Specialized Agency of the United Nations, the whereby one .member accepts the test results
produced by Director General of WIPO is the Secretary-General of others as the hasis for its
decision on the grami of a breeder’s UPOV, He is assisted by a Vice Secretary-General.

Lihat UPOV, dalam hup://www.upov.int/export/sites/upov/enfabout/pdf/pub437.pdf, diakses
tanggal 30 Desember 2009.

? Ibid.

* Berdasarkan situs UPOV maka tujuan UPQV adalah sebagai berikut * The ptirpose of
the UPOV Convention is 1o ensure that the members of the Unian acknowledge the achievements
aof breeders of new varieties of plants, by granting 1o them an intellectual property right, on the
basis of a set of clearly defined principles. To be eligible for proteciion, varieties have o be
(i) distinct from existing, commonly known varieties, (ii) sufficiently uniform, (iii) stable and
(iv) new in the sense that they nmust not have been commercialized prior to certain dates
established by reference 1o the date of the application_for pratection. 1bid.

Prinsip National Treamnent yaitn negara anggola berkewajiban umuk memberikan
perlakuan yang sama kepada orang asing warga negara anggota lain sebagaimana pertindungan
yang diberikan kepada warganya sendiri. Lihat Krisnawani, Perlindungan Hukum Varietas, 61.
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Perlindungan bagi varietas tanaman dalam bentuk hak pemulia tanaman
_ (breeder's rights) diatur melalui Konvensi UPOV. Konvensi UPOV tersebut
harus ditindaklanjuti oleh negara-negara anggota UPOV. Konvensi UPOV itu
sendiri telah menetapkan standard minimum perlindungan yang wajib diadopsi
oleh negara-negara angpota UPOV ke dalam hukum nasional dari negara anggota
tersebut. Konvensi UPOV sebagai konvensi internasional diadopsi oleh negara
anggota melalui ratifikasi konvensi tersebut ke dalam hukum nasional dari negara

1% Konvensi UPOV telah mengatur bahwa varietas

angpota yang bersangkutan.
yang berhak untuk memperoleh perlindungan harus memenuhi persyaratan

meliputi kebaruan (noveky), berbeda (distinict), keseragaman (uniformity) dan

stabil (stability).'®! Pemuha tan_amén harus menghasxlkan varietas tanaman yang
mengandung unsur - baru uml( seragam, stabil (BUSS) -agar . varietas tanaman
tersebut bisa mendapatkan perhndunga.n sesuai dengan Konvensi UPOV.
Konvensi UPOV memberikan kepastian hukum bagi pemulia tanaman sehingga
pemulia tanaman - dapat membenkan hak kepada perusahaan benih untuk
memperbanyak memproduk51 dan memperdagangkan vanetas tanaman tersebut.
Vanetas ta.naman ~yang d11mdung1 tersebut akan diberikarn™ perhndungan dalam
jangka waktu tertentu sehmgga bila jangka waktu sudah beraklur maka- varietas
tanaman menjadi milik masya.rakat '

Konvénsi -UPOV melmdungl_ hak individual yang dimiliki - oleh pemulia
tanaman. Hal ‘ini yang memberlkan jaminan kepada pemulia- tanaman untuk
mendapatkan:kompensasi secdra ekonomi atas peng gunaan_va}ietas-tanaxnan hasil
pemuliaannya. Pemulia tanan_‘ingn berhak mendapatkan _kbmpensasi ekonomi

tersebut sebagai pcngganti atas -pgﬁ-gelua.ran biaya, tenaga dan pemikiran dalam

1% Ratifikasi menimbulkan akibat hukum bagi negara yang melakukannya. Karena negara
yang bersangkutan telah menerima segala kewajiban yang dibebankan. Sehingga negara yang
bersangkutan berkewajiban mengubah hukum nasionalnya agar sesuai persetujuan internasional
yang bersangkutan. Lihat Agus Brotosusilo, Keanggotoan Indonesia di WTO: Periukah
Diperiahankan? (Ringkasan Makalah pada Seminar tentang Dampak Yuridis, Sosiologis, dan
Ekonomis Atas Ratifikasi Persctujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (OPD/WWTO)
diselenggarakan oleh Program Pasca sarjana Ul, Jakarla, 6 September 1995}, 2.

101 . - - . . . .
Perlindungan terhadap varielas tanaman hanya akan diberikan bila varietas yang diajukan

itu nmemenuhi persyaratan meliputi baru belum dikenal sebelumnya (novelty), memiliki ciri
dan tanda khusus (distinct), scragam (uniform) dan menunjukkan stabilitas pada lokasi dan
generasi selanjutnya (stability). Lihat UPOV, “UPOV System of Protection”, dalamn
hitp://www.upov.int/en/abont/upov _svstein.htn, diakses tanggal 30 Desember 2005.
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melakukan pemuliaan tanaman untuk menghasilkan varietas tanaman yang baru.
Alasan tersebut yang menjadi latar belakang munculnya perlindungan UPOV.
UPOV berusaha meningkatkan minat pemulia tanaman untuk mengembangkan
varietas tanaman sekaligus juga meningkatkan investasi dari luar negeri untuk
menanamkan modal di dalam sektor pemuliaan tanaman.

Indonesia belum menjadi negara anggota UPOV. Hal ini disebabkan karena
Indonesia belum meratifikasi ketentuan Konvensi UPOV tahun 1978 maupun
Konvensi UPOV tahun 1991. ' Indonesia belum masuk sebagai negara anggota
UPOV karena Indonesia memandang bahwa petani masih dibolehkan untuk
menggunakan varietas tanaman -hasrl pemuhaa.n sebatas untuk digunakan sendiri

oleh petani tersebut. Indone51 iga belum merat1f1kas1 ‘Konvensi UPOV karena

Indonesia melmdungl kedudukan"-hukum atas varietas lokal sedangkan ketentuan
Konvensi UPOV tidak memasukkan pengaturan mengenai varietas lokal di dalam
ketentuannya. Konsekuensi Indonesia tidak ikut di dalam Konvensi UPOV telah
mengalubatkan Indone51a nda.k blsa melmdungl ha.k pemuha atas pemuliaan
varietas: tanaman b11a vanetas tersebut d1perdagangkan dengan negara-negara
anggota orgamsa31 “UPOV. Hﬁ" “Hal ini tlda.k menjadi masalah bagl 'Indonesia
karena Indonesia memandangv__:bahwa..Konvenm UPOV tldak-sqsum-dengan nilai
filsafat Panca'sil‘a terutama sii'a‘ kgiig?'a dan Pasal 33 Undang—Undan’g‘Dasar 1945.
Indonesia juga memandang bah-“;a-k-'dndi'si petani di Indonesia belum: siap untuk
mematuhi dan melaksanakan kétf_f':_ﬁtuan_yang terdapat di dalam Konvensi UPOV.
Indonesia tidak perlu- \I_h_ér'e‘lﬁﬁkasi Konvensi UPOV karena Indonesia
memtiliki banyak SDG tanamian termasuk varietas lokal. sehingga masyarakat
lokal di Indonesia harus-mf_:nd:a;‘)aﬁkan marnifaat ekonoini (benefit sharing) atas

pemanfaatan varietas lokal tersebut. Kondisi yang akan terjadi di Indonesia jika

"2 Anggota UPOV meliputi Albania, Argentina, Australia, Austria, Azerbaijan, Belarus,
Belgia, Bolivia, Brazil, Bulgaria, Kanada, Chili, People’s Republic of China, Kolombia, Kosta
Rika, Kroasia, Republik Ceko, denmark, Republik Dominika, Ekuador, Estonia,Uni Eropa,
Finlandia, Perancis, Georgia, Jennan, Hungaria, Islandia, Irlandia, Israel, Italia, Jepang, Yordania,
Kenva, Kvrgyzstan, Laivia, Lithuania, Meksiko, Moldova, Maroko, Belanda, Selandia Baru,
Nikarngzua, Norwegia, Panama, Paraguay, Polandia, Portugal, Republik Korea, Rumania, Federasi
Rusia, Singapura, Slovakia, Slovenia, Afrika Selatan, Spanyol, Swedia, Swiss, Trinidad dan
Tobago, Tunisia, Turki, Ukraina, Inogris, Amerika Serikat, Uruguay, Uzbekistan dan Vietnam.
Likat UPOV, dalam hup://www.upov.int/en/about/members/pdf/pub423.pdf, diakses tangeal 30
Desember 2009,

Iy . . . .
03 Krisnawali, Perfindungan Huknm Varietas, 106.
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Indonesia meratifikasi Konvensi UPOV maka varietas tanaman dari luar negeri
yang telah memiliki breeder’s rights dari UPOV akan masuk ke wilayah
Indonesia dan bersaing dengan varietas tanaman hasil pemuliaan tanaman
di Indonesia. Kondisi ini yang harus diperhatikan oleh Indonesia sehingga
Indonesia harus mempersiapkan kualitas varietas baru hasil pemulia Indonesia
agar dapat bersaing dengan varietas dari luar negeri tersebut.'” Indonesia
memiliki kewajiban untuk memperhatikan pembangunan sektor pertanian sebagai
prioritas utama karena sektor pertanian tersebut menyangkut hajat hidup orang
banyak dan berperan besar dalam menunjang keberhasilan sektor pembangunan

lainnya. Indonesia harus tetap mengdtaiﬁakan.-.kesej ahteraan petani dan pelestarian

vartetas lokal sebagai SDG tanamaﬁ Hal ini yang menjadi alasan bagi Indonesia

untuk tidak meratlﬁka51 konven51 UPOV sampai saat ini.

2.2.2 Konvensi UPOV.
PVT Jdapat menmgkatkan pemuha untuk menghasdkan vanetas tanaman

yang baru dan memlhkl SIfat yang leblh unggul danpada vanetas fanaman

varietas lokal yang merupakgn bahan utama di dalam pemuhaan tanaman.
Konvensi UPOV 1961 megqhakan ketentuan pertama yang mengatur. mengenai
PVT dalam ruang lingkup UPOV: Konvensi. UPOV 1961 juga memuat ketentuan
mengenai definisi varietas.'® Ketentuan Pasal'5 di dalam Konvensi UPOV 1961
mengatur mengenai ruang” lingkup perlindungan huku_m terhadap varietas
tanaman.' Varietas tanaman’yang baru akan diberikan breeder’s rights oleh
UPOV bila varietas teinamag:—;’t_g:_‘g"s___c;bu't telah. memenuhi persyaratan sebagaimana
yang telah diatur di dalam Konvensi UPOV 1961. Ketentuan Konvensi UPOV

'*! Dalam hal ini yang dapat dikategorikan sebagai pemulia adalah Orang yang melaksanakan
pemnuliaan, menemukan dan mengembangkan suatu varietas; Orang yang bekerja pada pemulia
atau orang yang bekerja atas permintaan dari pemulia, atau Pengganti pertama atau kedua dari
pemulia yang telah disebutkan terdahulu. Ibid., 61-63.

1% pasal 2 ayat (2) Konvensi UPOV 1961 menyatakan bahwa “.., the word “variety” applies
lo any cultivar, clone, line, stock or Iybrid which is capable of cuttivation...”. Lihat UPOV, dalam
http:/fwww upov.intexport/sites/upov/en/publications/conventions/ 196 1/pdifact 1961 .odf, diakses
1anggal 18 lanuari 2010.

'® Pasal 5 Konvensi UPOV 1961, Ibid.
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1961 telah menetapkan persyaratan bagi varietas tanaman agar dapat dapat
dilindungi oleh breeder’s rights. Persyaratan tersebut yakni seragam dan stabil.'”’
Konvensi UPOV 1961 juga menetapkan jangka waktu perlindungan untuk
varietas tanaman semusim adalah 15 (lima belas) tahun sedangkan jangka waktu
perlindungan untuk varietas tanaman keras {(tanaman tahunan) adalah 18 (delapan
belas) tahun.'® Konvensi UPOV 1961 tidak bertahan lama karena UPOV telah
menyusun dan memberlakukan Konvensi UPOV 1978 pada tahun 1978.

Konvensi UPOV 1978 tidak memuat ketentuan mengenai definisi varietas
tanaman. Konvensi UPOV 1978 melindungi varietas tanaman yang spesiesnya

telah ditentukan secara nasional oleh negara anggota UPOV. Konvensi UPOV

1978 juga mengatur mengenalr-' 'rsyaratan varietas tanaman agar dapat dilindungi
yakni berbeda (d:stmcmess) sefégam stabilitas.'® Jangka waktu perlindungan
yang ditetapkan- oleh. Konvensx UPOV 1978 adalah minimal 15 tahun dan
paling fama 18 tahun.”° Ruang. lingkup yang diatur di dalam Konvensi UPOV
1978 mellpuu pemasaran dan penjualan dari materi reproduktlf varietas yang
mempunyal mjuan komersml Ketentua.n Konven31 UPOV 1978 hanya
membenka.n kewenangan kepada pemuha tanaman 'ﬁfeliputli' ‘kegiatan
memproduk51 untuk diperdagangkan seeara komersial, menawarkan untuk

menjual dan memperdagangkan varietas hasil pemuliaannya.''! Konvensi UPOV

"7 Pasal 6 ayat (1) Konvensi: UPOV 1961 menyatakan bahwa * The breeder of a new variety
ar his successor in title shall benefit from the prolection provided for in this Convention when the
Jollowing conditions are satisfied: “....... (¢) The new variety must be sufficiently homogeneous,
having regard to the particuldr fearm'es of its sexual reproduction-or. vegetative propagauon (@
The new variety must be siable; dn:its afsent:a! charactemncs. ‘that is to say, it must remain true 1o
its description after repeated: repraducnon or propagaﬁon or, .where the breeder has defined a
particular cycle of reproduction or muhfpbcanon at the end of‘ each cycle....... . Ibid,

' Pasal 8 ayat (1} Konvensi UPOV 1961 menyatakan babwa “The right conferred on the
breeder of a new plant variety or his successor in title shall be granted for a limited period. This
period may noi be less than fifieen years. For plants such as vines, jruit trees and their rooistocks,
Jorest irces and ornamental trees, the minimum period shall be eighteen years”. 1bid.

' Menurut Pasal 6 Konvensi UPOV 1978 maka persyaratan yang diperlukan untuk
mendapatkan perlindungan hak pemulia (breeder’s right) adalah adanya unsur berbeda, seragam,
dan stabil. Libat Krisnawati, Perlindungan Hukum Varietas, 64.

e Mengenai jangka waktu perlindungan yang diberikan berdasarkan Pasal 8 Konvensi UPOV
1978 minimal selama 15 1ahun dan maksimal 18 tahun bagi tanaman merambat, pohon, buah-
buahan, dan tanaman hias. 1bid, 63.

! Pasal 5 ayat (3) Konvensi UPOV 1978 menyatakan secara tegas bahwa penggunaan sualu
varietas baru seperti varietas asal unwk menciptakan varielas-varietas baru lainnya serta
memperdagangkannya adalah berstfat bebas (tidak memerlukan persetujuan mulia). Ibid, 65-66.
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1978 tetap memuat ketentuan yang memberikan keistimewaan bagi petani
(farmers’ privilege).""* Konvensi UPOV 1978 tidak memberikan kepada pemulia
tanaman berupa hak atas gen di dalam varietasnya.!" Negara-negara anggota
Konvensi UPQOV 1978 diBolehkan untuk membuat peraturan nasionalnya dengan
memperluas hak pemulia tanaman sehingga pemulia tanaman dapat menikmati
hasil ekonomi atas pemanfaatan varietas hasil pemuliaannya tersebut.

Konvensi UPOV 1991 memuat ketentuan mengenai definisi varietas.'"
Perlindungan Konvensi UPOV 1991 diberikan kepada pemulia''® varietas baru
tanaman dan pengganti pemulia yang berhak.'’® Ketentuan Pasal 2 Konvensi
UPOV 1991 mewapbkan kepadavnegara anggota untuk membenkan perlindungan
terhadap hak-hak para Ketentuan Konvenm ‘UPOV 1991 bertujuan
untuk melmdungi h hak ‘iaemuhja tanaman termasuk Juga ketika pemulia

tersebut bekerja untuk- perusahaan maka yang dilindungi olefi-UPOV 1991 adalah
perusahaan atau tempat dimana pemulia tersebut bekerja. Konvensi. UPOV 1991
juga menerapkan pnn51p Nanonai T reatment. Prm51p Nanonal T reatment tersebut
mewa_ubkan negara anggota untuk membenkan perlmdungan vang sama terhadap
warga negara lain sesama anggota UPOV sebagaimana perlakuan negara anggota

UPOV tersebut untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara sendiri.'*®

"2 1bid., 62.
3 Ipid., 65.

'Y pasal | ayat (6} Konvensi, UPOV 199] bahwa “A vanery means a pt’am grouping within a
single botanical'taxon: of :the: iowesr c_)f the.known rank”. 1bid., 63.- ..»°

"3 pasal ] ayat (4) Konvenm UPOV 1991 bahwa *“preeder " means the person who bred, or
discovered and developed, & variefy e person who is the emp!oyer of the aforementioned persan
or who has commissioned the ldtier orki. where the l'a'wj :of the relevant Contracting Parly so
provide, or the successor in ritle of the first or second qforemennoned person, as the case moy be.

Lihat UPOV, dalam http/Avwww.upov.int/en/publications/conventions/1991/w up310 _htm,
diakses tanggal 31 Desember 2009.

V¢ Krisnawati, Perlindungan Hukum Varietos, 61.

W Each Contracring Party shall gromi and protect breeders’ rights”. Lihal UPOV, dalam

http://wwv.upov.int/en/publications/conventions/199 14y up910 .htm  diakses  tanggal 31
Desember 2009,

""" Pasal 4 Konvensi UPOV 1991 menyalakan bahwa “....nationals of a Contracting Party as
well as natural persons resident and legal entities having their regisiered offices within
the territory of a Contraciing Party shall, insofar os the grant and protection of breeders’ rights
are concerned, enjoy within the territory of each other Contracting Pariy the same tregtment as
is accorded or may hereafter be accorded by the laws of each such other Contracting Parly 1o
its own nationals, provided that the said nationals, natural persons or legal entities comply with
the conditions and formalities imposed on the nationols of the said other Contracting Party”. 1bid.

Universitas Indonesia

Analisa yuridis..., Rizgi Nur Ramadhon, FH Ul, 2010.




39

Konvensi UPOV 1991 memberikan kemudahan kepada pemulia untuk
melindungi varietas tanaman hasil dari pemuliaan. Konvensi UPOV 1991 juga
memberikan kebebasan kepada pemulia untuk memasarkan varietas hasil
pemuliaannya sehingga pemulia mendapatkan keuntungan ekonomi atas
pemanfaatan varictas tanaman tersebut.'”” Konvensi UPOV 1991 juga mengatur
mengenai kewenangan pemulia terhadap varietas tanaman yang dihasilkannya.
Kewenangan pemulia tanaman yang diatur oleh Konvensi UPOV 1991 lebih luas
daripada Konvensi UPOV 1978."*® Ketentuan jangka waktu perlindungan yang
diberikan oleh UPOV 1991 adalah minimal 20 tahun dan maksimal 25 tahun.'"
Konvensi UPOV 1991 tidak mengatur mengenm keistimewaan bagi petani

(farmers exempnon.ataj far s‘j::»r:v:z’ege)I Konven51 UPOV 1991 mengatur

mengenai persyaratan :d pg"_osedur _p;:netapan “atas.varjetas hasil pemuliaan.
Konvensi UPOV 1'991' ti&ﬁ-l-i'?fﬁéngatur mengenai pemb-agian keuntungan (benefit
shearing) atas penggunaan plasma nutfah atau varietas lokal sebagai varietas asal
proses pemullaa.n Hal tersebut dapat .dipahami karena Konvensi UPOV 1991
bertujuan untuk me]mdungl hak individual yang telah dimiliki oleh pemulia
tanaman nelalii breea'er s rzghr.s sehihgga Konvensi UPOV.1991 tidak mengatur
mengenal Keistimewaan bagi _p:tam dan benefit sharing atas pemanfaatan varietas

lokal sebagai vanietas asal unituk membuat VIE.

~

"9 K etentuan- Pasal 18 menyatakan ba.hwa “The- breeder 's right shall be.independent of any

measure taken by.a Conrracrmg Pemy to:regulate within-its ferritory the production, certification
and marketing af material of vari¢tiesor the importing or exporting of such material. In any case,
siuch meosures shall not qﬁecr the -application -of the "provisions of this Convention.”.

Lihat UPOV, dalam hup: !_:'_\.vww upov ml!enfgublmauonslcanvenuons!l991!w up911 .htm,
diakses tanggal 5 Januari 2010.

120 Kewenangan pemulia melipuli kegiatan memproduksi atau mereproduksi, menyiapkan
untuk wjuan propagasi, mengiklankan, menjual atau memperdagangkan, mengekspor, mengimpor,
dan mencadangkan uniuk keperluan sebagaimana telah disebuikan sebelumnya. Lihat Krisnawati,
Perlindungan Hukum Varietas, 66.

'*' Ketentan ini diperbaharui pada Konvensi UPOV 991, yaitu selama 20 tahun bagi

tanaman semusim, sedangkan 20 tahun bagi tanaman semusim, sedangkan bagi pohon-pohonan
dan tanaman merambat selama 25 tahun sejak tanggal diberikannya hak pemulia (breeder’s right).
Disamping itu dalam Konvensi UPQV 1991 dibedakan antara tanaman semusim dan tanaman
merambat termasuk pohon-pohonan dengan jangka waklu perlindungan vang dibedakan. Datam
hal jangka waktu perlindungan ini, Konvensi UPQV 1991 menetapkan lebih rinci mengenai jenis
tanaman vang diberikan perlindungan serta jangka waktu perlindungan yang diberikan pun lebih
lama apabila dibandingkan dengan Konvensi UPOV 1978. Ibid., 65.

122 1hig., 62.
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Konvensi UPOV Tahun 1978 masih melindungi hak petani untuk
menggunakan varietas hasil pemuliaan di dalam sistem budidaya tanaman
dibandingkan dengan ketentuan Konvensi UPOV 1991. Konvensi UPOV 1991
dibentuk untuk memperkuat kedudukan hak pemulia termasuk kegiatan penelitian
dan pengembangan (research and developmenf) bagi pemulia tanaman dan
industri benih, namun Konvensi UPOV 1978 masih digunakan oleh beberapa
negara anggota demi melindungi kepentingan para petani.'” Hal ini disebabkan
karena Konvensi UPOV 1978 masih membolehkan petani untuk melakukan paten

sederhana sehingga petani dapat menggunakan varietas tanaman tersebut untuk

kegiatan sistem budidaya tanaman _
Konvensi UPOV"?I-Q’?S_L upun Konversi- UPOV 1991 bertujuan untuk
melindungi hak- p;mﬁl‘ia’.--;ta}qgmaﬂQ--Ketentuan Konverisi UPOV 1978 maupun

Konvensi UPOV -1'9"9:1 : jl_jg-'a" ‘mengatur mengenai beberapa pengecualian bagi

pemuliaan tanaman.'?’

Konvensi UPOV 1978 juga memiliki pcrbcdaan dengan
Konvensi UPOV 1991. Perbedaan tersebut mellputl pengaturan mengenai hak
pemulia da.n hak. petam Hak pemulla di dalam Konvensi UPOV 1991 leblh luas
dlbandmgk_-an-- Kienvensl UP@N ! 978. Konven51 UPOV 1978 juga mémberikan
kemudahan  petani untuk melakukan paten sederhana bagi tanaman sebagai

pengganti-hak- pemulla Hal rbeda dengan Konven51 UPOV 1991 Ketentuan

Konvensi UPOV 1991 telah ,dlbeﬁmk inituk memperkuat kepentlngan pemulia
tanaman sehingga KonvenSJu-UEOV 1991- semakin melemahkan "kepentingan
petani. Konvensi UPOV 'lfgj-g?mémberikm hak kepada pemulia untuk melindungi

semua varietas termasuk -varietas asli, varietas tiruan atau alami maupun varietas

"™ Hat ini disebabkan bahwa Konvensi UPOV 1978 dianggap memiliki beberapa kelebihan
daripada Konvensi UPOV 1991, vaitu: UPOV 1978 lebih menawarkan fleksibilitas untuk
melindungi hak petani, UPOV 1978 memungkinkan diberikannya perlindungan bagi beberapa
spesies yang penting, dan beban administrasinya lebih mudah dan murah, Ibid., 68.

" Konvensi UPOV 1978 menetapkan pengecualian berupa penggunaan cakupan sumber daya

genetik dalam suatu varietas yang dilindungi untuk tujuan pemuliaan. Hal demikian ditetapkan
Juga dalam Konvensi UPOV 1991, yaitu: melaksanakan pemuliaan secara diam-diam tetapi bukan
untuk tujuan komersial, melakukan kegiatan untuk penelitian, dan melakukan kegiatan dengan
tujuan untuk mengembangkan varietas lain. Berdasarkan Konvensi UPOV 1991, hak untuk
menanam kembali hasil panen yang berasal dari varietas yang dilindungi tidak diatur secara tegas,
namun demikian diserahkan kepada undang-undang nasional masing-masing negara yang
berangkutan. Hal int justru berlawanan dengan Konvensi UPQV 1978 yang justru mengamankan
hak bagi petani untuk menanam kembali dan melakukan pertukaran benih dari varietas yang
dilindungi. Selain itu, berdasarkan UPOV 1978 pemerintah dapat menentukan kelompok spesies
tanaman yang akan dilindungi. Ibid., 67.
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yang diturunkan dari varietas asal. Konvensi UPOV 1991 telah memberi
kewajiban kepada pemulia tanaman untuk mengembangkan varietas hasil
pemuliaannya agar mendapat perlindungan secara aman sehingga pada akhimya
varietas tersebut dapat diperdagangkan. Kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh
pemulia tanaman sehingga pemulia mendapatkan hak untuk mendapatkan manfaat
ekonomi bila varietas tersebut digunakan oleh pihak lain.

Konvensi UPOV berusaha memudahkan sistem PVT untuk negara-negara
anggota UPOV. Sistem UPOV mengatur hak pemulia tanaman (breeder) untuk

mengajukan permohonan perlindungan atas varietas tanaman hasil pemuliaannya

i "maupun pengajuan di negara anggota UPOV

lainnya.'*®* Hak pemuha_,tan' an* Juga dlperluas-melalm ketentuan Konvensi

UPOV 1991.'26” Komfens: UPG)‘V -telah menetapkan ‘pengécualian terhadap
perlindungan hak pemuha yakm meliputi tindakan yang dilakukan seeara pribadi
dan tidak bersifat komersial, tindakan penelitian dan tindakan untuk pembiakan
varietas lam 127 Pemuha berhak mengajukan klaim prioritas selama 12 (dua belas)

Lo

bulan sejak penerlmaan permohonan untuk pertama kalinya.'”® Ketentuan

'3 Pasal’ 10 Konvensi UPOV 71991 menyatakan bahwa “ (1) The breeder may choose
the Contracting Party with whose, guthority. he wishes to file his first application for a breeder's
right. (2) The breeder may applyiig:the authorities of other Contracting Parties for the gront
of breeders. :rights without waiting-for-the_grant to him of o breeder’s right by the outhority
of the Contraciing Porty with which'the first application was filed. (3) No Controcting Porty shall
refuse to grant. a breeder's r;ghf oK Ilmrt ts duration onthe ground that protection for the some
variety has not been applied. far has' been refused or has expired in. ony other Stote or
intergovernmental orgamzand"' 'Lihat’ UPOV dalam -http:/fwww.upov.int/en/publications/
conventions/ l991!\u9]l shim dlékses tangga! $ Januari 2010. '

16 pasal 14 ayat (1) Konyensi ‘UPOV 1991 menyatakan bahwa “(1) Subject to Posals 15 and
16, the following octs in respect of the pmpaganng material of the protected variety shall require
the authorizotion of the breeder: (i) production or reproduction (multiplication), (ii) conditioning
Jor the purpose of propogation, (iii) offering for sale, (iv) selling or other marketing, (v) exporting,
(vi) importing, (vii) stocking for any af the purposes mentioned in (i) to {(vi), above. lbid,

'*7 Pasal 15 ayat (1) Konvensi UPQV 199! menyatakan bahwa” The breeder’s right sholl not
extend to (i) acts done privately and for non-commercial purposes, (ii) acis done for experimental
purposes and (iii) acts done far the purpose of breeding other varieties, and, excepi where the
provisions of Article 14(3) apply, acts referred 10 in Article 14(1) to Article 14 {4) in respect of
such other varieties. |bid.

"** pasal 11 Konvensi UPOV 199] menyatakan bahwa “Any breeder who has duly filed
an application for the pratection of a variety in one of the Coniraciing Pariies (the “first
application™) shall, for the purpose of filing an application for the grant of a breeder’s right
Jor the same voriety with the authority of any oiher Coniracting Party (the “subsequent
applicotion”), enjoy o right of priority for a period of 12 months. This period shall be computed

Jrom the date of filing of the first application. The day of filing sholl not be included in the lotier
period” . Ibid.

Universitas Indonesia

Analisa yuridis..., Rizgi Nur Ramadhon, FH Ul, 2010.




42

Konvensi UPOV 1991 telah menetapkan jenis-jenis varietas tanaman yang dapat
dilakukan perluasan terhadap hak pemulia yang melekat di varietas tersebut.'”
Negara-negara anggota UPOV tidak boleh membatasi pelaksanaan hak pemulia
kecuali dengan alasan demi kepentingan umum. Negara anggota UPOV bila
melakukan pembatasan tersebut maka pemulia harus mendapatkan kompensasi
ekonomi. Hal ini dilakukan sebagai imbalan kepada pemulia tanaman karena
pihak lain yang melaksanakan hak yang seharusnya dimiliki dan dilaksanakan
oleh pemulia tersebut.'*®

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki SDG tanaman seeara

berlimpah. Hal ini yang menjadl alasan bag1 Indone51a untuk tidak perlu menjadi

Lon ‘ % 199 te]ah mengatur mengenal persyaratan
perlindungan terhadap:y étas’t éman yang dihasilkan oleh pemuliaan tanaman
yakni kcbaruan (novel'ty).m,‘befb'eda (distinctness), keseragaman {uniformity) dan
stabil (srability).'”? Indonesia sudah mengadopsi persyaratan Konvensi UPOV
tersebut di dalam: ketentuan LU No. 29 Tahun 2000 walaupun Indonesia belum
menjadi anggota Konven51 UPOV Para petanj d1 Indonesia sudah mengalami
kesulitan untuk melaksanakan’ persyaratan di dalam UU No. 29 Tahun 2000

tersebut. Kondisi im tidak berlaku bagl perusahaan benih. Perusahaan benih

2 Konvensi UPOV 1991 pun mcnyebutkan 4 hal yang dapat memperluas hak pemulia, yaitu
varietas yang diturunkan secara esensial’ dan varietas dilindungi itu sendiri, varietas yang tidak
dapat dibedakan secara _]elas""'d ngdn vdrietas yang dilindungi, varietas yang pada dasarnya
diturunkan dari varietas -yang- dilindurigi; dan varietas yang perbanyakan- hasilnya menggunakan
varietas yang dilindungi, Lihat Krisnawati, Perlindungan Hukum Varietas, 66-67.

" pasal 17 Konvensi UPOV 1991 menyatakan bahwa “ (1) Excepr where expressly pravided

in this Convention, no C‘omraclmg "Party -may restrict the free exercise of a breeder’s right
Jor reasons other than af public interest. (2} When any such resiriction has the effect of
autharizing a third party to perform any act for which the breeder’s authorizatian is required,
the Coniracting Party cancerned shall take all measures necessary lo ensure that the breeder
receives equitable remuneration. Lihat UPQV, dalam htip://www.upov.int/en/publications/

eonventions/1991/w_up911_.him, diakses tanggal 5 Januari 2010.

! Menurut Konvensi UPQV 1991 khususnya di dalam Pasal 35, persyaratan untuk
mendapatkan perlindungan hak pemulia (breeder’s righr) ditambah dengan keharusan adanya
unsur baru, Ditambahkannya unsur baru dalam Konvensi UPOV 1991 untuk mempertegas bahwa
varielas yang akan dimimakan perlindungan harus merupakan varietas yang baru serta metnenuhi
unsur lainnya yang dipersyaratkan. Lihat Krisnawati, Periindungan Hukwm Varietas, 64-65.

12 pasal 5 ayat (1) Konvensi UPOV 199| menyaiakan bahwa “The breeder’s right shall be
granted where ithe variety is new, distinci, wnifarm and stable”. Lihat UPQV, dalam

http/Avww.upov.ini/en/publications/conventions/1991/w_up910_hitm, diakses tanggal 5 Januari
2010.
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yang unggul.'”® Dana penelitian tersebut mengakibatkan perusahaan benih
memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memenuhi persyaratan sebagaimana
yang diatur di dalam UU No. 29 Tahun 2000. Hal ini berbeda dengan kondisi
petani di Indonesia yang mengalami kesulitan untuk mengembangkan pemuliaan
tanaman sesuai dengan persyaratan UU No. 29 Tahun 2000. Kondisi yang dialami
oleh petani tersebut menunjukkan Indonesia harus memperbaiki ketentuan
di dalam UU No. 29 Tahun 2000 agar lebih meningkatkan kesejahieraan para
petani di Indonesia melalui pemberian hak keistimewaan kepada petani untuk

mengembangkan varietas yang digunakan di dalam sistem budidaya Tanaman.

lokal di negara betkethbang dan‘niegara miskin, Hal ini disébabkan‘Karena konsep
HKI berasal dari masyarakat di negara-negara maju. Perkembangan perdagangan
internasional mengaklbatkan permmtaan dan kebutuhan perlindungan hukum
terhadap HKI menjad1 pentmg terutama bagi negara-negara maju. HKI merupakan
kekayaan 1ntelektual yang dapatfdlterapkan pada sektor mdustn sehmgga produk
hasil kekaj yaan mtelektual tersebut dapat diperdagangkan di masyarakat

Paten merupakan bag

dan perllndungan sistem HKI untuk meélindungi
inovasi. Sistem ‘HKI mehnd gl karya intelektual yang dihasilkan .diantaranya

melalui ekspresi- dan movasn---.N'egara yang paling memiliki kepentingan untuk

melindungi paten dan- -HKI dﬂlah ne_ga.ra negara maju._Hal tersebut disebabkan
karena negara maju dapatmenggunakan bahan dasar atas kekayaan intelektual
dari negara-negara berl"cé'xﬁgénj_g;fmaupun negara-negara miskin kemudian bahan
dasar tersebut diolah oleh masyal;akat negara maju sehingga menghasilkan
kekayaan intelektual bernilai ekonomi yang dilindungi oleh HKI. Sistem HKI ini
akan menjamin dan melindungi pemberian manfaat ekonomi untuk penemu

termasuk masyarakat di negara-negara maju atas kekayaan intelektual yang telah

dihasilkan tersebut.

™ pagal 3 ayat {2) Konvensi UPOV 1991 menyatakan bahwa “...that the applicant complies
with the formalities provided for by the law of the Contracting Party with whose awthority the
application has been filed and that he pays the required fees”. Ibid.
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Paten dan PVT mempunyai dasar hukum di dalam TRIPs Agreement.

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Prof Agus Sardjono yang menyatakan bahwa
...TRIPs mengatur lebih tegas menyangkut patentable subject matter yaitu
bahwa perlindungan paten diberikan kepada semua penemuan di bidang teknologi
(in all fields of technology)....”."* Paten diatur di dalam Pasal 27 sampai dengan
Pasal 34 TRIPs Agreement.'” Paten dijelaskan oleh Prof Agus Sardjono yang
menyatakan bahwa “paten merupakan sebuah rezim perlindungan yang aktif
(active protection)™."*® Prof Agus Sardjono juga menjelaskan bahwa “paten hanya
diberikan kepada penemuan yang baru (new) dan mengandung langkah inventif

(inventive step) serta dapat diterapkan dalam proses industn (industrially

applicabley”.\ Pen_dapﬁﬁ?j?r ; gus Saidjono-tersebut menunjukkan bahwa suatu

penemuan harus ﬂ'ngi'mii_ik'iéi_s'j_{a;f-e'it'-substantif\t'ertentu yaitu kebaruan (novelty), bisa
dipraktekkan- dallam: indu;sﬁii' (industrial applicability), mempunyai nilai langkah
inventif (invemtive step) dan memenuhi syarat formal sehingga penemuan tersebut
dapat d11mdung1 oleh paten Hak .paten dapat mencegah plhak ketiga untuk
membuat, : menggunakan dan menjual produk yang berasal: dari kekayaan
mtelektual yang telah dlhndungl oleh-paten-tanpa persetujuan dari pemegang hak
paten tersebut, 138 Perlmdungan paten diberikan -untuk semua penemuan dalam
bentuk prodik: atau proses:f;""':'ala.m bidang- teknologl asalkan penemuan tersebut
merupakanthal yang baru dén melibatkan langkah mvennf serta ‘dapat diterapkan
dalam industii."*® Paten t1dak- dapat diberikan untuk penemuan yang memiliki

tyuan moral atdu ketertiban umum, termasuk melindungi manusia, hewan,

'~ Sardjono, Membumikan-HK 2.

"5 World Trade Organization, The Legal Texts, 332-336.
18 Sardjono, Membumikan HKI, 23.

7 Ibid., 12.

1% pasal 28 TRIPs 4 greement menyatakan bahwa “ (1), 4 parent shall confer on its owner the
Jollowing exclusive rights: (a) where the subject mater of a patent is o producl, to prevent third
parties not having the owner’s cansent from the acis of: making, using, offering for sale, selling,
or importing far these purposes that product; (b) where the subject matter of a patent is a process,
to prevent third porties not having the owner’s consent from the act of using the process, and from
the acis of: using, offering Jor sale, selling, or importing for these purposes ot least the product
obtained directly by thoi process. (2). Patent owners sholl also have the riglt 10 assign, or transfer
by succession, the patent and to conclude licensing contracts”., Lihat World Trade Organization,
The Legal Texts, 333

1% pasal 27 ayal (1) TRIPs 4 greenient menyalakan bahwa * ....patenis shall be available for
any inventions, whether products or processes, in ol fields of rechnofogy provided that they are
new, involve an inventive step and ore capoble of industriol application”, 1bid., 332,
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tumbuhan hidup atau kesehatan.'*? Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs Agreement
memberikan dasar hukum terhadap PVT dikaitkan dengan paten di dalam
kerangka kerjasama WTO. Hal ini disebabkan karena Pasal 27 ayat (3) huruf b
tersebut membolehkan negara anggota WTO untuk melakukan paten melalui
sistem sui generis sebagai bentuk perlindungan terhadap varietas tanaman baru.

PVT merupakan bentuk sui generis dari paten. Hal ini disebabkan karena
PVT merupakan bentuk perlindungan hukum atas kekayaan intelektual terhadap
varietas yang dihasilkan oleh pemulia melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
PVT memiliki persamaan dengan Paten. Hal tersebut juga disebabkan karena
untuk memperoleh hak PVT har,us dimulai dari proses penemuan teknologi baru
yang memenuhi syarat patentable 41 pyT dapat dllakukan dalam bentuk paten
atau sistem sui -generis- yang efektlf maupun kombinasi dari kedua bentuk
perlindungan tersebut.'"? Paten dan PVT merupakan hasil invensi yang
baru sehingga paten dan PVT memiliki unsur inventif serta dapat diterapkan
di dalam: teknolog1 ]

Pasal_27 ayat (3) huruf b TRIPs Agreemem memberikan kebebasan kepada
negara-negara anggota WTOHintuk friemberikan perlmdungan seeara sui generis
terhadap invensi varietas tanaman Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs Agreement
bisa dlgunakan oleh Indones1a ‘sebagai’ dasar hukum dalam kerangka' kerjasama
WTQO untuk-menyusun hu_};um nasional bidang PVT sesuai dengan falsafah, nilai
komunal -dan pandangan hidup 'yang ada di masyarakat Indonesia termasuk
berkaitan benefit sharipg.ﬂ_‘l?_ggal -ﬁ?_@yat (3) huruf b TRIPs Agreement juga dapat
dijadikan keéempa‘fan--ol'l'eh"li’l;ao-_rlles_ia untuk memberikan kemudahan bagi petani
untuk menggunakan vari:gtas r'li‘ili"llik pemulia untuk keperluan budidaya tanaman
di lahan petani tersebut sekaligus juga Indonesia bisa melindungi varietas lokal

sebagai aset SDG tanaman milik Indonesia.

49 Pasal 27 ayat (2) TRIPs Agreemenr menyalakan bahwa “Members may exclude from
patentability inventions, the prevention within their territory of the commercial exploitation of
which is necessary to protect ordre public or morality, including 1o protect human, animal or
plant life or health or to avoid serious prejudice to the enviromment, provided that such exclusion
is not made merely becanse the exploitation is prohibited by their iow”, 1bid., 333.

"' Salah saw syarat patentability adalah adanya langkah-langkah penemuan atau penelitian
tertentu yang lazimnya disebut sebagai inventive sfep yang sasaran akhirnya adalak invensi yang,
novel, non-obvious ond industriatly applicable. Sardjono, Membumikan HKI1, 22,

12 pasal 27 ayat (3) butir b TRIPs dAgreement, Lihat World Trade Organization, The Legol
Texts, 333.
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TRIPs Agreement merupakan persetujuan di dalam WTO berkaitan dengﬁn
bidang HKI. TRIPs Agreement jﬁga mengadopsi ketentuan mengenai kekayaan
intelektual yang telah dimuat di dalam WIPO. Hubungan antara WTO dengan
WIPO melalui TRIPs Agreement disebabkan karena ketentuan TRIPs Agreement
disusun berdasarkan standard konvensi internasional bidang HKI yang telah
diadopsi oleh WIPO yakni The Paris Convention 1967, The Berne Convention
1971, The Rome Convention dan The IPIC Treary.'” Hal ini juga dijelaskan oleh
Miehael 1. Trebilcock yang mengemukakan pendapat bahwa :

“After the Uruguay Round TRIPs Agreement, WIPO has moved to realize
its central role in the. mrernanonahzanon ‘of intellectual property protection.

New freaty instruments ere negotiated and adopted under WIPO on
matters such as copyrightand neighbouring rights, performance rights, and
the harmonization of trademark law procedures and formalities. WIPO also
adopted. a dispute settlement mechanism, There is a-.cooperation agreement
between WIPO and the WTO, providing for exchange of information and
documents, but with little in the way a formal legal structure for interaction
of the two organizations on TRIPs matter”. '

Mlchael . Treblleock menjelaskan bahwa setelah terbentuknya WTO ma.ka WTO
melakukan perjanjlan kerjasama dengan WIPO untuk me]aksanakan ketentuan
hukum mternasmnal di bldang HKIL. Pendapat M1chae1 J.Trebilcock -tersebut
menunjukkan bahwa WIPQO' dan WTO saling bekerjasama untuk sa]mg berbagi
informasi dan dokumen KerJasama antara WTO dan WIPO tersebut diharapkan
dapat mewu_;uclkan harmomsa51 hukum internasional bidang HKI. TRIPs

Agreement juga diharapkan dapat menciptakan hubungan kerjasama antara WTO

3 The TRIPS Agreement builds upon the standards of 1P protection developed in the context of
the World intellectuol Propersy Organization (WiPQ) and embodied in its conventions. }t does so
by incorporating by reference specific provisions of the relevant conventions, namely the Paris
Convention for the Protection of Industrial Property of 1883, as revised in the Stockholm Act of
1967 (the Paris Convention (1967)), the Berne Convention for the Profection of Literary and
Artistic Works of 1886, as revised in the Paris Act of 1971 (the Berne Convention (1971)), The
International Convention for the Protection af Perfarmers, Producers of Phonograms and
Braadcasting Organizations of 1961 (the Rome Convention) and the Treaty on Inteliectual
Property in respect af Integrated Circuits of 1989 (the IPIC Trearny). The obligations of the TRIPS
Agreement must therefore be read iogeiher with the relevant WIPO conventions. Lihat Bossche,
the World Trade Organization, 751.

! Michael ). Trebilcock and Robert Howse, The Regulation of International Trade, 3 edition

(London: Great Britain, 2003), 405,
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dan WIPO'"® maupun organisasi internasional lain yang berkaitan dengan bidang
HKI.'*® Hal tersebut disebabkan karena TRIPs Agreement mengadopsi ketentuan
konvensi-konvensi internasional di bidang HKI sebagaimana juga konvensi HKI
yang terdapat di dalam WIPQ. Pelaksanaan TRIPs Agreemens di dalam kerangka
kerjasama WTO dapat membantu WIPO untuk mewujudkan penegakan hukum di
bidang HKI secara intemasional. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Jennifer
Davis yang menyatakan bahwa “TRIPS effectively globalizes the set of intellectual
property principles it contains, because most states of the world are members of,

» 17 penjelasan Jennifer Davis tersebut

or are seeking membership of the WTQO".
menunjukkan bahwa TRIPs Agreemem mempunyal posisi dan peranan penting
dalam penegakan HXKI karena WTO memiliki banyak negara anggota sehingga
pelaksanaan TRIPs Agreemenr dalam mengatur bidang 'HKI akan menjadi lebih
efektif. Frank J. Garcia juga menjelaskan bahwa * ...the requiréments of ensuring
equitable socio-economic development, in which the role of the government was
as importani .as the role of the marker. B Penjelasan Frank J. Garcia tersebut
menunjukkan' bahwa negara—negara anggota WTO akan berusaha semaksrmal
mungkl untuk> mengatur huku.m nasmnalnya agar tidak’ bertentangan dengan

kegtatar: perdagangan mtemasmnal dalarh kerangka ker_]asama “WTO terutama

untuk menc_egah muncu]nya sengketa perdagangan internasional” di - bidang HKI

sesama negara-anggota WTO,

S WIPO memberikan definisi. mengenai paten sebagai berikut “ A patent is legolly
enfarceable right granted by virtue af a law to a person 1o exlude for a limitted time, others from
certain acts in relation to describe new invention; the privilege is granted by a government
authority as a matier af right 1o the person who is entitled ta opply for it and who fulfils the
prescribed candition”. Lihat Endang Purwaningsih, Perkembangan Hukum Intelleciual Property
Rights, Cet.1. (Bogor: Ghalia Indonesia, 20053), 27.

"¢ Pembukaan TRIPs Agreement menyatakan bahwa“Desiring ro estoblish a mutually

supportive relationship benveen the WTQ and the World Intellectual Property Organization
(referred to in this Agreement os "WIPQ") as well as other relevant international organizations”,
Lihat World Trade Organization, The Legal Texts, 321.

" Tanya Aplin and Jennifer Davis, fnrellectual Propern: Lew, {New York: Oxford University
Press, 2009), 18.

"% Frank ). Garcia, Trade, Inequality, and Justice : Toward a Liberal Theory of Just Trade,
{New York : Transnational Publishers, 2003}, 203.
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Penegakan hukum di bidang HKI sesuai dengan TRIPs Agreement sangat
tergantung dengan nilai-nilai budaya maupun pandangan hidup masyarakat di
setiap negara. Negara-negara maju lebith mudah melaksanakan TRIPs Agreement
dibandingkan dengan negara-negara berkembang maupun negara-negara miskin.
Nilai budaya dan pandangan hidup masyarakat di negara-negara maju sangat
menghargai nilai-nilai individualisme. Nilai budaya masyarakat di negara-negara
maju tersebut yang menyebabkan terjadinya perbedaaan hasil dari penegakan
hukum bidang HKI dengan masyarakat di negara berkembang dan negara miskin.
Masyarakat negara berkembang dan negara miskin mengutamakan nilai-nilai
komunal di atas nilai mdmduahsme Perbedaan nilai dan pandangan hidup
masyarakat diantara negara negara anggota WTO tersebut: sangat mempengaruhi
hasil yang diperoleh dari- penegakan hukum di bidang HKI sesuai dengan
ketentuan TRIPs Agreement.

Negara- -negara. anggota WTO memiliki kewajiban untuk melaksanakan
prinsip Nanonal Treatmem termasuk ketika menglmplementasxkan .ketentuan
TRIPs Agreemem d1 dalam hukum nasxonalnya Kewajlban pelaksanaan National

Treatment ini dijelaskan oleh Raj Bhala yang menyatakan pendapat ‘bahwa

“The nanonal {reatment: obhganon is a fundamenial prmcrple undm lying
the TRLPS Agreement; just as ‘it-has been in what is now the GATT 1994,
the jurisprudence on Article: lIil:4 of the GATT 1994 may be useful in
interpreting the national treatment obligation in the TRIPS Agreement”,
Prinsip National Treatment: tersebut memberikan jaminan kepada negara-negara
anggota WTO untuk melakukan perdagangan internasional tanpa ada hambatan.
Hal tersebut juga menjadi perhatian. dari seluruh negara anggota WTO termasuk
negara berkembang dan neg:':{ra miskin di Asia. Kondisi ini dijelaskan oleh Arthur
Wineburg yang menyatakan pendapat bahwa “.....in response 1o TRIPs, Asian

countries have recently been authorizing their Costums Service lo enforce

intellectual property rights at the border” '*" Pendapat Arthur Wineburg tersebut

“* Raj Bhala, frternational Trade Law: Inierdisciplinary Theory and Practice. Ed.3,
(San Francisco: Matthew Bender & Company, 2008), 1672.

150 Arthur Wineburg (ed), fnieflectual Property Proiection in Asia, (Butterworth Legal

Publishers, 1994), 12, dikumpulkan oleh Sardjono, Reading Material, 12.
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menjelaskan mengenai usaha yang dilakukan oleh negara anggota WTO
khususnya negara-negara di Asia yang berusaha untuk membuat kebijakan dan
perangkat hukum nasionalnya sesuai dengan ketentuan TRIPs Agreement untuk
mendukung pelaksanaan sistem HKI di masing-masing wilayah negaranya.

Sistem PVT di dalam UPQOV memiliki persamaan dengan sistem HKI
di dalam TRIPs Agreement yakni melindungi hak individual dan monopoli atas
kekayaan intelektual. Sistem PVT di dalam UPOV dapat dijadikan alternatif
perlindungan varietas baru tanaman oleh negara anggota WTO tetapi bukan
merupakan suatu kewajiban.'”' Sistem UPOV memiliki tujuan untuk melindungi
hak pemulia (breeder’s rights). Hal ini disebabkan karena status hak kepemilikan
atas plasma nutfah'* da‘n: va_netas tanaman yang dih_aéilkan melalui pemuliaan
secara ecksklusif diatur- di _déi‘am- ketentuan Konvensi UR@V. Negara-negara
anggota UPQV diw4j ibka-h" ili-l't{i-k--meﬁlberi kan: perli‘nd ungan-afas invensi terhadap
varietas tanaman yang memiliki nilai ekonomi sekaligus meningkatkan kerjasama
pengembangan varietas unggul tanaman. Sistem PVT di UPOV juga melindungi
hak monopoli -yang -dimilliki oleh pemulia terhadap varile-t'as'- tanaman yang
dihasilk-él_i;_l-—-f_lcjllbh;-:r'b'emﬁliaan tanaman tersebut. Hak .monoﬁdli"'ffhérﬁp—ie{kah sarana
yang diguﬁﬁkén?bleh pemulia maupun pemegang hak pemulia untifk'ﬁendapatkan
manfaath:ekdrllomi atas varietas hasil pemuliaan tanaman tersebut.

Pemuliaan tanaman memﬁakén upaya untuk mengembangkan plasma nutfah
maupun varietas lokal sebagaiaﬁafiétés-asal untuk menghasilkan’ V'TE sehingga
VTE merupak_’a-':i- varietas tanaman yang lebih unggul dibandingkan varietas
tanaman sebelumx;'ya.' ,Obyék' yang diberikan perlindungan -hukum oleh UPQV
adalah hak atas beni-h- (pébﬁqé?t__irigi material). Sistem UPOV akan melindungi
hak pemulia untuk melakukan mohbboli atas varietas hasil pemuliaannya
sehingga pemulia tersebut-mendapatkan manfaat ekonomi. Hal ini bertujuan untuk
meningkatkan semangat para pemulia dalam menemukan varietas unggul yang

diperlukan di dalam sistem budidaya tanaman.

'*! Pasal 27 ayat (3) butir b TRIPs Agreement.

"2 Plasma nutfah adalah subsiansi vang terdapat dalam kelompok makhluk hidup. dan
merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk
menciplakan jenis unggul atau Kultivar baru. Lihat Indonesia, Undang-Undang Tentang Sistem
Budidaya Tanaman, UU No.12 Tahup [992, LN No. 46 Tahun 1992, TLN. No. 3478,
ps.l.angka.2.

Universitas Indonesia

Analisa yuridis..., Rizgi Nur Ramadhon, FH Ul, 2010.




50

Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk meratifikasi konvensi UPOV.
Hal ini menunjukkan Indonesia tidak perlu menjadi negara anggota UPOV.
Sistem Konvensi UPOV tidak sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia
karena sistem UPOV sangat induvidualistik. Indonesia hanya memiliki kewajiban
untuk melaksanakan TRIPs Agreement sedangkan ketentuan TRIPs Agreement
telah memberikan kebebasan kepada seluruh nepara anggota WTO untuk
mengatur mengenai sistem PVT."? Ketentuan Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs
Agreement memberikan kebebasan kepada negara anggota WTO untuk ikut serta
maupun tidak ikut ke dalam keanggotaan UPOV. Hal ini yang harus menjadi
perhatian bagi Indonesia bahwa-Indonesia memiliki kebebasan untuk tidak ikut
di dalam keanggotaanU'POVdan 'indonesia ju_ga‘berhg}j{--untuk mengatur sendiri
mengenai 51stemPVT‘fsepan_]angtldakbertentangandenganTRIPs Agreement.
Pasal 27 ayat--(?))"‘:-ht-imf b TRIPs Agreement menyebabkan In_tioﬂ'esia berhak untuk
membuat sistem PVT yang tetap berpihak kepada kepentingan petani sekaligus

Jjuga melindungi-pelestarian varietas lokal sebagai SDG tanaman milik-Indonesia.

'** pasal 27 ayat (3) b TRIPs Agreement.
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BAB 111
TINJAUAN YURIDIS
TERHADAP VARIETAS LOKAL DI INDONESIA

3.1 Tinjauan Umum Terhadap Masyarakat Lokal di Indonesia

3.1.1 Sistem Nilai/Pandangan

Indonesia memiliki beraneka ragam kekayaan varietas lokal (SDG tanaman)
dan pengetahuan tradisional yang berlimpah namun masyarakat Indonesia belum
bisa menikmati manfaat ekonomi secara maksimal dari penggunaan sumber daya
hayati dan pengetahuan t_radision_z_iliiters'ebut.-Rengetahqg_.n tradisional itu bersifat
dinamis, umumnya tidak—-'jerdﬁkﬁiﬁenmsi dan terdapai-:' tanggung jawab kolektif
serta kepemilikan‘yang 1ebih ditujikan pada-upaya pelestarian'** Varietas lokal
(SDG tanaman) ﬁéiﬁ"]:eng@taﬁhan -traiii'si'onal semaikiﬁ teraﬂbém"akibat eksploitasi
berlebihan oleh pihak lain tanpa memberikan nilai manfaat ekonomi kepada
masyarakat lokal maupun negara yang memiliki varietas lokal dan pengetahuan
tradisional tersébut. Perkembangan ekonomi- yang semakin -mengarah kepada
sistemn pas:'c_l":r".:-'béiﬁa}s‘:merupakéh sesuatu yang tidak dapat-dihin"'cial'_l:,la-gi dengan
terbentuknya- kérjasama perdagangan internasional di dalam WTO.!% -Indoncsia
memiliki kewajiban untuk tetap memperhatikan nilai-nilai, budaya, karakter dan
pandangan-hidup masyarakat lokal di dalam proses penyusunan hukum nasional
termasuk jugaketika Indonesia-melaksanakan kewajiban-internasional yang telah
disepakati oleh Indonesia. _ a

Hak komunal yang: dimiliki masyarakat lokal harus selalu dilindungi oleh
Indonesia. Indonesia merﬁ{liki'- kewajiban untuk membentuk dan memberlakukan
peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan hukum terhadap
hak komunal demi mewujudkan rasa keadilan di masyarakat Indonesia. Peraturan

perundang-undangan tersebut penting untuk mengurangi akibat yang muncul dari

1 . . - .
* Perlindungan warisan budayva periu dalain bentuk kebijakan karena pemnanfaatan pihak luar

untuk tujuan komersil tanpa memnperhatikan kepentingan komumitas budaya tersebut. Lihat
Prihartini, “Upaya Perlindungan Hak Kekayaan Inielektual Terkait Dengan Pendayagunaan
Sumber Daya Genetik, Pengetabuan Tradisional Dan Ekspresi Folklor di Tingkat Nasional Dan
Internasional,” Media HKI, (Vol.IV No.4, Agustus 2007), 19.

"SYulianto Syahyu, Hukum Ansi Dumping Di Indonesia Analisis Dan Panduan Praktis, Cet.l,
(Jakarta:Ghalia Indonesia,2004),15-16.
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pertentangan antara hak individual di dalam ketentuan TRIPs Agreement dengan
hak komunal di dalam mmasyarakat Indonesia. Indonesia wajib melaksanakan
kehidupan hukum di masyarakat lokal terutama berkaitan dengan pemanfaatan
atas varietas lokal (SDG tanaman) dan pengetahuan tradisional oleh pihak lain."*
Hukum merupakan suatu gejala sosial yang berfungsi untuk memaksakan pola
perilaku tertentu pada individu-individu di dalam masyarakat. Sistem hukum
sangat diperlukan di dalam kegiatan interaksi maupun hubungan sosial yang
dinamis.'>” Hukum tersebut berkembang dan tumbuh di dalam masyarakat karena
dimana ada masyarakat disitu ada hukum sehingga hukum terdapat di dalam
setiap masyarakat manu51a Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap kehidupan
masyarakat selalu ada' 51stem‘ hukum ka:ena “terdapat- hubungan antara hukum
dengan masyarakat. 138 ‘Hukum- Juga memiliki fungsn dlantaranya meliputi
penertiban, pengaturan dan penyclesamn pertikaian schingga 'dapat mengiringi
dinamika kehidupan inasyarakat yang berkembang.'” Hukum nasional harus
senantiasa.melindungi keberadaan varietas lokal (SDG tanaman) dan-pengetahuan
tradisio.nai'. Ha] térsgbut ‘disebabkan karena varietas -lokal-:dan pengetahuan
tradisionial milik Indonesia menjadi sasaran pencurian oleh pihak asing, -

Hak komunal berbeda dengan hak individual. Hal ini juga dijelaskan oleh
Prof. AgUS'-Sardjpno yang mc_ny_atakan bahwa :

apakah rezim HKI dapat. dljadlkan_ salah satu a]ternatlf perlindungan
terdapat kesamaan pandangan antara Barat dan masyarakat lokal, yang
keduanya dapat menerima bahiwa pengetahuan tradisional adalah hasil kreasi
intelektual manusia. Perbedaan pandangan: kedua masyarakat terletak pada
konsep dasar dan. aspek kepemilikannya. Konsep .dasar masyarakat Barat
yang individual kapitalistik melihat pengetahuan tradisional itu sebagai
kekayaan (property) yang dapat dimiliki secara individual, sedangkan
masyarakat lokal atau tradisional lebih melihatnya sebagai warisan atau
ekspresi kebudayaan (culrural heritage atau cultural expression)”. 160

1% Khudzaifah Dimyati, Tearisasi Hukim, Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum,

(Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005), 1.

"7 Sperjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukim Dalam Kerangka Pembangunan Di
Indanesia, Ce1.3, (Jakarta:Ul Press,1983), 3-6.

"*ddagium yang mengatakan ibi ins ibi socier. Lihat Sudikno Mertokusumo, Mengenal
Hukum, Suatu Pengantar, (Y opvakarta: Libery,2003), 28,

139 Soerdjono Soekanto, Pengantar Itmu Hukum, (Jakarta: RajaGrafinde Persada, 2001), 154.
' Sardjono, Pengetahuan Tradisional, 20-21.
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Pendapat Prof Agus Sardjono tersebut telah menunjukkan bahwa perbedaan
pandangan antara masyarakat di negara-negara maju dengan masyarakat di negara
berkembang maupun negara miskin sangat mempengaruhi perlindungan hukum
terhadap pengetahuan tradisional. Masyarakat di negara-negara maju menganggap
bahwa pengetahuan tradisional dapat dimiliki oleh individu sedangkan masyarakat
di negara berkembang maupun negara miskin menganggap bahwa pengetahuan
tradisional merupakan milik komunal masyarakat bukannya milik individu.
Perbedaan antara hak komunal dengan hak individual tersebut meliputi juga aspek
spiritual maupun material.'® Perbedaan pandangan antara hak individual dengan
hak komunal juga berlaku untuk va.netas ‘lokal: sebagai SDG tanaman. Keadilan
merupakan hal yang pentmg bagl sebaglan besar masyarakat lokal di Indonesia.
Hak komunal dl-masyarakat-lndonesm bertujuan untuk mewujudkan rasa keadilan
bagi seluruh warga masyarakat. Keadilan selalu menuntut bahwa dalam keadaan
yang sama setiap orang harus menerima bagian yang sama.'® Hak komunal di
masyarakat: lokal (Indigenous and local community) harus diberikan pe_;lindunga.n
hukum dalam rangka-untuk mencegah munculnya rasa ketidakadilan tersebut.'®?
Ketidakadilan akan semakin dirasakan oleh masyarakat di negara berkembang dan
negara miskin termasuk juga di-Indonesia bila negara-negara maju-tidak mengakui
adanya hak. komunal yang. «imiliki oleh-masyarakat lokal atas- pengetahuan
tradisional-dan: vanetas lokal. _

Sebagian besar masyarakat di-negara-négara berkembang dan negara-negara
miskin menganggap bahwa pengetahuan tradisional dan varietas lokal dimiliki
atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat, atau suku bangsa

tertente yang bersifat turun-temurun. Pengetahvan tradisional dan varietas lokal

'! Ekspresi budaya dan pengetahuan tradisional sebagai bagian dari HKI komunal berperan
dalam membentuk spirit dan budaya masyarakat untuk berinovasi yang lentunya dapat
dimanfaatkan sebagai sumber kreativitas dalam mengembangkan kekayaan intelektual personal
sehingga bermanfaat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang bersumber pada budaya
Lokal. Lihat Tomi Suryo Utomo, "Kepemilikan Dan Benefit Sharing Terhadap Komersialiasi
Sumber Daya Genetika, Pengetahuan Tradisional Dan Folklor (GRTKF) Di Dalam Sistem Hukum
Indonesia”, Media HK{, (Vol.VIMNo.3/)uni 2009), 20.

182 . o o =
Ibrahim, Penelition Hukum Normaiif, 5.

163 . " P P - . . .
Menurut Maggio bahwa “The majority of existing international instruments have failed to

provide a supportive legal environment for local resource dependent populations that would
enable these populations 1o manage in susioinable manner forest and ather companents of
biodiversity which they utilize or over which they exercise effective control”. Lihat Sardjono,
Pengetahman Tradisionol, 9.
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merupakan kekayaan yang lebih bersifat immaterial bukan termasuk kekayaan
atau property yang bersifat ekonomis kebendaan. Sebagian besar masyarakat lokal
di Indonesia tidak mengenal konsep individual atas kekayaan intelektual karena
mereka menganggap bahwa kekayaan intelektual hanya memiliki fungsi sosial
serta bersifat umum. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat lokal merupakan
masyarakat yang berpikir secara kongkrit dan sederhana. Masyarakat lokal
di Indonesia sangat mengutamakan kepentingan komunal daripada kepentingan
individual. Hal ini bertujuan untuk memelihara kehidupan harmonis di dalam
kehidupan masyarakat. Hak komunal juga menitikberatkan nilai pelestarian
pengetahuan tradisional dan vanetas lokal sebagai SDG tanaman. Pelanggaran
terhadap hak komunal masya.rakat selama ini hanya beripa sanksi sesuai norma
yang dianut oleh masya;akat setempat.- Hal ini disebabkan kurang seriusnya
perhatian dan perlindungan hukum oleh Indonesia terhadap peranan masyarakat
dalam melestarikan pengetahuan tradisional dan varictas Jokal.

Sister HKI di' dalam TRIPs Agreement memperoleh ' kepastian hukum
karena adanya lembaga DSB di dalam WTO. Negara-negara maju menghendaki
perlindungan terhadap hak individual di dalam HKI melalui pénerapan TRIPs
Agreemehr tersebut. Penyelesaian sengketa di dalam TRIPs Agreenient dijelaskan
oleh Sekretariat WTO yang _'rg,enya_atakan-bahwa 4

“Talkmg about Types Of. Brspure In the TRIPS Agreement That In Article
G4.1, the TRIPS Agreement -(which is contained in Annex IC of the WTO
Agreemeni). contains a reference to Articles XXII and XXIII of GATT 1994.

On the basis, one would say that all the above as explained in the context of
GATT 1945 also applies to disputes under the TRIPS Agreement. In other
words, there are three.different types of complaints that could be brought
under the TRIPS Agreement. However, Article 64.2 of the TRIPS Agreement
excluded non-violation and situation complaints for the first five years from
the entry into force of the WTO Agreement . 164

Penjclasan Sekretariat WTO tersebut menunjukkan bahwa WTO akan melakukan
usaha secara. serius untuk memberikan jaminan hukum terhadap pelaksanaan
TRIPs Agreemenr oleh seluruh negara anggota WTOQ. Masyarakat lokal di

Indonesia harus menyadari bahwa sistemy HKI di dalam TRIPs Agreement hanya

' WTO Secretariat Publication, A Handbook on the WTQ Dispute Settlement Sysiem, fifth
printing {Cambridge: Cambridge Universily Press, 2009), 36.
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melindungi hak individual sehingga sistem HKI tidak melindungi hak komunal
yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Indonesia harus melakukan sosialisasi
sekaligus membuat kebijakan politik hukum untuk mengantisipasi pelaksanaan
TRIPs Agreement karena Indonesia harus tetap memperhatikan norma hukum,
nilai-nilai budaya dan hak komunal di masyarakat termasuk berkaitan dengan
HKI.'®® Hal tersebut penting karena TRIPs Agreemens dikhawatirkan akan
menimbulkan budaya izin (permission) secara global sehingga akan menutup
sumber-sumber inspirasi bagi muneulnya kreativitas baru termasuk juga
pemuliaan tanaman, '%

Masyarakat lokal berhak -urituk :q’;'enﬁl'i_ki- hak komunal atas pengetahuan
tradisional dan varietasi:’fi"c})-l-(al (S]DG tanarnan). -Pengefah'uan tradisional tersebut
merupakan sistem pen’gé’t‘ahuan,‘"kr‘é‘as’i, inovasi‘dan ekspresi kultural yang bersifat
turun-temurun dalam suatu masyarakat di wilayah tertentu serta terus berkembang
sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Selama ini, pembentukan
peraturan 'perﬁndang;lindangan bidang HKI di Indonesia tidak dilatarbelakangi
dengan nilai-nilaf pandangan hidup dan kebutuhan mayoritas pen‘duduk Indonesia
melainkan hanya untuk menyésuaikan kewajiban -Indonesia-di dalalp'.*fikéljasama
perdagangan 'WTQ. TRIPs Agreemen: memuat nilai-nilai individual sehingga
pelaksanaan TRIPs Agreement tersebut tidak dapat berjalan seeara -m'.z'tksimal di
Indonesia.-'Kondisi ini disebabkan mayoritas' ‘masyarakat lokal-di- - Indonesia
merasa asing dengan ni_l'éi_ individual di ‘dalam TRIPs 4greement. Hak individual
di dalam TRIPs Agreemeri bettentangan dengan hak komunal masyarakat lokal di
Indonesia. Hal ini yang hlériyebabkan haic komunal yang-dimiliki oleh masyarakat
lokal Indonesia sering diabaikan kepentingarmya.167 Peﬁgetahua.n tradisional dan
varietas lokal milik Indonesia juga menjadi tidak diperhatikan perlindungannya.

WIPO sebagai salah satu organisasi internasional di bidang HKI sudah
mulai memperhatikan perlindungan terhadap hak komunal masyarakat lokal

berkailan dengan pemanfaatan pengetahuan tradisional dan SDG. Negara-negara

'* Shidania, “Politik Hukum Keberpihakan Pada Kaum Miskin/Termarzinal”, Majalah KHN
Newsleiter, (Vol.9, No.},Januari-Februari 2009),16.

' Peter Jaszi, er al, Kebudayaan Tradisianal Suatu Langkah Maju Unink Perlindungan Di
Indanesia, Cet.1., (Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 2009), 113.

"7 Sardjono, Membumikan HKI, 15.
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berkembang dan nepara-negara miskin berusaha memperjuangkan hak komunal
masyarakat dalam mendapatkan benefit sharing atas pemanfaatan pengetahuan
tradisional dan SDG. WIPO telah melaksanakan pertemuan Jntergovernmental
Committee On Intellectual Property And Genetic Resources, Traditional
Knowledge And Folklore (IGC on IPR & GRTKF) WIPQ di Geneva. Pertemuan
tersebut telah sepakat untuk mempromosikan pengembangan masyarakat lokal
di dalam kegiatan perdagangan internasional.'®®

Sistern HKI merupakan rezim perlindungan terhadap hak individual. Sistem
HKI1 juga dapat dikaji dari sudut pandang Natural Law Theory.'®® Negara maju
lebih melindungi hak mdlvldual iz dalam -HK1 karena ada sistem monopoli.
Sistem monopoli tersebut mengutamakan nilai’ ekonorm ya.ng bersifat individual
termasuk hak milik, -wa.ktp pgrlmdungan, dan sanksi pelanggaran;yang telah diatur
di dalam peratﬁaﬁ- per,'uﬁdang-ﬁndangan. Natural Law menghéndaki-agar pemilik
HKI mendapatkan nilai ekonomi dari kekayaan intelektual yang d1ha51lkannya

Sebapian masyarakat lokal di Indonesia menganggap hak atas harta benda
merupakan- hak ‘komunal termasuk hak milik atas pengetahuan u'adlslonal dan
varietas lokal (SP'G.tanaman). Masyarakat lokal di Indone’sia-im‘asihﬁﬁei;gha:gai
nilai-nilai. kebersamaan karena:klaim individual dapat mengganég’ﬁ keharmonisan
hidup bersama.'” Setiap persoalan hukum harus diterapkan terhadap tingkah laku
sosial manusia sebagai inferpretative undersfand:‘ng,”' contohnya - penelitian
terhadap beberapa suku.di Sasak dan Lombok dltemukan fakta di¢ lapangan bahwa
masyarakat adat: temyata tldak menganggap pengetahuan tradisjional sebagai
miliknya. Mereka’ mengmmkan_ -pihak lain untuk men‘ggunakan pengetahuan

' Dalam pertemuan lersebut dinyatakan bahwa “where so desired by communities ond their
mentbers, promote the use of iroditional culturol expressions/expressions of folklore for
community-based development, recognizing them as an assef of the commnunities that identify with
them, such uas through the development and exponsion of morketing opporiunities jfor
irodition-bused creations and innovations. Lihat Dokumen (WIPQ/GRTKF/IC/9/4.
NinthSession,Geneva,April241028,2006), dalam www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo _grtkf/
wipo grtkf ic_9_4.doc, diakses tanggal 14 November 2009.

169

Drahos. Intellectual Property, 33.

"% Soekamo juga menggunakan doktrin gotong royong dan asas kekeluargaan sebagai dasar
falsafah bangsa. Lihat, Sardjono, Membumikan HKI,154.

"' Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukwm Suati Tinjauan Sosiologis, Cell.(Yogyakara:
Genta Publishing, 2009), 7-8.
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tradisional tersebut meskipun tanpa persetujuan mereka terlebih dahulu. Hal ini
yang menyebabkan pengétahuan tradisional dapat diambil alih oleh pihak asing.
Hak komunal di masyarakat lokal dapat mewujudkan rasa keadilan karena hak
komunal merupakan hak ekonomi sekaligus hak moral yang dimiliki oleh
masyarakat lokal sebagai pemilik dari pengetahuan tradisional dan varietas lokal.
WIPQO juga membentuk Facts-Finding Missions (FFMs) untuk mengumpulkan
fakta-fakta dari masyarakal di berbagai negara untuk menemukan penyelesaian
perbedaan nilai pandangan antara HKI dengan Pengetahuan Tradisional.'”* HKI
merupakan sesuatu yang abstrak sedangkan masyarakat lokal terbiasa untuk
berpikir kongkrit dan sederhana.'”* Hal tersebut yang menyebabkan masyarakat
lokal menganggap peﬁ-géiahyféﬁi'?"'tféldisiénal dan -'\'r.arié_ta-s?f'lpkal (SDG tanaman)
sebagai milik bersama' masyarakat‘bukannya mi]ik'indi_vi‘gdﬁal.-:

Pancasila ﬁlemp‘akan -d;sar kehidupan berbangsa dan behle'gara di negara
Indonesia. Ketentuan yang terdapat di dalam sila Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945 (UUD 1945) harus tetap menjadi landasan bagi-Indonesia dalam
kehidupan berbangsa dam bemegara termasuk juga dalam bidang ekonomi.
Indonesia-juga.'Wajib melindungi hak komunal masyarakat lokal -b'erkait‘aﬁ dengan
penerapan TRIPs Agreement dalam bidang HKI di Indonesia Hal tersebut periu
dilakukan oleh Indonesia untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya kerugian
ekonomi bagl masyarakat lokal atas pemanfaatan pengetahuan tradisional dan
varietas lokal -oléh: pihak ésing;--ﬁlasan lainnya-adalah scbagian beésar masyarakat
lokal khususnya di daerah pedesaan.tidak pernah berpikir mefigenai kemungkinan
penyeragaman peraﬂgkét-'hukum bidang HKI karena adanya perbedaan karakter

dan budaya di masing-masing.masyarakat lokal dengan nilai HKI tersebut.

"2 Rangkaian kegiaran FFMs menunjukkan bahwa : 1. Pengetahuan tradisional, sudah banyak
dikenal dan banyak di anataranya terkail dengan sistem kepercayaan; 2. Pengelahuan tradisional,
biasanya dimiliki secara kolektif sebagai suatu cerminan dari nilai-nilai budaya dan biasanya
digunakan seabagai bagian dari tradisi sualu komunilas; 3. Pengetahuan iradisional, tidak selalu
berarti sesuatu yang kuno atau slatis, melainkan sesualu yang dinamis dan berkembang; 4.
Perlindungan bagi pengetahuan tradistonal juga penting untuk melindungi kehormatan individu
dan komuniias (individual and cammunity dignity and respecty dan 5. Sistem HKI dapal
memberikan perlindungan bagi pengetahuan tradisional yang memang memungkinkan untuk
dilindungi dengan rezim HKI (seperti paten, merek, hak cipta, dan desain industri).
Lihat Sardjone, Pengeiahuan Tradisianal, 18-19.

17 Sardjono, Membumikan HKI 112,
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3.1.2 Karakteristik Masyarakat Lokal

Masyarakat lokal di Indonesia tidak mengenal adanya konsep hak individual
atas kekayaan _intelektual yang dihasilkan dari pemanfaatan atau penggunaan
pengetahuan tradisional maupun varietas lokal (SDG tanaman). Hal tersebut juga
dijelaskan oleh Prof Agus Sardjono yang menyatakan bahwa “HKI merupakan
rezim individualistik, abstrak dan rumit sedangkan masyarakat lokal adalah
masyarakat yang religius, menghargai kebersamaan, kongkrit dan sederhana”. 7
Pendapat Prof Agus Sardjono tersebut telah menunjukkan bahwa masyarakat
lokal menghargai kebersamaan dengan. mementingkan kepentingan masyarakat
daripada kepentingan individual-*'Sébag'i'an besar masyarakat lokal di Indonesia
memandang bahwa harta bcnda Juga memiliki- fung31 sosml dan bersifat umum.'”
Pandangan tersebut dapat memehha.ra kehidupan Harmonis d1 dalam masyarakat.

Sebagian besar masyarakat lokal di Indonesia khususnya masyarakat
di daerah pedesaan tidak pernah menganggap HKI sebagai kekayaan dalam
arti property secara 1nd1v1dual Hal tersebut disebabkan - karena ca.ra pandang
masyarakat lokal terhadap kebendaan berbeda dengan konsep kebend aan di dalam
hukum perdata Barat. Cara patidang masyarakat lokal di Indoneslg':-dg'elaskan juga
oleh Prof Agus Sardjono bahwa “Cara pandang orang I'ndo'h'eéia - tentang
kebendaan;’adalah bersifat konkrit. Orang Indonesna tidak mengenal konsep
hukum tentang kebendaan sebaémrﬁana konsep zakelyke rechten dan persoonlijke
rechten yang -dipunyai orang "Barat™. 1" Ma.gyarakat lokal -_]uga -memandang
struktur kontrol sosial yang berlaku secara adat setempat mampu secara
efektif untuk menjagasesuatu yang berharga bagi komunitas tersebut termasuk
juga pengetahuan tradisioh'al dan:varietas.l'okal.'j’ Hal térs'ébut disebabkan karena
sebagian besar masyarakat tradisional di Indonesia masih mengenal dan mematuhi
hukum adat, misalnya hukum adat dapat membatast penggunaan tradisi seni
yang bersifat rahasia kepada komunitas lain diluar komunitas yang memiliki

tradisi tersebut.'”®

™ Ibid., 44.
"% Purba, TRIPs-WTO & Hukum HKJ Indonesia, 41.
"6 Sardjonoe, Membumikan HKI, 29.
177 Jaszi, et al, Kebudayaan Tradisional , 29.
178 - -
Ibid., 43,
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Pengetahuan tradisional dan varietas lokal (SDG tanaman) merupakan aset
kekayaan milik masyarakat Jokal di Indonesia. Kepemilikan atas pengetahuan
tradisional dan varietas lokal bersifat komunal termasuk waktu perlindungannya
juga tidak dibatasi dan sanksi pelanggaran mengikuti norma-norma yang ada
di dalam masyarakat.!” Konsep hak komunal masyarakat tersebut yang
membedakan dengan hak individual di dalam HKI karena HKI1 melindungi
hak individual dengan membatasi jangka waktu perlindungan serta mengatur
mengenai sanksi atas pelanggaran melalui penerapan TRIPs Agreement di dalam
hukum nasional di setiap masing-masing negara anggota WTO.

Varietas lokal merupakan asetkekayaan yang dimiliki oleh masyarakat lokal
sesuai dengan sebaran -:_'g-:eogrfaﬁé-f.jdari varietas tersebut: Varietas lokal sebagai
SDG tanaman juga memiliki persamaan dengan perigetahuan -radisional karena
varietas lokal daﬁ pengetahuan tradisional tersebut diperoleh secara turun temurun
di dalam kehidupan masyarakat. Hal ini yang telah menyebabkan masyarakat
berhak untuk memiliki dan mendapatkan manfaat ekonomi atas ‘penggunaan
varietas lokal dan-pehg‘etahuan tradisional oleh pihak lain. Sebé‘gi'an masyarakat
Indones"ial menganggap pengefahuan tradisional dan varietas lokal sebagai bagian
integral dari kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Masyarakat lokal di Indonesia -tidak memandang pengetahuan.tfadisional
dan variefas-lokal seeara poséésffﬁé-,(lﬁ'érsifat memilliki) karena —rhasya'rakat lokal
bersifat terbuka -dalém.-rrnéihb'erikan informasi pengetahuan tradisional maupun
varietas lokal tersebut kepada pihak lain. Masyarakat lokai, p_adé umumnya tidak
menyadari bahwa pihak lain memanfaatkan pengetahuan tradisional dan varietas
lokal untuk menghasill-éan-kgkayaan intelektual. Masyarakat lokal menghargai
Ethic of Sharing (kebudayaan berbagi). Ethic of Sharing menjadi salah satu eiri
dari kehidupan sosial yang menghargai keserasian dan keharmonisan kehidupan
bersama.'® Nilai dari Ethic of Sharing merupakan kualitas dari sesuatu yang

bermanfaat bagi masyarakat lokal ditinjau dari sudut lahir maupun batin.'*'

' Arif Syamsudin, “Hak Kekayaan Intelekival dan Kebudayaan,” Media HKI,
{Vol.Vi/No.3/Juni 2009}, 21.

* Sardjono, Membumikan HKI. 160-161,

" Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektial dan Budaya Hukum,
Cet.2. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 161.
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Ethic of Share menjadi pandangan hidup bagi sebagian besar masyarakat
lokal di Jawa, Sunda dan Bali. Masyarakat Jawa mempunyai pandangan bahwa
untuk mencapai hidup rukun maka setiap individu disarankan untuk bersedia
menomorduakan kepentingan pribadi bahkan kalau perlu melepaskan hak pribadi
demi kesepakatan bersama. Pandangan yang sama juga terdapat di dalam alam
pikiran sebagian besar masyarakat Sunda. Masyarakat Sunda menganggap bahwa
manusia hendaknya sadar bahwa dirinya hanyalah merupakan bagian yang
sangat kecil dari alam, masyarakat, dan wujud supernatural. Hal ini menjadikan
masyarakat Sunda memandang bahwa tidak baik bila ada individu yang terlalu
mementingkan dirinya seqdiri.1_33_:B@dan_gan;hjdup masyarakat lokal di Indonesta
termasuk dianta.rar_lya_l;i.ﬁi‘;;}afél_{'é_fi]awa:'dan-Su'nda -'.-'hié‘k_a pandangan tersebut
juga berlaku terhadap: kepemilikan pengetahuan tradisional dan varietas lokal.
Perlindungan hukum terhadap varietas lokal yang dimanfaatkan sebagai vanetas
asal di dalam pemuliaan tanaman sehingga menghasilkan VTE maka pemanfaatan
varietas lokal tersebut harus memberikan benefit sharing kgpadalmasya:ékat.

Hasil -penelitian di Bali rﬁenunjukkan bahwa faktor buaaya &é&ng‘bersifat
komunal sulit untuk menerima‘konsep HKI yang individualis_ti'k.-:Hﬁli. tersebut
disebabkan*karena kekayaan : milik individu-individu juga mefupakan hasil
kreasi intelekfual yang diperoleh dan berasal dari lingkungan masyarakatnya,'®
Masyarakat okal di Bali bersifat religius dan kormunal sedangkan-peraturan HKI
mengadopsi gagasan yang'me'nﬁﬁtamakan hak-hak individu (i'r'wdividuaﬁsm).m
Masyarakat lokal menganggap bahwa kedudukan individu adalah bagian dari
masyarakat. Ketiadaan pemilik_ individual dari pengetahuan tradisional dan
varietas lokal disebabkaﬂ karena masyarakat tidak memahami konsep abstrak
dalam bentuk pemilikan individual atas pengetahuan tradisional dan varietas lokal
tersebut. Pengetahuan tradisional bisa dimanfaatkan oleh siapa saja terutama
masyarakat bersangkutan. Masyarakat Bali menganggap bahwa melarang pihak
lain untuk memanfaatkan pengetahuan tradisional merupakan tindakan aneh

karena masyarakat Bali sering belajar meniru pengetahuan dari orang lain.

82 Sardjono, Membumikan HKI, 28.
'® ibid,, 46-47.

"™ Sardjono, Pengetahuan Tradisional, 142.

Universitas Indonesia

Analisa yuridis..., Rizgi Nur Ramadhon, FH Ul, 2010.




61

Masyarakal lokal di Indonesia berhak untuk mendapatkan benefit sharing
atas pemanfaatan pengetahuan tradisional dan varietas lokal (SDG tanaman) yang
telah menghasilkan HKI yang memiliki nilai ekonomi. Benefit sharing tersebut
diberikan sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa masyarakat lokal yang
telah melestarikan pengetahuan tradisional dan varietas lokal. Masyarat lokal di
Indonesia memandang pengetahuan tradisional sebagai cuftural heritage yang
mengandung nilan magis atau sakral (spiritural).lss Masyarakat lokal sebagai
pemilik dari pengetahuan tradisional dan varietas lokal karena masyarakat lokal
memandang bahwa kepemilikan atas pengetahuan tradisional dan varietas lokal
tersebut bukan di setiap individu namun merupakan milik masyarakat seeara
bersama-sama (Komunal).Hal iniyang dinamakan sebagai hak kolektif (collective
right) masyarakat.-186 Hak komﬁn‘al yang dimiliki oleh masyarakat di Indonesia
dapat memberikan motivasi kepada masyarakat lokal untuk tetap melanjutkan
pelestarian terhadap pengetahuan tradisional dan varietas.lokal tersebut.

Benefit sharing- ditinjau dan Narural Law Theory- 'sud'ah: sesu'a.i dengan
nilai moral karena masyarakat lokal mempakan pemilik pengetahuan tradxsxonal
dan vanetas lokal tersebut -Benefit sharmg juga: dapat menmptakan hubungan
yang salmg menghargm dan.. menguntungkan antara masyarakat '1oKaly dengan
pihak lain yang menggunakan-'_pengetahuan tradisional dan vanctaszlokal- tersebut.

Benefit sharing juga dijelaskan oleh Prof Agus Sardjono bahwa :

“...benefi r sharing mestinya .- dikembangkan....bukan dari konsep royalty
sebagalmana dalam rezim HKI. Meskipun hasilnya rnungkm sama, tetapi
maknanya sangat berbeda. Dengan pembayaran royalty berarti
menempatkan pengetahuan tradisional sebagai komoditi”. 187

Pendapat Prof Agus Sardjono tersebut menunjukkan bahwa royalty di dalam
sistem HKI berbeda dengan benefit sharing. Benefir sharing memiliki makna
pembagian manfaat ekonomi sebagai kompensasi kepada masyarakat lokal atas
tindakan komersialisasi pengetahuan tradisional dan varietas lokal oleh pihak lain.

Pengetahuan tradisional merupakan sumber pengembangan inovasi modern

183 Sardjono, Membumikan HKI, 111.
1% sardjono, Pengetahuon Tradisional, 102.
"*7 1bid., 130.
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sehingga keberadaannya perlu mendapatkan pengakuan dan perlindungan di
dalam hukum nasional maupun internasional. Pengembangan inovasi tersebut
merupakan hal yang penting untuk menambahkan nilai ekonomi atas pemanfaatan

pengetahuan tradisional.'®

3.1.3 Perlindungan Hak Masyarakat Dalam Waeana HKI

Sistem HKI dibentuk dengan tujuan untuk melindungi hak individual
bukannya hak komunal yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Sistem HKI di dalam
TRIPs Agreement tidak melindungi milai-nilai adat istiadat masyarakat lokal.
Hal tersebut mencermmkan kesen_pangan antara budaya masyarakat di negara
maju dengan budaya masya.rakat d1 ‘negara berkembang dan negara miskin karena
negara berkembang  dan: negara rmskm tersebut ‘masih memlllkl masyarakat adat
dan masyarakat tradisional. Indonesia sebagai negara berkembang juga memiliki
budaya komunal dan gotong royong di dalam kehidupan masyarakat. Hal ini yang
harus menjadl perhatlan Indonesna dalam melakukan hannomsasn -nilai-nilai
mdw;duahstlk dl dalam ketentuan TRIPS Agreement dengan mlal-mlal komunal
di rnasya.rakat lokal. : '

Sistem HKI di dalam keténtuan TRIPs Agreement membenkan perlmdungan
hukum kepada -pemilik atau,-pemegang HKI1 uniuk melaksanakan haknya atau
mengizinkan pihak lain untuk melaksanakaxmya maupun mela.rang pihak lain
tanpa izin untuk- menggunaka.n hak tersebut. Hak yang d1m111k1 oleh’ masyarakat
lokal terhadap pengetahuan tradisional dan varietas lokal (SDG tanaman)
dijelaskan oleh Prof Agus Sardjono yang menyatakan bahwa “perlindungan
pengetahuan tradisional meripakan kombinasi - econobz'ic rights dan moral
rights....”.'"" Pendapat Prof Agus Sa.fdjono tersebut dapat membantu menjelaskan
mengenal perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional dan varietas
lokal (SDG tanaman) yang dikaitkan dengan economic rights, moral rights dan
benefit sharing. Sistem perlindungan hukum tersebut sebaiknya dirumuskan

sesuai dengan karakter masyarakat lokal itu sendiri sehingga mudah dipahami dan

'*¥ Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi, Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual)

Konsep Dosar Kekayoan Intelektial Untuk Perumbuhan Inavasi, (Jakarta: Indeks, 2008), 119.

189 : P =
Sardjono, Pengeiahuan Fradisional, 259,
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dilaksanakan oleh warga masyarakat yang bersangkutan.'® Sistem HKI yang
memanfaatkan pengetahuan tradisional dan varietas lokal (SDG tanaman) untuk
tujuan komersial tanpa memberikan bagian dari manfaat ekonomi kepada
masyarakat lokal di Indonesia merupakan pelanggaran terhadap hak komunal dan

1 Hal tersebut disebabkan karena masyarakat

budaya masyarakat lokal tersebut,
lokal merupakan pemilik dari pengetahuan tradisional dan varietas lokal sehingga
masyarakal sebagai pemilik berhak mendapalkan bagian dari manfaat ekonomi
yang dihasilkan dari pengetahuan tradisional dan varietas lokal. Perlindungan
hukum terhadap pengetahuan tradisional dan varietas lokal juga mencakup hak
melarang pihak lain untuk menggunakan pengetahuan tradisional dan varietas
lokal tanpa izin masyarakat: ;Iokai maupun Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Gubemnur, _Bup_a‘ti- dan Walikbta), misalnya’ kf_:tel_itu'an Pasal 10 dan
Pasal 11 di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta'®?
dan Pasal 7 di dalam UU No. 29 Tahun 2000 tentang PVT. Ketentuan tersebut
menunjukkan bahwa Indonesm telah melaksanakan ketentuan TRIPS Agreement
sekaligus Indonema juga: tetap melestarikan dan melmdungl kekayaan intelektual

(pengetahuan tradisional dan- varietas lokal) milik bangsa Indonesia. Sistem HKI

'*® Proses ' penyusunan rancangan undang-undang merupakan salah satu faktor penentu
efektifitas undang—undano itu nantinya. Jika proses undang-undang melibatkan siakefolders yang
luas maka asumisinya proses perancangan undang-undang itu lebih dapat menangkap aspirasi,
pandangan, harapan, dan sistem nilai yang ada dari masyarakat yang bersangkulan Faktor
ideologis mungkin-akan. lebih terakomodasi, dan substansi aturan akan lebih mencerminkan sistem
nilai, harapan, dan.kehendak. ‘warga masyarakatnya secara luas; yang: pada gilirannya akan
berpengaruh pada penlaku warga. masyarakat yang sesuai - dengan penm.ah undang-undang
tersebut. Lihat Jaszi, et al; Kebudayaan Tradisional,, 201.

1! Sardjono, Pengetahuan Tradmonaf 57.

2 Ketentuan Pasal 10 menyatakan bahwa * (1) Negara memegang Hak Cipta atas karya
peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya, (2) Negara memegang Hak
Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat,
dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni
lainnya. (3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang
bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam
masalah tersebut. (4) Keientuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Kemudian
ketentuan Pasal 11menyatakan bahwa ™ (1) Jika suatu Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan
Ciptaan jtu belum ditcrbitkan. Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebul untuk
kepentingan Penciptanya. (2) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui
Penciptanya aiau pada Ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran Penciptanya, Penerbil
memegang Hak Cipia atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya. (3) Jika suatu Ciptaan
telah diterbitkan teiapi 1idak diketahui Penciptanya dan/atau Penerbitmya, Negara memegang Hak
Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya”. Indonesia, Undong-Undang Tentang
Hak Cipra, UU No,19 Tahun 2002, LN No. 85 Tahun 2002, TLN. No. 4220.
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di dalam TRIPs Agreement harus dapat digunakan oleh Indonesia untuk
mencegah pihak lain dengan tanpa izin atau tanpa hak untuk mengeksploitasi
nilai-nilai budaya, pengetahuan tradisional dan pemanfaatan terhadap varietas
lokal (SDG tanaman) untuk tujuan komersial.

WIPO sebagai organisasi internasional di bidang HKI mulai melakukan
upaya untuk menyelesaikan kesenjangan antara hak individual di HKI dengan
hak komunal di masyarakat lokal. WIPO melakukan pertemuan IGC on IPR &
GRTKF di Geneva pada tanggal 24-28 April 2006 yang telah menyepakati bahwa:

“promote and support the conservation and preservation of iraditional
knowledge by respecting, preserving, protécting and maintaining traditional
knowledge systems- and providing - incentives to the custodians of those
knowledge sys!ems ro mamram and sajéguard their knowledge systems”.'>

Pertemman WIPG téisebit mehﬁnjukkan ‘bahwa. pentiriﬁﬁf;fh pemberian insentif
bagi masyarakat lokal atas jasanya dalam melestarikan pengetahuan tradisional
dan varietas lokal (SDG tanaman). WIPO juga melakukan,p_e'rf'clémuan di Geneva
pada tariggal 3-12 Juli 2007 yang telahiinenyepakati bahwa:

“they~are -crucial for regulating access and ensuring benefit-sharing.
Choices made by access providers concerning IP may play a role in
conrr:burmg to equitable benefit-sharing arising I/?c:;uw such access, including
both.commercial and non- commercral benefits ™. S

Pertemuan WIPO tersebut membahas mengenal benef t sharmg sehingga upaya
perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang bersumber pada mlai-nilai
tradisional yang dimanfaatkan- oleh -Plhﬂk lain yang tidak-berhak maka pihak lain
tersebut dapat dituntut secara hukum yang berlaku karena melakukan
komersialisasi tanpa hak. Hal tersebut penting untuk menjaga pengetahuan

tradisional dan varietas lokal sebagai sumber ekonomi baru Indonesia.'”

" Dokumen (WIPO/GRTKF/IC/9/5. Ninth Session, Geneva, April 24 to 28, 2006), dalam
www.wipo,int/edocs/ _mdocs/ti/en/wipo_enkf. Avipe grkf ic 9 S.doc. diakses tanggal 14
November 20095.

™ Dokumen (WIPO/GRTKF/IC/11/8.EleventhSession,Geneva,July3-12,2007), dalam

wipo.in/edocs/mdocs/tk/en/wipo...ic...cvipo_grikf ic_11 8 a.doc, diakses tanggal 14 November
2009,

% Indonesia tidak akan kekurangan bahan baku, karena bahan bakunya melimpah baik
swnber daya manusia maupun sumber daya lainnya, Lihm Sardjono, Membumikan HKI, 159-160,
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Indonesia telah melaksanakan TRIPs Agreement melalui hukum nasional di
Indonesia Pembentukan hukum nasional tersebut telah disusun berdasarkan
Konstitusi. Indonesia harus memperhatikan pandangan hidup di masyarakat lokal
ketika Indonesia menerapkan ketentuan Undang-Undang di bidang HKI sehingga
implementasi Undang-Undang tersebut menjadi efektif.'*® Sistem hukum nasional
sangat penting untuk pelaksanaan TRIPs Agreemen: di Indonesia. Hal tersebut
disebabkan karena hukum itu merupakan jembatan menuju kepada ide yang
dicita-citakan.'”’ Sistem hukum juga bila ditinjau dari sisi yuridis sosio-politis
akan membentuk sistem politik sebagai variabel yang mempengaruhi rumusan
dan pelaksanaan hukum.'”® Hal. tersebut juga dijelaskan oleh Prof. Satjipto
Rahardjo yang menyatakan pendapat bahwa ekonomi-'kurang dapat bekerja dan
melakukan perencanaan dengan baik: taripa didukung oleh tatanan normatif yang
berlaku, yang tldak lam adalah hukum”.'® Sistem hukum harus dibentuk dengan
memenuhi persyaratan dalam pelaksanaan hukum itu sendiri yaitu adanya afuran
hukum (Iega! subsrance), kelembagaan hukum (legal structure) dan Budaya
hukum (legal culrure) - Slstem hukum yang dapat dilaksanakan di masyarakat
duelaskan oleh Prof Bagir Manan bahwa

“tiga unsur penting yang dalam suatu Undang-Undang agar kaidahnya sah
secara hukum (legal vahdrty) dan berlaku secara memadai karena diterima
oleh*masyarakat secara Wajar dan berlaku dalam jangka panjang. Unsur
tersebut adalah yundls sosmlogls da.n filgsofis™. R

sosiologis dan ﬂlosoﬁs .c,h_.ldala__m suatu peraturan agar _dapat dilaksanakan secara
efektif di masyarakat. Hal tersebut-penting karena sebagian besar masyarakat
lokal masih memegang prinsip pandangan hidup atau nilai-nilai kebersamaan dan

gotong royong termasuk mengenai kepemilikan terhadap pengetahuan tradisional.

1% Jaszi, et al, Kebudayaan Tradisional, 187.

"7 Sunaryati Hartono, Palitik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional,Cet.|, (Bandung:
Alumni,1991),1.

" lmam Syaukani dan A.Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Palfitik Hukum, Cet.l, (Jakarta:
Rajagrafindo Persada,2007), 5.

? Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain Dari Hukwm Di Indonesia, (Jakarta:Penerbit Buku
Kompas, 2003). 21.

w Natasya Yunita, Tradisi Hukum Cina, Negara dan Masyarakar, (Jakarta:FHUI, 2003), 14.
“ Nina Nuraini,Daya Saing Agribisnis,Cet.1.(Bandung:Nuansa,2007), 144.
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Penegakan hukum di bidang HKI sesuai ketentuan TRIPs Agreement
merupakan kewajiban Indonesia sebagai negara anggota di dalam WTO.
Peraturan perundang-undangan termasuk HKI juga harus dapat memberikan

202 Hal ini disebabkan karena ketentuan

perlindungan hukum kepada masyarakat.
peraturan perundang-undangan hanya akan berlaku efektif jika dipahami dan
dilaksanakan oleh masyara.kalnya.203 Manusia cenderung untuk mematuhi hukum
bila norma hukum itu cocok dengan nilai dan perilaku yang mercka menganggap
sebagai suatu kebenaran.’™ Salah satu tiang utama dalam penyelenggaraan
pemerintahan suatu negara adalah pembentukan peraturan perundang-undangan

yang baik, harmonis dan mudah-3 dlterapkan dajam masyaral(at 205 Penegakan

“faktor yang dapat mempengaruh1 pelaksanaan
penegakan hukum 1tu sendm keempat faktor- tersebut terdiri dan faktor hukum
(UU), faktor sarana atau fasnhtas, faktor kesadaran hukum maSyarakat, dan faktor
kebudayaan. 2% Hukum menjadi faktor penting dalam penegakan hukum karena
substan51 hukum tersebut harus mencerrnmkan rasa keadilan untuk seluruh
masyarakat.‘Sehmgga bila keadilan. tersebut dapat diwujudkan: miaka masyaral(at
akan berusaha untuk mematuhi hukum tersebut. Sarana atau fasilitas.j Juga pentmg
dalam proses penegakan hukum karena fasilitas dapat mempermudah pelaksanaan
penegakan hukum itu sendiri. Fa.ktor kesadaran hukum masyarakat perlu untuk
dxtmgkatkan untuk memudahkan tcrcapamya sasaran dan tujuan yangidikehendaki
oleh hukum. Kebudayaan: juga- menjad1 silali satu faktor yang menentukan
penegakan h_qk_un;_l-dl.-;_-_lp_as_yalrakat.\ Hal _1m }(a_ng-: per_ly dlpe_:hgtlkan oleh Indonesia
dalam melaksanakan.sliﬂstem-l-l-KI sesuai dengan TRIPs Agreement agar berjalan
efektif di masyarakat,

Indonesia wajib melindungi hak masyarakat atas harta benda milik mereka,
termasuk pengetahuan tradisional dan varietas lokal (SDG tanaman) serta warisan
budaya yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan sosial dan spiritual

masyarakat lokal. Hal tersebut disebabkan karena pengetahuan tradisional dan

2 Sardjono, Membumikan HKI, 45.

** Ibid., 152.

*™ Jaszi, et al, Kebudayaan Tradisional, 189.

2% Maria Farida Indrati, lmu Perundang-undangan 2,Cet1.2, (Y ogyakarna: Kanisius,2007), 1.
*% Sajfullah, Refleksi Sosiologi Hukum,Cel.1. (Bandung:Relika Aditama,2007), 105-106.
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varietas lokal (SDG tanaman) merupakan aset kekayaan milik masyarakat lokal
di Indonesia. Pengetahuan tradisional dan varietas lokal sangat tergantung dengan
penyebaran geografis dan karakter masyarakat lokal di Indonesia. Indonesia dapat
melakukan regative protection system jika terjadi misuse atau misappropriation
atas pengetahuan tradisional, varietas lokal (SDG tanaman) serta warisan budaya
bangsa yang dilakukan oleh pihak asing di ar negeri.”®” Masyarakat juga dapat
menuntut benefit sharing atas pemanfaatan pengetahuan tradisional dan warisan
budaya tersebut sehingga bersifat win win solution®®

Hukum nasional di Indonesia memi]ikj karakter yang khas dibandingkan
dengan negara-negara lain. Hal tersebut disebabkan karena Indonesia harus
menjadikan Pancasila. dan UU'D 1945 sebaga: landasan -hukum dalam pembuatan
peraturan perundang-un‘d‘angan di’ Indonesia. Sistem hukum di Indonesia wajib
memperhatikan kepentingan rakyat sebagaimana dijamin di dalam Paneasila
dan UUD 1945.2% Indonesia juga berkewajiban mempertahankan norma-norma
dan pengeta.huan yang terdapat di masyarakat adat Indonesia. R Hal tersebut
disebabkan karena pengetahuan masyarakat adat juga merupakan bagian dari
pengetahuan stradisional. Pengetahuan. tradisional merupakan as_gf; ‘penting di
Indonesia sehingga perlu dimanfaatkan sébagai identitas sosial, si.mib'e'r' kreatifitas
dan inoVasi™: baru untuk memngkaﬂ(an -pengembangan ekonomi " Indonesia.
Pasal 33 UUD 1945 juga menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai
usaha bersama berdasarkan atas.:.asas-.kekeluargaan”.?‘” Hal ini-dijelaskan oleh
Prof Sri Edi Swasono yahg menyatakaﬁ bahwa “Pasal 33 UUD, 1945 adalah satu-
satunya pasal di dalam UUD 1945 yang menunjuk pada sistem ekonomi sehingga

merupakan asas dasar bagl perekononna.n nasional”.**? Pasal 33 UUD 1945

¥ Sardjono, Membumikan HKI, 168.
% Ibid., 169.
*? Zainuddin Ali, Filsafar Hukum, Cet.2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 135.

#° Hans Kelsen, General Theory Of Law And State, (Newyork:Russell & Russell, 1961), at
110-161. silabus mata kuliah Politik Hukum 2, dikumpulkan oleh Saiya Arinanto (Staf Pengajar
dan Wakil Dekan V Bidang Pendayagunaan Sistem Informasi Hukum), Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, butir analisis bagian keenam, 2-70.

*I1 Lihat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945,

! Sri Edi Swasono, "Pasal 33: Posisi Rakyat Substansial,” Majalah KHN Newsletter,
Vol.9.,No.] Janvari-Februari 2009, 7.
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tersebut menjadi landasan hukum untuk pelaksanaan sistem demokrasi
ekonomi di Indonesia. Demokrasi ekonomi di Indonesia diwujudkan melalui suatu
tatanan perangkat hukum nasional seeara keseluruhan, terpadu, terintegrasi dan
terkoordinasi sebagai penjabaran lebih lanjut dari UUD 1945 dan Pancasila
sebagai Rule Based Economy 2"

Perlindungan hukum terhadap hak komunal atas masyarakat lokal di
Indonesia juga dapat diwujudkan melalui kelembagaan ekonomi yang dibentuk
oleh Pemerintah maupun masyarakat. Perlindungan terhadap hak komunal
atas masyarakat lokal melalui kelembagaan ekonomi dapat membantu proses
penegakan hukum di bldang HKE dl Indonesm Kelembagaan hukum ekonomi

tersebut harus mampu: m ncnptakan srab:hry, pred:crab:hty dan fairness. 214 Sistem

HKI di dalam TRIPS Agreemenr akan menimbulkan liberalisasi di Indonesia
sehingga Indonesxa sebalknya tetap melibatkan aspirasi- masyarakat maupun
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 215 Peran serta masyarakat tetap diperlukan
untuk mcngawam Pemenntah sebagaimana yang dikemukakan oleh Lawrence M.

Friedmann yang menyatakan bahwa :

1ssue. sharply enough défined.to be perceived as ‘g problem by the
pubh or some signifi cant segment of the public, there is a.strong:movement
toward: resolution, by- deﬁnmon .Society has-a whole batrery of institution
and-mechariisms for resolving current problems” i :

i d1 Indonesm yang mempexjuangkan hak-hak masyarakat lokal
akan dapat meﬁba.ntu‘ Pemermtah untuk mengumpulkan informasi keberadaan
pengetahuan tradisional dan. varietas lokal. LSM juga dapat membantu masyarakat
lokal dalam menuntut hak komunal untuk menikmati manfaat ekonomi atas

pemanfaatan pengetahuan tradisional dan varietas lokal tersebut.

1 gyahmin, Hukum Dagang Internasional, 7,
M Erman Rajagukguk, Hukum Ekonomi Indonesiu Memperkuat Persatuan Nasional,
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Memperiuas Kesejahteraan Sosial, Makalah, (Denpasar:

Badan Pembinaan Hukum Nasional, 14-18 Juli 2003).
% Mochtar Mas’oed, “Ekonomi Politik Internasiona Pembangunan Indonesia,” Adajalal
Prisma, LP3ES, (No.2, Februari 1996), 26.

28 Srewart Macaulay, Lawrenee M. Friedmann, John Stookey, eds. Law & Society: Readings
on the Social Study of Law (New York: W.W Norton & Company, 19953), at 689-701, silabus mata
kuliah Politik Hukum 3, dikumpulkan oleh Satya Arinanio (Stal Pengajar dan Wakil Dekan ¥
Bidang Pendayagunaan Sistem Informasi Hukum), Fakultas Hukwin  Universitas
Indonesia,Jakarta,2001, butir analisis bagian keenainbelas, 340-352.
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Indonesia dapat bekerjasama dengan LSM asing untuk membantu menekan
kepada negara-negara maju agar negara-negara maju tersebut memperhatikan hak
komunal di masyarakat lokal. LSM asing tersebut memiliki pengaruh untuk
menekan negara maju untuk melaksanakan mekanisme benefit sharing.m
Keterlibatan LSM dapat membantu Indonesia untuk memperjuangkan hak
komunal masyarakat untuk mendapatkan bagian atas pemanfaatan pengetahuan
tradisional dan varietas lokal tersebut. Sebagian besar masyarakat Indonesia lebih
mengutamakan komunalisme daripada individualisme.2'® Penegakan hukum HKI
di Indonesia masih lemah yang disebabkan perbedaan nilai antara budaya Barat

dengan budaya lndonesia m.

; lasan tersebut ‘yang menyebabkan Indonesia

bekerjasama dengan M lokal -maupun LSM asing untuk melindungi hak

masyarakat atas:’ pengf;tahuan tradisional dan vVarietas lokal sekaligus untuk

mempersempit  perbedaan nilai-nilai antara budaya Barat dengan budaya

Indonesia berkaitan dengan HKI.

3.2 Tm_]auanYurldls 'ferhadap Kedudukan Varietas Lokaldi Indonesia
321_Undang—Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem
Budldaya Tanaman (UUNo 12‘Tahun 1992)

Kete tuan‘ UU No. 12 Tahun 1992 telah dlsusun dan dlberlakukan oleh

Indonesia’ 'dengan tujuan . untuk melmdungl sistem budldaya -tanaman dan

sumberdaya alam. nf:lbatl220 yang berada di, Indonesia. Keterituan di dalam

..

UU No.12 Tahun 92_1ugabertu_1uanuntuk mengatur Iﬁgqgéﬁéi"'s_istem budidaya

" Sardjono, Pengetatiuan Tradisional, 348-349,

28 Agus Brotosusilo, Dampak Yuridis, Pertimbangan Ekonomis dan Cakrawala Sosiologis
Ratifikasi WTO, Dalam Teaching Material WTO: Legal and Institutional Framework, (Jakarta:
FHUI, 2009), 16,

12 Menurut pendapat Dr. Agus Brotosusilo bahwa “/u sum, the most crucial problem in the
area infernational trade faw in Indonesia is how to bridge a gap bebween the Western legol culture
and the Indonesian legal culture. This effort can be attained by harmonizing each poir of ontinomy
values not only into the Indonesion legal and institutionol framework, but also into the fegal
practice in the country”. Lihat Agus Brotosusilo, /nternational Trode Indicators, 2003: Jakana.
Filsafat Hukum Jilid I1 (Jakarta: FHUI, 2008), 316.

* Penjelasan Pasal I angka | menyatakan bahwa “sumber daya alam nabati meliputi semua
Jenis tumbuhan termasuk bagiannya baik yang tumnbuh di daral maupun di air, yang telah maupun
belum dibudidayakan, terdiri dari tanaman semusim, seperti padi, tebu, tembakau, kapas, gadung,
jamur, kentang, dan sebagainya serta tanaman talunan seperti kelapa, karet, mangga, jati, pinus,
sagu, enau. dan sebagainya. Lihat UU No.12 Tahun 1992,
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tanamanm

UU No.12 Tahun 1992 terdiri dari 12 Bab dan 76 Pasal. Ketentuan di dalam
UU No.12 Tahun 1992 juga memuat definisi mengenai plasma nutfah, pemuliaan

sebagai bagian dari sistem pertanian di Indonesia. Sistematika

tanaman, benih tanaman dan varjetas. 22 UU No.12 Tahun 1992 telah menetapkan
aturan mengenai perolehan benih bermutu untuk pengembangan sistem budidaya
tanaman melalui kegiatan penemuan varietas unggul dan introduksi luar negeri.??
Penemuan varietas unggul tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan permnuliaan
tanaman. Penearian dan pengumpulan plasma nutfah dalam rangka pemuliaan

tanaman dilakukan oleh Pemerintah atau dapat juga dilakukan oleh perorangan

melestarikan plasma nutfah bersama masyarakat e

UU No. 12! Tahun 1992 dlharapkan dapat memngkatkan pemuliaan tanaman
di Indonesia. Pemuhaan tanaman tersebut dapat dilakukan oleh pemulia tanaman
atau badan hukum dalam rangka menghasilkan varietas tanaman yang baru dan

mem111k1__31fat unggul < Pemenntah Indonesia juga memiliki kcwa_uban untuk

menyelengg_ akan penelman dan melakukan pembinaan dalam sistem budidaya
tanaman demi kepentmgan masyarakat.??® Hal tersebut dapat dllakukan oleh
Pemenntah dengan -cara pemberian penghargaan kepada penemu ‘jenis baru atau

varietas unggul =termasuk Juga hak memben nama térhadap varietas. temuannya

L TR, .

'.'«' L

2 SlSlElTl bud|daya tanaman adalah-sistem pengemibangan dan pemanfaatan sumber daya
alam nabati melalui .Upaya.manusia yang dengan modal, teknologi, dan' sumberdaya lainnya
menghasilkan barang guna memenum kebutuhan manusia’ secara lebih- ‘baik. Lihat Pasal 1
angka 1., Ibid. - :

2 pasal 1 angka 2 mq;jyatakan bahwa “Plasma nutfah adalah substansi yang terdapal dalam
kelompok makhluk hidup, dan’ merupakan- sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan
dikembangkan atau dirakit untuk ménciptakan jenis unggul atau kultivar baru”. Kemudian Pasal 1
angka 5 menyatakan bahwa “Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk
tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam
jenis yang sama”. Pasal 1 angka 4 menyalakan bahwa “Benih tanaman yang selanjumya
disebut benih, adalah 1anaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau
mengembangbiakkan tanaman”. Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa “ Pemuliaan tanaman adalah
rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian jenis dan/atau Varietas yang sudah ada alau
menghasilkan jenis dan/atau Varietas baru yang lebih baik”. Ibid.

** Lihat Pasal 8., Ibid.

! Lihat Pasal 9., 1bid.

** Lihat Pasal i 1., Ibid.

%% Lihat Pasal 54.,Ibid

7 Lihat Pasal 55 ayar (2), Ibid.
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Ketentuan di dalam UU No.12 Tahun 1992 telah ditindaklanjuti oleh ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Pembenthan Tanaman
(PP No.44 Tahun 1995). '

Sistematika PP No.44 Tahun 1995 terdiri dari 9 Bab dan 50 Pasal.®
Pembentukan ketentuan PP No.44 Tahun 1995 dilatarbelakangi oleh keinginan
dari Pemerintah Indonesia untuk melindungi plasma nutfah yang merupakan
bahan dasar dalam kegiatan pemuliaan tanaman, Plasma nutfah juga sangat
menentukan bagi perolehan benih tanaman yang bermutu. PP No.44 Tahun 1995
telah menetapkan bahwa plasma nutfah dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan
untuk kemakmuran rakyat Ir'ndome‘si'::r229 Plasma Nutfah yang dikuasai oleh
negara merupakan plasma nutfah yang berasal dan Indonesm dan bukan hasil
rekayasa.>*” Plasma nutfah yang - berasal dari Indonesxa Atersebut merupakan
varietas lokal; Setlap warga negara atau badan hukum Indonesia dan Pemerintah
Indonesia dapat rnela.kukan pencarian, pengumpulan, pema.nfaatan dan pelestana.n
plasma nutfah untuk keperluan pemuliaan tanaman.?!

Varietas tanaman yang baru dan memiliki sifat unggul sangat- dlbutuhkan
di dalam 51stem budldaya tanaman. Varietas unggul dapat berasal dan varietas
baru maupun “Varietas lokal 22 Vanetas baru diperoleh melalul kegiatan
persilangan,’ muta51, gen, rekayasa genetika sedangkan varietas lql(;al diperoleh
melalui proses seleksi secara turun temurun.®®  Ketentuan hukum di dalam
PP No.44 Tahun 1995 akan memudahkan usaha pernuhaan tanaman dalam rangka
menemukan vanetas tanaman yang, unggul o _ _

Ketentua.n hukum di dalam UU.No.12- Tahun 1992 .telah menga.kun perlunya
pemberian penghargaan kepada"pengmu vdrietas (pemulia tanaman) walaupun
UU No.12 Tahun 1992 tidak membéﬁ'kan perlindungan hak khusus kepada

penemu varietas tanaman tersebut. Ketentuan UU No.12 Tahun 1992 belum dapat

**® Indonesia, Peraturan Pemeriniah Tentang Perbenihan Tanaman, UU No.44 Tahun 19935,
LN No. 85 Tahun 1995, TLN. No. 3616.

22 | ihat Pasal 3 ayat (1). Ibid.

9 ihat Penjelasan Pasal 3 ayat (1)., Ibid.
B! Lihat Pasal 5., Ibid.

P2 Lihat Pasal 18., Ibid.

331 ihat Penjelasan Pasal |8 ayat (1)., Ibid.
4] ihat Penjelasan PP No.44 Tahun 1995,
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mendukung industri perbenihan di Indonesia untuk berkembang dan memiliki
kemampuan untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Hal tersebut
disebabkan karena UU No.12 Tahun 1992 lebih memusatkan perhatian terhadap

pengaturan mengenai budidaya, distribusi dan pemasaran varietas tanaman.

3.2.2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan

Varietas Tanaman (UU No.29 Tahun 2000)

UU No.29 Tahun 2000 disusun dan diberlakukan oleh Indonesia untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, petani, pemulia dan industri perbenihan
sekaligus menmgkatkan keglatan pemuhaan tanaman di Indonesia. Pembentukan
UU No.29 Tahun 2000 dllatarbela.kangl oleh ‘berlakunya Undang-Undang
Nomor 5 Tahu__x_l_-__-\}994 (UU No. § Tahun 1994) tentang Pengesahan United
Nations Convention on IB?O‘ibgicai Divérsig) (CBD)M dan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun. 1994.”*¢ Ketentuan di dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs
Agreement; _te:l'{;h‘ -I_n'é-mbolehl_can negara-negara anggota WTO untik secara bebas
mengatur ﬁé‘féli melalui -sistem sui generis sebagai perlindungan hukum terhadap
pcnemua.n vanetas tanaman yang baru.’*’ Ketentuan tersebut menjadl dasar
bagi Indonesm untuk mengatur sistem. PVT sesuai dengan ‘karakteristik
masyarakaf; Iridonesia sekaligus juga' untuk menjalankan kewdjiban Tndonesia
sebagal negara"' anggota WTO. Siéfem PVT di Indonesia juga perlu diatur agar
hak pemulia tanaman dan pemegang hak PVT diberikan perlindungan hukum atas
kekayaan mtelcktualnya yang telah menghas:lkan varietas tanaman yang baru.

Perdagangan mtemasmnal yang-dilakukan dalam kerangka kerJasama WTO
telah menyebabkan kualltas;hasu .produk- Indonesia harus ditingkatkan agar tetap
dapat bersaing di pasar domestik maupun pasar internasional. Indonesia telah
memiliki kesempatan untuk mengekspor hasil produk pertanian ke negara-negara

anggota WTO tanpa mendapatkan hambatan perdagangan. Indonesia juga harus

55 Indonesia, Undang-Undang Tentang Pengesahan United Nations Conveniion on
Biological Diversity {Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Keanckaragaman Hayatj),
UU No. 5 Tahun 1994, LN No. 41 Tahun 1994, TLN, No. 3556.

D¢ Indonesia, Undang-Undang Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World
Trade Organization (Persetujuan Pembeniukan Organisasi Perdagangan Dinia), UU No. 7
Tahun 1994, LN No. 57 Tahun 1994, TLN. No. 3564,

7 Lihat Pasal 27 ayat (3) butir b TRIPs Agreement.
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bersaing dengan produk pertanian dari luar negeri yang masuk ke pasar domestik
Indonesia. Indonesia memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas hasil
produk pertanian sehingga Indonesia dapat meneegah kemungkinan produk
pertanian dari luar negeri mengambil pasar domestik di Indonesia.

Sistematika ketentuan UU No0.29 Tahun 2000 terdiri dani 12 Bab dan
76 Pasal.”® Ketentuan di dalam UU No.29 Tahun 2000 juga memuat definisi

. . . 2 .
mengenai perlindungan varietas tanaman®’, varielas tanamanZ‘°

, pemuliaan
tanaman®'' dan pemulia tanaman.?** UU No.29 Tahun 2000 telah mengatur bahwa
varietas tanaman yang dapat diberi PVT meliputi varietas dari jenis atau spesies

tanaman yang baru, umk seraga.m stab11 dan diberi nama’?* PVT dapat

diberikan kepada va.netas da.rl emua spe51es tanaman baik ya.ng diperbanyak
seeara generatif maupun seeara N‘Jegetatlf yang telah memenuhl persya.ratan baru,
unik, seragam-dan s_tz_ibxl.

Varietas tanaman akan dianggap sebagai varietas baru apabila pada saat
penerimaan -permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau Hasil-- panen dari
varietas tersebut belum ‘pernah diperdagangkan di Indonesia. Bahan. perbanyakan
atau ha511 panen da.rl varietas” tersebut sudah diperdagangkan: dl dala.m negeri
dengan J_a.ngka waktu tidak leblh dari setahun maka varietas tana.man tersebut
tetap diéﬁggaﬁ baru. Varietas tanaman juga tetap dianggap sebagai varietas baru
bila varietas ftersebut sudah . dipérdagangkan di Juar negeri --ti'dak' lebih dari
4 (empat) fahin untuk tanaman =semusnm dan 6. (enam) tahun-urituk tanaman
tahunan 2* PVT hanya dapat dlbenka.n terhadap genotipe tanaindn secara utuh
atau bagian dan penggunaannyat PVT tidak dapat diberikan terhadap proses untuk

28 1 ihat UU No. 29 Tahun 2000.

B9 Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT adalah perlindungan
khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya
dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap Varietas tanaman yang
dihasilkan oleh pemulia tanainan melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Lihat Pasal 1 angka 1.,
Ibid.

#91ihat Pasal 1 angka 3., Ibid.
*! Lihat Pasal 1 angka 4., Ibid.
#2ihat Pasal 1 angka 5., Ibid.
3 {_iha1 Pasal 2 ayat 1., Ibid,
** Lihat Pasal 2 ayat 2., Ibid.
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menghasilkan genotipe tersebut. Jangka waktu PVT adalah 20 (dua puluh) tahun
untuk tanaman semusim dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan
sejak tanggal pemberian hak PVT.>*® Pemegang hak PVT memiliki hak untuk
menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang lain atau badan hukum
lain untuk menggunakan varietas tanaman yang telah dilindungi oleh PVT.2
Varietas tanaman akan dianggap sebagai varietas tanaman yang unik bila
varielas tanaman tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain
pada saat penerimaan permohonan hak PVT.*? Varietas tanaman akan dianggap
sebagal varietas yang seragam apabila sifat-sifat utama varietas tersebut
sudah terbukti seragam meskjpun bervariasi sebaga1 akibat dant cara tanam dan

lingkungan yang berbeda beda 248 Varietas tandman - ‘juga dianggap sebagai

5 pasal 4 UU No.29 Tahun 2000 menyatakan bahwa “(1) Jangka waktu PVT : a. 20 (dua
puluh} tahun untuk tanaman semusim; b. 25 (dua puluh lima} tahun uniuk tanaman tahunan. (2)
Jangka wakwm PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihilung sejak tanggal pemberian hak
PVT. (3) Sejak tanggal pengajuan permohonan hak PVT secara lengkap diterima Kantor PVT
sampai dengan’ diberikanhak tersébut, kepada pemohon diberikarn perlindungan sementara”. Ibid.

¢ Pasal 6 UU N0:29 Tahun 2000 menyatakan bahwa “(1) Pemegang hak PVT memiliki hak
untuk mcnggunakan dan’ memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum fain untuk
menggunakan - Varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasx (2)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat. (1} berlaku juga untuk: a. Varietas turunan esensial
yang berasal dari suatu Varietas yang dilindungi atau Varietas yang telah -terdaftar dan diberi
nama; hb. Vanetas yang tidak dapat. dibedakan secara jelas dari Varietas yang dilindungi
sebagalmana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); €. Marietas yang diproduksi -dengan selalu
menggunakan Varietas yang-dilindungi. (3) Hak untuk menggunakan Varietas sebagaimana yang
dimaksud pada..ayat . (1) mellpuu kegialan; a. memproduksi: atau memperbanyak benih; b.
menyiapkan untuk tujuan ‘propagasi; c. mengiklankan; d. menawarkan; ‘e. menjual atau
memperdagangkan; " f. - mengékspor; g. mengimpor; h. mencadangkan - untuk  keperluan
sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, ¢, d, e, f, dan g (4) Penggunaan hasil panen yang
digunakan untuk propagasi-sébagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berasal dari Varietas yang
dilindungi, harus mendapat -persetujuan dari pemegang hak PVT. (5) Penggunaan Varietas
turunan esensial sebagaimana dimaksud-pada ayat (2), harus mendapat persetujuan dari pemegang
hak PVT danfatau pemilik Varietas asal dengan ketentuan sebagai berikut: a. Varietas turunan
esensial berasal dari Varietas yang telah mendapat hak PV T atau mendapal penamaan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan merupakan Varieras turunan esensial
sebelumnya; b. Varietas tersebut pada dasarmya mempertabankan ekspresi sifat-sifat esensial dari
Varietas asal, tetapi dapat dibedakan secara jelas dengan Varielas asal dari sifat-sifal yang timbul
dari tindakan penurunan itu sendiri; ¢. Varielas turunan esensial sebagaimana dimaksud pada butir
a dan butir b dapat diperoleh dari mutasi alami atau mutasi induksi, variasi somaklonal, seleksi
individu tanaman, silang balik, dan transformasi dengan rekayasa genetika dari Varietas asal. (6)
Varietas asal untuk menghasilkan Varietas turunan esensial harus telah diberi nama dan didaftar
oleh Pemerintah. (7) Ketentan penamaan, pcndafiaran dan penggunaan Varielas sebagai,
Varietas asal unuk Varietas turunan esensial sebagainana dimaksud pada avat (5) dan ayat (6),
seria instansi yang diberi rugas untuk metaksanakannya, diatur lebih lanjut oleh Pemerintah. Ibid.

7 Lihat Pasal 2 ayat 3., 1bid.
**® Lihat Pasal 2 ayat 4., Ibid.
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varietas yang stabil bila sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam
seeara berulang-ulang atau varietas tanaman yang digunakan untuk diperbanyak
melalui siklus perbanyakan khusus maka varietas tersebut tidak mengalami
perubahan pada setiap akhir siklus tersebut.?®® UU No.29 Tahun 2000 juga
mengatur mengenai varietas tanaman yang tidak dapat diberi perlindungan.250
Varietas lokal diatur dan dilindungi seeara hukum di Indonesia melalui
UU No.29 Tahun 2000. Perlindungan hukum terhadap varietas lokal tersebut telah
sesuai dengan MNatural Law Theory (doktrin hukum alam). Hal ini disebabkan
karena perlindungan terhadap varietas lokal juga sekaligus diterapkan untuk
melindungi hak masyarakat lokal -ataw masyarakat tradisional.”*' Varietas lokal
sebagai SDG tanaman mlllk masyarakat dlkuasa1 oleh negara yang dilaksanakan
oleh Pemerintah. (Kementcnan Pertaman Gubernur, Bupati dan Walikota).
Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk -memberikan penamaan terhadap
varietas lokal.”** Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan identifikasi varietas
lokal sebagal SDG tanaman. Varietas lokal meripakan varietas tanaman yang
telah ada dan. dlbudldayakan secara turun temurun oleh petani dan’ masyarakat
sehingga- mc_l_l_}a'dr' milik masyarakat secara bersama-sama.’” Pemul_la--tana.man

yang telah mefighasilkan varietas unggul hasil pemuliaannya  maka .pemulia

29[ ihat Pasal 2 ayar 5, Ibld

20 Varjetas yang~ ‘tidak dapat diberi- PVT adalah Varietas yang penggunaannya bertentangan
dengan peraturan. pefundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma
agama, kesehatan, dan kélestarian lingkungan hidup,Lihat Pasal 3. Ibid.

Bl Sardjono, Pengéra_huari Tradisional, 26.

B2 pasal 7 UU No.29 Tahun 20_00_' menyatakan bahwa “ (1) Varietas Lokal milik masyarakat
dikuasai oleh Negara. (2) Penguasaan Oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Pemerintah. (3) Pemerintah berkewajiban memberikan penamaan terhadap
Varietas Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4} Ketentuan penamaan, pendaftaran dan
penggunaan Varietas Lokal ,sebagaimana dimaksud pada ayat (1), avar (2), dan ayat (3),
serta instansi yang diberi tugas untuk melaksanakannya, diatur lebih lanjut oleh Pemerintah”.
Lihat Pasal 7 UU No. 29 Tahun 2000

3 Penjelasan Pasal 7 UU No.29 Tahun 2000 menyatakan bahwa ** Ayat (1) Yang dimaksud
dengan Varielas Lokal adalah Varietas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun
oleh petani, serta menjadi milik masyarakat. Avat (2) Pengertian pelaksanaan penguasaan Varietas
Lokal oleh Pemerintah meliputi pengaturan hak imbalan dan penggunaan Varietas tersebut dalam
kaitan dengan PVT serta usaha-usaha pelesiarian plasma nutfah. Ayat (3) Dalam rangka penamaan
Varietas Lokal yang bersifat spesifik tokasi, perlu diperhatikan ketentuan penamaan yang terkait
dengan deskripsi, asal-usul, dan lokasi. Ayat (4) Yang dimaksud dengan penggunaan Varietas
Lokal mencakup antara lain kepernilikan dan pengaturan manfaat ekonomi bagi masyarakat
pemilik Varietas Lokal. Ibid.
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tersebut berhak mendapatkan bagian keuntungan berupa imbalan ekonomi atas
pemanfaatan varietas tanaﬁan hasil pemuliaannya oleh pihak lain.*** Pemanfaatan
varietas tanaman yang telah dilindungi oleh PVT tidak diangpap sebagai bentuk
pelanggaran hak PVT jika pemanfaatan tersebut tidak untuk tujuan komersial dan
kegiatan penelitian. Pemerintah bila ingin menggunakan varietas tanaman
yang telah dilindungi oleh PVT dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan
obat-obatan maka Pemerintah tetap harus memperhatikan hak-hak ekonomi dari
pemegang hak PVT tersebut.””> Ketentuan di dalam UU No.29 Tahun 2000 juga
masih membolehkan petani kecil untuk menggunakan varietas tanaman yang
sudah dilindungi oleh hak PVT asalkan-hanya untuk ditanam di lahannya sendiri
serta tidak untuk tu_‘uan memperdagangkan vanetas tanaman yang telah dilindungi
oleh PVT tersebut Pa.ra penehtl maupin pemulla tanaman dapat menggunakan
atau memanfaatk—an varietas tanaman yang telah dilindungi hak PVT untuk
penelitian serta perakitan varietas tanaman yang baru dengan memberitahukan
kepada pemegang hak PVT atas varietas hasil pemuliaannya,

Ketenruan ‘di dalam UU No.29 Tahun 2000 telah dltmdaklan_]utl ‘melalui
Peraturan-Pe‘ir_l'érintah Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Penalnaan;-Pendaﬁaran
dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Tuninan Esensial
(PP No.13; Tahun 2004).* Varietas lokal dan varietas hasil pemuliaan dapat

4 Pasal 8 UU No.29 Tahun 2000 menyatakan bahwa * (1) Pemulia yang menghasilkan
Varietas sebagaimana dimaksud .dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) berhak untuk mendapatkan
imbalan yang layak dengan.memperhatikan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari Varietas
tersebut. (2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan: a. dalam jumlah
tertentu dan sekaligus; b; berdasarkan persentase; c¢. dalam- bentuk gabungan antara jumlah
tertentu dan sekaligus dengan hadidh atau bonus; atau d. dalam bentuk gabungan antara
persentase dengan hadiah atau bonus, yang besarnya ditetapkan sendiri oleh pihak-pihak yang
bersangkutan.(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama sekali tidak menghapuskan
hak pemulia untuk tetap dicantumkan namanya dalam seriifikat pemberian hak PVT. Ibid.

* pasal 10 UU No.29 Tahun 2000 menyaakan bahwa “(1) Tidak dianggap sebagai
pelanggaran hak PVT, apabila:a.penggunaan sebagian hasil panen dari Varietas yang
dilindungi,sepanjang tidak untuk tujuan komersial; b, penggunaan Varictas yang dilindungi untuk
kegiatan penelitian, pemuliaan tanaman, dan perakitan Varietas baru; c. penggunaan oleh
Pemerintah atas Varietas yang dilindungi dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-
obatan dengan memperhatikan hak-hak ekonomi dari pemegang hak PVT. (2) Ketentuan
mengenai penggunaan oleh Pemerintah atas Varietas vang dilindungi sebagaimana dimaksud pada
ayai (1) butir ¢ diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah™. Ibid.

236 Indonesia, Peragturan Pemerintah Tentang Penamaan, Pendaftaran dun Penggunaan
Varietas Asal Untuk Pembuatan Varieias Turunan Esensial, UU No.13 Tahun 2004, LN No. 30
Tahun 2004, TLN. No. 4376. Lihat Pasal 6 ayat (7) dan Pasal 7 ayal {4).
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digunakan untuk menghasilkan VTE.**’ Varietas lokal meliputi varietas asli milik

Indonesia dan varietas yang berasal dari luar negeri tetapi telah dibudidayakan

secara turun-temurun oleh petani serta menjadi milik masyarakat setempat.25 §

Ketentuan mengenai penamaan terhadap varietas lokal diatur di dalam Pasal 4.2%
Pihak yang berwenang untuk mewakili masyarakat sebagal pemilik varietas
lokal ditentukan berdasarkan wilayah geografis varietas lokal tersebut.?®® Bupati,
Walikota, Gubernur dan Kementerian Pertanian merupakan pihak yang berhak

mewakili masyarakat sebagai pemilik atas varietas lokal tersebut.2®!

®7Tpasal 3 PP No.|3 Tahun 2004 menyatakan bahwa® (1) Varietas Asal yang digunakan untuk
membuat Varietas Turunan:, Esensial”dapat berupa: a. Varietas Lokal; atau b. Varietas Hasil
Pemuliaan, baik yang dibéfi-maupun’ tidak diberi PVT. (2) Varietas Lokal atan Varietas Hasil
Pemuliaan yang tidak diberi PV.T sebagaimana dimaksud pada .ayat (1) harus diberi nama dan
didaftar terlebih dahuin oleh Kantor PVT sebelum digunakan sebagai Varielas Asal untuk
membuat Varietas Turunan Esensial, 1bid.

¥penjelasan Pasal 3 Ayat (1) huruf a bahwa “Varietas Lokal meliputi Varietas asli Indonesia
dan Varietas yang berasal dari luar negeri tetapi telah dibudidayakan secara turun-temurun oleh
Petani serta menjadi milik masyarakat setempat”. 1bid.

#pasal ¢ PP ‘No.13 Tahun 2004 menyatakan bahwa” Penamaan Varietas Lokal harus
memenuhi  persyaratan sebagai berikut: a.mencerminkan identitas Varietas Lokal yang
bersangkutan; b. tidak menimbulkan keracunan karakteristik, nilai atau identitas suagy Varietas
Lokal; c. “fidak telah- digunakan untu]-c nama Varietas yang sudah ada; d. ‘tidak menggunakan nama
orang terke wetidak menggunakan:fiama alam; f. .tidak menggunakan Jambang- -negara; dan/atau
g. tidak menggunakan merek dagang’ untuk barang dan j jasa yang dihasilkan-dari bahan: propagasi
seperti benifi:ataue bibit. atau bahan yang dlhasﬂkan dan ‘Varietas [ain, jasa-transportasi atau
penyewaan tanaman” 1bid.

Pen_;elasan Pasal 5 Ayat (1) hurufa bahwa * Pewakilan kepentingan masyarakat pemilik
Varietas Lokal ditentukan berdasarkan sebaran-geografis Varietas Lokal yang bersangkutan yaitu
dalam hal suatu Varietds Lokal berada pada suatu daerah Kabupaten/Kota maka yang mewakili
kepentingan tersebut.adalah Bupati/Walikota yang bersangkutan, dalam hal suate Varietas Lokal
berada pada lebih dari satu Kabupaten/Kota dalam satu propinsi maka yang mewakili kepentingan
tersebut adalah Gubernur yang-bersangkutan, sedangkan apabila keberadaan suatu Varietas Lokal
lintas propinsi maka yang mewakili kepentingan tersebut addlah Kantor PVT. Pewakilan
kepentingan masyarakat pemilik suatu Varietas Lokal dimulai dari pemberian nama Varietas
Lokai. Ibid.

%1 pasal 5 PP No.13 Tahun 2004 menyatakan bahwa” (1) Bupati/Walikota atau Gubernur
bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan masyarakat pemilik Varietas Lokal di
wilayahnya memberikan nama Varietas Lokal berdasarkan persyaratan penamaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4. (2) Bupati/Walikota atan Gubernur mendafiarkan Varietas Lokal yang
telah diberi nama kepada Kantor PVT. (3) Kantor PVT mendafiar Varietas Lokal sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) dalam Daftar Umnum PVT dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari sejak Pendaftaran disampaikan olell Bupati/Walikota atau Gubernur. (4} Dalam hal
nama Varietas Lokal tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimnaksud dalam Pasal 4, maka
Kantor PVT memberikan saran perbaikan nama Varietas Lokal tersebut secara lertulis dalam
jangka waktu paling lama 30 (liga puluh) hari sejak pendafiaran disampaikan oleh
Bupati/Walikota atau Gubernur. (5} Apabila dalam jangka wakuw paling lama 3 (iiga) bulan
terhitung sejak tanggal saran perbaikan nama Varietas Lokal dari Kantor PVT sebagaimana
dimaksud pada ayat (4). Bupati/Walikota atan Gubernur tidak memberikan tanggapan, maka
pendafiaran tersebut dianggap ditarik kembali. Ibid,
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Indonesia telah berusaha untuk mengatur mengenai berefit sharing di dalam
sistem PVT. Bene/it sharing merupakan imbalan ekonomi yang diberikan kepada
masyarakat sebagai pemilik komunal atas varielas lokal karena varietas lokal
tersebut digunakan sebagai varietas asal di dalam pemuliaan tanaman sehingga
menghasilkan VTE yang memiliki nilai ekonomi. Benefit sharing telah diatur
di dalam ketentuan PP No.13 Tahun 2004.%* Benefit sharing diharapkan dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal di Indonesia sebagai pemilik
komunal atas varietas lokal sekaligus ‘juga sebagai bentuk pengharpaan atas
peranan masyarakat dalam melestarikan varietas lokal sebagai SDG tanaman
(plasma nutfah). Hak komunal yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia untuk
mendapatkan benefit sharing dapat diwakili melalii Kementerian Pertanian,
Gubernur, Bupati dan ‘Walikota ketika perjanjian benefit sharing tersebut dibuat
dengan pihak lain :yang ingin memanfaatkan varietas lokal sebagai varietas asal
dalam menghasilkan VTE. 2%

Masyarakat lokal di Indones:a sebagai pemilik atas vanetas lokal memiliki

hak untul( mendapatkan baglan benef t .s‘harmg atas penggunaan vanetas lokal

sebapai vanetas asal oleh plhak ldin tanpa memberikan kompensa51 benefit

sharing kepada masyarakat lokal di Indonesia maka pemanfaatan varietas lokal

tersebut telah diangpap sebagai bentuk pelanggaran ajaran moral yang baik.**

%2 pasal 9 PP No.13 Tahun 2004 menyatakan bahwa™ (1) Setiap orang atau badan hukum
yang akan menggunakan suatu Varietas Lokal sebagai Varietas Asal untuk pembuatan Varietas
Turunan Esensial wajib membuat perjanjian terlebih dahulu dengan Bupati/Walikota, Gubemnur,
atau Kantor PVT yang mewakili @ kepentingan masyarakat pemilik Varietas Lokal yang
bersangkutan. (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dihadapan notaris.
(3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat ketentuan
mengenai: a, nama dan alamat atau tempat kedudukan orang atau badan hukum pembuat
Varietas Turunan Esensial; b. hak dan kewajiban para pihak; c.Cara penyelesaian sengketa yang
mungkin terjadi di antara para pihak. (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
mengatur tentang imbalan bagi masyarakat pemilik Varietas Asal yvang diperoleh dari Varietas
Turunan Esensial yang bahan dasamya Varietas Lokal. Ibid.

% pasal 10 PP No.13 Tahun 2004 menyatakan bahwa” (1) Dalam hat perjanjian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 mengatur teniang imbalan bagi pemilik Varietas Asal, maka imbalan
tersebut digunakan unuk: a. peningkatan kesejahteraan masyarakat pemilik Varietas Lokal; dan
b. konservasi Varietas Lokal yang bersangkutan dan upaya-upaya pelestarian plasma nutfah di
daerah tempal Varietas Lokal tersebut. (2) Bupati/Walikota, Gubernur atau Kantor PVT yang
mewakili kepentingan masyarakat pemilik Varielas Lokal melaksanakan penggunaan imbalan
sebagaimana dimmaksud pada ayat (1). 1bid.

264 ‘ .. .
Sardjono, Pengetahuan Tradisional, 25.
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Masyarakat lokal sudah semestinya mendapatkan kompensasi ekonomi dalam
bentuk benefit sharing atas pemanfaatan varietas lokal tersebut. Benefir sharing
terhadap pemanfaatan varietas lokal sudah sesuai dengan Nafural Law sehingga
bila tidak diberikan benefit sharing kepada masyarakat sebagai pemilik varietas
Iokal tersebut adalah salah dan tidak dibenarkan secara moral.”®® Varietas lokal
telah digunakan sebagai varietas asal untuk menghasilkan VTE maka masyarakat
lokal dapat memperoleh benefir sharing jika varietas lokal tersebut sudah diberi
nama dan didaftarkan terlebih dahulu di Kantor PVT. Varietas lokal merupakan
plasma nutfah (SDG tanaman) yang perlu dilestarikan di Indonesia. Varietas lokal
yang telah digunakan untuk menghasilkan VTE maka bagian dari keuntungan
ekonomi harus diberikan unt'ﬁk kesejahteraan masyarakat Jokal sekaligus juga
untuk kepentingan pelestarian vari‘étas lokal tersebut.

UU No.29 Tahun 2000 juga telah ditindaklanjuti oleh Peraturan Pemerintah
Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan
Varietas . Tanaman dan Penggunaan Varietas yang D111ndung1 Oleh Pemermtah
(PP No. 14 Tahun 2004) terutama ketentuan yang berkaitan” dengan per_|an_|1an
lisensi dalam bldang PVT.266 Ketentuan di dalam PP No.14 Tahun, 2004 mengatur
mengenai perjanjian lisensi untuk memberikan jaminan atas kepastlan "hukum bagi
semua plhak yang terlibat di- dalam perjanjian lisensi tersebut. Péxjénjian lisensi

berakhir bila sudah habis masa berlakunya sesuai dengan perjanjian, kesepakatan

5 Abbou, The Internatianal Intellectual Property System, 7.

26 pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa” Perjanjian Lisensi berisi hak yang diberikan oleh
pemegang hak PVT selaku pemberi Lisensi kepada penerima Lisensi untuk melaksanakan satu
atau lebih dari beberapa kegiatan: .a. memproduksi dan memperbanyak Benih; b. menyiapkan
untuk tujuan propagasi; c. mengiklankan; d.-menawarkan; e. menjual dan memperdagangkan; f.
mengekspor; g. mengimpor; h. mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir
a, b, c, d, e f dan g”. Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa “Perjanjian Lisensi dilarang:
a. memual ketentuan yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang
merugikan Negara; b. memuat pembatasan yang dapat menghambat kemampuan bangsa Indonesia
dalam menguasai dan mengembangkan pemuliaan lanaman pada umumnya; atau c. melebihi
Jangka waktu PVT yang bersangkutan™. Pasal 21 menyatakan bahwa” Pemberi Lisensi berhak: a.
menerima pembayaran royalti sesuai dengan perjanjian; b. melaksanakan sendiri haknya sepanjang
tidak diperjanjikan lain dalam hal perjanjian Lisensi bersifat tidak eksklusif; c. menuntut
pembatalan Lisensi dalam hal penerima Lisensi tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana
mestinya”. Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa “Perjanjian Lisensi berakhir karena: a. habis masa
berlakunya sesuai dengan perjanjian; b. kesepakatan kedua belah pihak; c¢. hak PVT-nya
dibatalkan oleh Kantor PVT; d. hak PVT-nya dicabut oleh Kantor PVT”. Lihat Indonesia,
Peraturan Pemerintah Temang Syarat dan Tata Cara Pengalihan  Perlindungan Vorietas
Tanaman dan Penggunaan Varieias yang Dilindungi Oleh Pemerintah, UU No.14 Tahun 2004,
LN No. 31 Tahun 2004. TLN, No. 4376.
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keduva belah pihak, hak PVT di dalam perjanjian lisensi sudah dibatalkan
atau dicabut oleh Kantor PVT Kementerian Pertanian. Ketentuan Pasal 33 di
dalam PP No.14 Tahun 2004 juga mengatur penggunaan varietas tanaman yang
dilindungi oleh pemerintah di.*®’ PP No.14 Tahun 2004 tidak memuat ketentuan
yang mengatur mengenai varietas lokal secara lengkap. Hal tersebut disebabkan
karena PP No.14 Tahun 2004 hanya memuat ketentuan mengenai pengalihan
perlindungan dan penggunaan varietas yang telah dilindungi oleh pemerintah.
Indonesia tetap memiliki kewajiban untuk memperhatikan dan melindungi
kepentingan masyarakat lokal yang memiliki hak komunal terhadap kepemilikan
atas varietas lokal tersebut. Pemanfaatan varietas lokal sebagai varietas asal harus
tetap memperhatikan -be-;lzqﬁt s‘h&ring éebagai bentuk kompensasi ekonomi yang
harus diterima oleh masyarakat lokal sebagai pemilik varietas lokal tersebut.
Benefit shaning"‘héfufé-idil'aksaﬁakan di Indonesia karena jika' tidak dilaksanakan
maka akan menimbulkan ketidakadilan hukum terhadap masyarakat lokal di
Indonesiéa’zﬁa-Kééailan bagi masyarakat lokal di Indonesia mefhpg&éﬁ.,:landasan
moral bag‘i'fpelmben,tukan-hukum nasional termasuk hikum dél:ajmi" blda.ng HKI
dan PV-*[?-;""Ni'laia:_fnor‘al dengan hukum nasional memiliki ké;tei-kai"tah'k:aféna rasa
keadilan ha:us selaras dengan ‘moral.?®’ Indonesia harus tetap mengutamakan dan
memperii‘ét’ik'én-kepentingan’- masyarakat lokal di Indonesia termasuk aspek hak

komunal masyarakat atas kepemilikan terhadap varietas lokal tersebut.

7 Pasal 33 PP No.14 Tahun 2004 menyatakan bahwa™ (1) Pemerintah dapat menggunakan
Varietas yang dilindungi milik seseorang atau suatu badan hukum untuk melaksanakan kebijakan
pengadaan pangan dan obai-obalan bagi kepentingan umum. (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah apabila terjadi kerawanan pangan dan/atau ancaman
terhadap kesehatan karena terjadi kelangkaan produksi Benih bahan pangan dan/atau tanaman
bahan obat-obatan yang bersifat pokok dan rnerupakan hajat hidup orang banyak. (3) Penggunaan
oleh Pemerintah tersebur harus tetap memperhatikan hak ekonomi dari pemegang hak PVT yang
bersangkutan dengan cara pemberian imbalan yang wajar kepada pemegang hak PVT.
(4) Besarnya imbalan yang diberikan kepada pemegang hak PVT sebagaimana dimaksud pada
ayal (3) ditetapkan oleli Menteri berdasarkan kesepakaian dengan pemegang hak PVT setelah
memperhatikan pendapat Menteri Keuangan. Ibid.

% Sardjono, Pengeiahuan Tradisional, 26-28.

9 1hid., 27.
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BAB IV
ANALISA YURIDIS TERHADAP
VARIETAS LOKAL DI INDONESIA DITINJAU DARI TRADE RELATED
ASPECT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (TRIPs) DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG
PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN (PVT)

4.1 Analisa Yuridis Terhadap Varietas Lokal Di Indonesia Ditinjau Dari
Trade Related Aspect Of Intellectual Property Rights (TRIPs)
4.1.1 Varietas Lokal Diatur Di Dalam Hukum Nasional Indonesia
Varietas lokal wéj,ib-_dilindungi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena
varietas lokal merupakan-SDG tapaman yang diwariskan secara turun temurun
di dalam maSyérakat Indonesia. Varietas lokal sebagai SDG tanaman dapat
dimanfaatkan. dalam peﬁgernbangan ekonomi terutama di sektor pertanian. Alasan
tersebut yang mehjadi dasar bagi Indonesia untuk ikut Iserta di ﬂalamgeanvenrion
on Bio!Qgicql'z-Diversi:y 1993 {CBD) sehingga Indonesia meng’:c_l:kui. -kédudukan
varietas ToKal:sébagai- aset kékayaan hayati yang layak diakui dan dilindongi.
Negara- maju -sering menggunakan varietas lokal milik ne'g'ara"bérkembang
dan ncg::ara miskin sebagal varietas asal dalam menghasilkan vari’étéis_.yﬁng baru
dan memiliki sifat unggul. Hal tersebut dilakukan oleh negara maiju'ka.rena negara
maju ingin meningkatkan dan menjaga kualitas hasil produksi pertanian meialui
ketersediaan varietas yang unggul. Varietas lokal merupakan varietas asal yang
paling penting bagi”—perﬁulia tanaman untuk mengembangkan dan melakukan
pemuliaan tanaman. Petani di ‘Indonesia dapat melakuican adaptasi tanaman
budidaya dengan menggunakan vaﬁetas lokal yang unggul sesuai dengan
perubahan lingkungan daﬁ kebutuhan produktivitas di sektor pertanian.
Pemanfaatan atas varietas lokal harus memberikan benefit sharing kepada
masyarakat lokal di Indonesia ditinjau dari Narural Law (Hukum Alam). Hal ini
dijelaskan oleh Prof Agus Sardjono yang menyatakan bahwa “....pengambilan
dengan tidak mmemberikan kompensasi bagi pemiliknya adalah suatu tindakan

vang tidak dapat dibenarkan karena melanggar ajaran moral yang baik”.?’

ki - P =
*® Sardjono, Pengetalman Tradisional, 25.
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Varietas lokal juga digunakan oleh pemulia tanaman untuk menghasilkan VTE
sehingga VTE yang unggul tersebut dapat membantu peningkatan kualitas hasil
produksi pertanian di Indonesia yang akan diekspor ke negara lain. Peningkatan
kualitas tersebut disebabkan karena varietas lokal di Indonesia memiliki sifat
unggul. Varietas lokal di Indonesia sangat penting untuk dilestarikan sehingga
peran serta masyarakat lokal perlu diberikan penghargaan berupa kompensasi
secara ekonomi atas jasanya dalam melestarikan varietas lokal tersebut.

Nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong masih dianut oleh sebagian
besar masyarakat Indonesia terutama di pedesaan. Sila kelima di dalam Pancasila
juga bertujuan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini
juga dijelaskan oleh Prof Agus Sardjono bahwa “Masyarakat Lokal Indonesia
pada umumnya masnh menjunjung tmgg1 kebersamaan sebagmmana ditegaskan
pula di dalam Preambule Konstitusi Indonesia”.2”" Masyarakat Indonesia sebagai
masyarakat di negara agraris memiliki pandangan hidup gotong royong dan nilai
kebersamaan berkaltan dengan kepemilikan- terhadap benda sebagaunana yang
telah duelaska.n di’ dala.m Bab III. Hal ini dapat dijadikan sebagai dasar keblja.kan
untuk m_c_nggtur--m‘engenal perlindungan terhadap varietas lokal di Indonesia.

Indonesiﬁ sebagai negara anggota WTO berkewajiban untuk merighilangkan
segala ben,t_ﬁk hambatan terhadap perdagangan internasional. Indonesia harus bisa
menyelaras;}ganfi'hukum nasional dengan kewajiban internasional di- dalam WTO
sehingga Indonesia tidak mendapatkan kecaman, keberatan dan tuntutan dari
negara anggota WTO lainnya. Hal ini perlu diperhatikan.oleh.-_Ihdonesia karena
WTO memiliki sistém retaliasi melaluj DSB. Indonesia j'uga memiliki kewajiban
untuk mematuhi ketentuah TRIPs Agreement dalam aspek HKI. Perlindungan
hukum terhadap varietas lokal memang tidak diberikan oleh TRIPs Agreement.
Ketentuan TRIPs Agreement bertujuan untuk mengatur mengenai perlindungan
terhadap hak individual yakni HKI. HKI di dalam TRIPs sangat berbeda dengan
nilai-nilal yang terdapat di masyarakat Indonesia sebagaimana telah dibahas
di dalam Bab III. Nilai-nilai di masyarakat lokal tcrsebut tidak menghalangi
kewajiban Indonesia untuk menghilangkan segala bentuk hambatan di bidang

perdagangan Internasional dalam kerangka kerjasama WTO.

7 bid,, 41,
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Sektor pertanian di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting karena
produk pertanian yang diekspor ke luar negeri akan menghasilkan sumber devisa
sekaligus menyediakan lapangan pekerjaan bagi sebagian besar masyarakat di
Indonesia. Hal ini juga dapat dijadikan alasan bagi Indonesia untuk melindungi
varietas lokal sebagai SDG tanaman sekaligus juga untuk melindungi hak petani
di dalam hukum nasional Indonesia. Varietas lokal (SDG tanaman) memiliki
peranan penting di dalam sistem budidaya tanaman di Indonesia sebagaimana
dijelaskan oleh Bagan 1 sebagai berikut :

. Bagan.]. Plasma Nutfah/SDG Tanaman

Sumber data: Biro Hukum dan Humas Kementerian Pertanian.?”

Bagan | sebagaimana digambarkan di atas telah menjelaskan bahwa penyediaan
SDG tanaman dapat berasal dari dalam negeri dan luar negeri. SDG tanaman dari
luar negeri diperoleh dengan cara pemasukan benih atau materi induk melalui

introduksi sehingga SDG tanaman tersebut dapat digunakan untuk budidaya

* Biro Hukum dan Humas Kementerian Perianian, “Sumberdaya Genetik Dalam Hukum
Perianian” (presentasi disampaikan pada sosialisasi Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Plasma Nutfah Dan Perlindungan Varietas Tapaman, Samarinda, Kalimantan Timur, Januari
Tahun 2006).
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tanaman. SDG tanaman dari dalam negeri dapat berasal dari pemanfaatan maupun
pelestarian. Pemanfaatan tersebut dilakukan melalui pemuliaan dan kegiatan
tukar menukar SDG tanaman. Hal ini juga dapat digunakan sebagai bentuk upaya
pelestarian atas varietas lokal (SDG tanaman) tersebut. Pemanfaatan varietas lokal
(SDG tanaman) di dalam sistem budidaya tanaman di Indonesia diatur melalui
UU No. 12 Tahun 1992 dan UU No. 29 Tahun 2000. Pemuliaan sebagai bagian
dari pemanfaatan SDG tanaman akan menghasilkan varietas baru. Varietas baru
tersebut dapat memperoleh hak PVT bila telah memenuhi persyaratan di dalam
ketentuan UU No. 29 Tahun 2000 sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam
Bab III. UU No. 12 Tahun 1992 telah menentukan bahwa peredaran varietas harus
dilepas terlebih dahulu menjadl benih bina sebelum dlperdagangkan di dalam
budidaya tanaman UU No. 12 Tahun 1992 - merupakan dasar hukum untuk
mengatur peredaran. benih (varietas) di Indonesia dan UU No. 2_9 ‘Tahun 2000
digunakan sébagai dasar hukum untuk berefir sharing kepada masyarakat lokal.
Berlakunya UU No 12 Tahun 1992.dan UU No. 29 Tahun. 2000 tersebut dapat
menmgkatka.n potensn pertanian di Indonesia terutama pemanfaatan atas ‘variefas
lokal dan: snstem budidaya tanaman. E
Vanetas ‘lokal (SDG tanaman)- telah dilindungi oleh Indonesna melalui
UU No.' ‘-S"-T:‘ahul_l. 1994 yang telah meratifikasi ketentuan CBD’ Ratlﬁkasx CBD
tersebut dija_dikém landasan hukﬁin_i:oagi Indonesia untuk mengatur ‘mengenai
pembagian keuﬁtugga.n;(beneﬁr-_.{h‘an‘ng).yang -adil terhadap maﬁjafékat lokal.2”
Ratifikasi CBD' ini.dijadikan argumentasi oleh Indonesia untuk memperjuangkan
benefit shar:'ng untuk‘ masyarakat lokal sekaligus juga melestarikan varietas lokal.
Hal tersebut sangat penting untuk mengantisipasi pemanfaatan varietas lokal milik
Indonesia oleh pihak lain maupun negara-negara anggota WTO lainnya. Negara
anggota WTO bila ingin menggunakan varietas lokal milik Indonesia maka negara
tersebut harus memberikan manfaat ekonomi (benefir sharing) kepada masyarakat

lokal alas jasanya dalam melestarikan varietas lokal.

m : - . . . : g
Pasal 8 huruf (j) CBD 1993 menyatakan bahwa * Swbject to its national legisiation,
respect, preserve and maintain knowledge, innovotions and practices af indigenous and local

communities embodying traditionol lifestyles refevant for the conservation and sustoinable use of

biological diversity and promaie their wider application with the approval and involvement of the
holders of such knowledge, innovations and practices and enconrage the equitable sharing of the
benefits arising from the wilization of such knawiedge, innovarions and practices”. Lihat dalam
hup:/wwiv.cbd.int/convention/articles.shiml?a=cbd-08, diakses 1anggal 22 Februari 2010.
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Perlindungan varietas lokal di Indonesia tidak berkaitan dengan sistem
perlindungan UPOV. Sistem UPOV hanya mengatur standard pemuliaan tanaman
sebagaimana yang telah diuraikan di dalam Bab II sehingga pelestarian dan aspek
benefit sharing tidak menjadi bagian dari sistem UPOV. Indonesia belum menjadi
negara anggota UPOV karena sistem UPOV dikhawatirkan dapat menghambat
pelaksanaan sistem budidaya tanaman di Indonesia. Hambatan tersebut dirasakan
karena sistem UPOV tidak mengatur mengenai hak petani, pelestarian varietas
lokal dan benefit sharing terhadap pemanfaatan varietas lokal tersebut.

Indonesia hanya memiliki kewajiban melaksanakan TRIPs Agreement dan

CBD sedangkan Indonesna t1dak~ terxka': 'kewa_]lban_untuk melaksanakan Konvensi

. nielalul UU"

"“:-qi"

tanmnaﬂa@ersebut dlpereleh apﬁﬁ

B &

geneﬁ@f&f"axpergunakan "deng?z;“h;fﬂc fari nega"rahnc?ara Sang
babiit; genettks tersebutz;

ida kendakselmbaxggan antaraﬁgcgmuberkembang

se?aagf e:mﬁili K sumber daya genctlk_dengan negara- negara' B!
i ﬂﬁ‘ - Eo ! e

B

hetol
*

1kl ){r‘ggg‘}vmenyebabkan* aﬁ*

untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 27 ayat 3 huruf (b) TRIPs Agreement.
Pengujian varietas tanaman yang baru di dalam ketentuan UU No.29 Tahun 2000
telah disesuaikan dengan sistem UPOV yakni BUSS walaupun Indonesia tidak
meratifikasi keanggotaan di dalam UPOV sebagaimana telah dijelaskan di Bab II.

? Lihat pendapat Abdul Bari Azed di dalam Lembaga Pengkajian Hukum Internasional,

Kepentingan Negara Berkembang Atas Indikasi Geografis, Sumberdaya Genetika dan
Pengetahuan Tradisional, Cet.]., (Depok:LPHI-FHUI, 2005), 14.
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Indonesia memberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006
(UU No.4 Tahun 2006) tentang Pengesahan Traktat Internasional Sumber Daya
Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian (International Treaty on Plant
Genetic for Food and Agriculture) untuk melindungi keanekaragaman hayati
di Indonesia.*” Ketentvan UU No.4 Tahun 2006 tersebut diharapkan dapat
mencegah terjadinya kegiatan pengumpulan varietas lokal (SDG tanaman) oleh
pihak lain maupun negara lain, Varietas lokal (SDG tanaman) merupakan aset
yang harus dikelola secara lebih baik untuk memenuhi kebutuhan pangan dan
sistem budidaya tanaman pertanian. Inrerna!iona! Treaty on Plant Genetic for
Food and Agriculture (ITPGRFA) bertUJuan untuk melmdungl varietas lokal dan
hak petani sehmgga ki ""ntuan'@BD damJTPGRFA dgp'zﬁmenjadl dasar hukum

,'\ t‘\:f 4:1{
)

perlindungan terhadap%i‘;ametas Iolé‘él‘*dl ﬁﬁonbsna. '
., (sEls Vumei, ;-:‘:é& e

iy

1 43 .:‘ﬂ E TTET T 3 aw P
(SDG taél‘”ﬁ“) oleh plhak ﬁlam dan negara anggota lamnya*‘fdan hak untuk

memperjti’angkan‘ benefit shaﬁ

rtf

namun petani dan maé’i?‘;rak 216

atas pemanfaatan varietas lokal (Sf)G tanaman) tersebut. Hal tersebut tidak sesuai
dengan doktrin Natural Law (Hukum Alam). Doktrin Natural Law menginginkan
agar semua pemnilik mendapatkan haknya untuk menikmati manfaat atas aset yang
dimilikinya sehingga Natural Law menganggap masyarakat lokal berhak untuk

mendapatkan benefit sharing alas varietas lokal yang digunakan oleh pihak lain.

7 |ndonesia, Undang-Undang Tentang Pengesahan Traktar Internasional Sumber Daya
Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian (International Treaty on Plant Genetic for Food
and Agriculture), UU No.4 Tahun 2006, LN No. 23 Tahun 2006, TLN. No. 4612,
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Pasal 9 di dalam ITPGRFA telah menjamin hak petani dan masyarakat lokal
untuk mendapatkan benefit sharing atas pemanfaatan SDG tanaman termasuk
varietas lokal.”’® Ketentuan di dalam UU No. 4 Tahun 2006 semakin memberikan
kekuatan hukum terhadap pemberian benefit sharing atas pemanfaatan varietas
lokal di Indonesia.

ITPGRFA telah meningkatkan perlindungan hukum terhadap kedudukan
varietas lokal di Indonesia. Indonesia juga memiliki peraturan untuk memberikan
perlindungan hukum terhadap hak komunal masyarakat lokal atas pemanfaatan
varietes lokal (SDG tanaman) oleh pihak lain, yakni UU No.12 Tahun 1992,

UU No.5 Tahun 1994 UU No.29; 'ahu—1_1—~2000 da.n UU No. 4 Tahun 2006.

- ; LA L5 §
ST LI

yang berkelanjutam‘mel?.lﬁiskonservas
eneft sharmg secatas e

ralrssebagal baglan‘adari""S

,-c_g.-;:u_{p,_ = SE TR

e _* ¥
dl’?ndonﬂgsﬁfaisangaf*imengandalkan

Se aglan besar pata'%l

..-.-}_ B iIti ¥

se%m%anetassfang dt" ik dxf’dalam smt’é‘rﬁsﬁﬁdlda}'p 3

masyaraka ]okal Keunggulan varl', ,

telah teruji dqu‘a.,q;_lgcond_lsl Imgkux;gan ] q

the enormous contnbuﬂowthat-fh‘é’ a'n'

the world, particulorly ﬁmse,zm}: en:Fesro ongln nd cropﬂd:versrg», have made and will
continue fo make for the conservilion: ,ﬁd 5’eyefogmenr of pfc%neﬂc resources which constitute
the basis of food and agriculture production'thronghout the world. 9.2 The Contracting Parties
agree that the responsibility for realizing Farmers’ Rights, as they relate to plant genetic
resources for food and agriculture, rests with national governments. In accordance with their
needs and priorities, each Contracting Party should, as appropriate, and subject to its national
legislation, 1ake measures to protect and promote Farmers' Rights, including: (a) protection of
traditional knowledge relevant to plont genetic resources for food and agriculture; (b) the right 1o
equitably participate in sharing benefits orising from the utilization of plant genelic resources for
food and agriculture; and (c) the right to participate in making decisians, at the national level,
on matters related to the conservation ond sustainable use of plant genetic resources for food
and agriculture. 9.3 Nothing in this Article shall be interpreted to limit any rights that farmers
have 1o save, use, exchange and sell farm-saved seed/propagaring malerial, subject to national

law and as appropriate”. Lihat dalam hnp://www.lao.ore/legal/treaties/033t-e.htm,  diakses
langgal 27 Maret 2010.

7 Lihat dalam http://wwiv.litbang.deptan.go.id/berita/one/349/, diakses tanggal 27 Maret
2010.
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petani dalam melestarikan varietas lokal tersebut yang menjadi alasan utama
perlunya pemberian benefit sharing atas pemanfaatan varietas lokal kepada petani
dan masyarakat lokal sebagai pemilik varietas lokal tersebut. Keterkaitan antara
hak petani dan SDG tanaman dapat digambarkan di dalam Bagan 2 sebagai
berikut :

Bagan.2. Konservasi SDG tanaman

278

Sumber Data .,.S1tus Food and Agr:cuh‘ure Orggmzatron (FAO,).

Bagan 2 scbagalmanaa)‘f _ ahodi "axhﬁarkarr _,;'fata"é"’telakmenu;ijukkan bahwa
el - ;

en{: {iﬁykoﬁﬂ’lgflﬁl?enenc Resources) dilakukan

L, Lo o

untuk menjaga keanckaragaman genetlk;eSDG tanaman (varietas lokal) menjadi

pelestarian SDG tanaman - (@orz

bahan dasar maupun varietas asal dalam kegiatan pemuliaan tanaman. Pemuliaan
tanaman (Plant Breeding) menggunakan varietas lokal dan varietas tanaman
unggul dalam menghasilkan VTE. Varietas lokal sebenarnya tidak memiliki
unsur baru di dalam proses pemuliaan tanaman karena varietas lokal tersebut

sudah dibudidayakan oleh masyarakat lokal dan petani secara turun temurun

M yihat dalam hitp:/fwww fao.ora/agriculture/crops/core-themes/theme/seeds-and-plant-

genetie-resources-old/en/, diakses tanggal 26 Maret 2010,
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sebagaimana telah dijelaskan di dalam Bab III. VTE akan menjamin produksi dan
penyediaan benih tanaman yang unggul untuk meningkatkan mutu hasil produksi
pertanian. Benih tanaman yang unggul tersebut akan menambah koleksi dan
jumlah plasma nutfeh (Germplasm) yang dilestarikan sebagai SDG tanaman
(varietas lokal). Petani juga berperan di dalam kegiatan pelestarian SDG tanaman
(varietas lokal) karena petani secara langsung maupun tidak langsung terlibat dari
tahap Plant Breeding sampai dengan tahap Conservation of Plant Genelic
Resources. Hal tersebut dapat menjadi dasar bagi Indonesia untuk mengatur
mengenai peranan petam di dalam 51stem1bud1daya tanaman,

' ‘_ :ifl‘engantlslpam terhadap perkembangan

Agreemenh;tela_lhu'rni"eﬁbatasx akses ;‘tekno

..,‘

r.z«‘—ﬂ. \.m-.x,\ ‘} a"\n.is =

genetlkmtanaman“Hal ~tersebut ha:us'_,

nembual crai?uran nasxonal yanﬁ‘bkei?kaltan dengan pe
UU"E%%%Q Tahun 2000 telah

:‘\ .;..J... ':1

etag,ﬁnamm_ __Sta_mdard BUSS tersebut?‘telah d1muat di dalam

r‘) [

dalam UU No. 29 Té'hunwzﬂﬂotterg.gmu_tf*ﬁ:eba
Bab II. Indonesia bukan negara anggota UPOV tetapi ketentuan perlindungan
terhadap varietas tanaman di dalam UU No. 29 Tahun 2000 sudah
mengakomodasikan standard UPOV. Hal tersebut disebabkan karena TRIPs
Agreement membolehkan negara-negara anggota WTO untuk mengatur invensi

terhadap varietas tanaman secara sui generis.””

Alasan ini menjadi dasar hukum
bagi Indonesia untuk membuat sistem PVT yang sesuai dengan kondisi dan

pandangan masyarakat lokal scria kebutuhan budidaya tanaman di Indonesia.

7 | ihat Pasal 27 Ayat (3) huruf b TRIPs Agreement.
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UU No. 29 Tahun 2000 menindaklanjuti ketentuan invensi terhadap varietas
tanaman sebagaimana yang diatur di Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs 4greement.
Ketentuan UU No. 29 Tahun 2000 diperlukan untuk meningkatkan ketersediaan
varietas tanaman yang baru dan memiliki sifat unggul. Varietas tanaman yang
baru tersebut dapat meningkatkan produktivitas sektor pertanian karena semakin
berkurangnya lahan pertanian. UU No. 29 Tahun 2000 telah memberikan hak
kepada petani untuk menggunakan sebagian hasil panennya untuk benih di musim
tanam berikutnya dan pemulia tanaman juga dapat menggunakan varietas yang
dilindungi untuk penelitian.?** UU No. 29 Tahun 2000 memberikan perlindungan

hukum kepada pemulla tanamansctefha lap varetas .yang telah didaftarkannya
; -"‘E tersebut tidak berlaku jika

pemulia tanama% : haﬁ:ya*gmendaﬁg:kaﬁ arletas‘" iaan .
: ? 3 '.' - " £ -~

termasuk VTE. Perhnduggan_hulmm terhadap

pLs! F J...

¥ ‘,f \:.---.’-,,?‘Ju

masyarakatnl"k

S

n . P{asalmﬂwayat ¢y
: i - ';_ "':r '. e/ ;‘n"

] 2000 bahw* “}’aﬁetas;«lokal}'?mlhk masya.rakatfdlkuasaa oleh
: ‘m,.

‘Negara‘;; ebagal benfuk usaha pelestanan' varietas

a.-,...

an.’ her i*.S'hc:.'rmg dengan plhak lain yang

i 4] 1&1_ 13 -i,t..
memanfaatkan dan-*me )

dibuat dengan tujuan unhﬂcv;nen_]u";}}a;_hak»yang duﬂ‘llﬂq*’oleh masyarakat lokal di
Indonesia sebagai pemilik komunal ata§varietas lokal tersebut.

Ketentuan di dalam UU No. 29 Tahun 2000 sudah sesuai dengan doktrin
Natural law. Doktrin Natural law mengutamakan nilai moral dan nilai gotong
royong di dalam kehidupan masyarakat karena masyarakat merupakan pemilik
komunal atas varietas lokal tersebut. Pasal 7 di dalam UU No. 29 Tahun 2000

telah mengakui hak komunal yang dimiliki oleh masyarakat lokal atas varietas

* Lihat Pasal 10 UU No. 29 Tahun 2000.
! Lihat Pasal 7 ayat (1) UU No.29 Tahun 2000.
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lokal. UU No. 29 Tahun 2000 juga telah sesuai déngan Natural law karena
ketentuan UU No. 29 Tahun 2000 telah melindungi hak masyarakat lokal sebagai
pemilik komunal atas varietas Jokal. Masyarakat lokal akan mendapatkan nilai
ekonomi dari pemanfaatan varietas lokal melalui perjanjian benefit sharing
yang dilakukan antara Pemerintah Pusat (Kementerian Pertanian) dan Pemerintah
Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) dengan pihak lain yang menggunakan
varietas lokal tersebut. Nilai ekonomi yang diberikan melalui perjanjian benefit
sharing tersebut merupakan penghargaan atas jasa masyarakat lokal di Indonesia
yang ikut serta melestarikan varietas loka.l sebagal SDG tanamnan. Ketentuan yang
mengatur mengenai peqanjlan beneﬁt sharmg ini yang telah menyebabkan
UU No. 29 Tahunﬁ?(]g;telah EFEw?gengin prifi o qo i

Kedudukan ik ‘gigrhaﬁap fﬂ_ 9
1 1992 UU N 3T

sl t%-i‘ R
dalam L@iﬁ%ﬁmn 1992 juga ' en{k

dalam memperﬁa keanekaragamanféDG&tanaman di Indonesxx’ﬁ“ "Indb:iesna juga

x-»z gy L A :

terhadap invensi atas v;.m‘étas fanam ﬂ‘ﬁ telah‘fciltmdakianjun oleh Indonesia
melalui ketentuan UU No. 29 Tahun 2000 dalam bentuk peberian hak PVT.
Ketentuan di dalam UU No. 29 Tahun 2000 juga mengakui adanya kepemilikan
atas varietas lokal oleh masyarakat dan petani di Indonesia. Hal tersebut juga
ditunjukkan oleh ketentuan di dalam UU No. 29 Tahun 2000 yang mengatur
mengenai pemberian imbalan ekonomi atas pemanfaatan varietas lokal kepada
masyarakat melalui Pemerintah. Keikutsertaan Indonesia di dalam ITPGRFA
melalui UU No. 4 Tahun 2006 telah meningkatkan perlindungan hukum terhadap

benefit sharing atas varietas lokal dan hak petani di Indonesia.
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Indonesia telah melaksanakan kewajiban konstitusinya sebagaimana yang
diatur di dalam Pasal 33 UUD 1945. Kewajiban tersebut termasuk memberikan
perlindungan terhadap varietas lokal sebagai SDG tanaman milik Indonesia.
Indonesia telah melaksanakan kewajiban Indonesia di dalam keanggotaan CBD,
WTO dan ITPGRFA. Indonesia juga melaksanakan kewajiban tersebut dalam
rangka melindungi hak petani dan hak komunal masyarakat di Indonesia. Varietas
lokal dikuasai oleh Pemerintah (Kementerian Pertanian, Gubernur, Bupati, atau
walikota) sebagai perwakilan masyarakat lokal sesuai dengan sebaran geografis

varietas lokal tersebut. Hal ini juga dilakukan untuk mewujudkan sila kelima dari

Pancasila yakm keadilan_sosial- <bag1

m-s.ﬂ Q\. ;;‘
t ”afﬁasf" 1a1-n11a1 i dalam Pancasila dan

s SpAhar ‘1\ ,.m. ity .»u TR T
in % i\gan ‘pﬁﬁﬁh“ tanﬁdaﬁ"perllx‘fflﬁng

Iokal sebagal”SDwéf"“”” anm Ilk‘Indon s

riih vrakyat Indonesxa Indonesia telah

anetas Lokal Difinj au"Dan‘TRIPs
37 _5,. e, “%ﬂﬁu ﬁ&‘ﬁ&f 2
Agreemenf*’m%nggtummengenal obyek perlmdungan paten

ﬁ%ﬂénﬂﬂ*&%f‘oduk e;:ciu

.'*nHKIT‘ fdapiay]
}'Ef)é’ erha ai)éjz

r'\;
ent%o

|k— "F‘\

akan mengawas.n peléksanagg.kgtjegtuan _TRIP A

anggota WTO. Dewar - TRIR@%_Iﬁifjﬁgaéﬁ"’
pelaksanaan TRIPs Agreement dengai-CBD.2* Hal ini yang telah menyebabkan

-

As__mempcrﬁatnkan hubungan antara

perlunya untuk membahas mengenai ketentuan CBD dengan TRIPs Agreement

2 Paragraph 19 Ministerial Declaration Doha 2001 menyatakan bahwa “ We instruct the
Council for TRIPs in pursuing its work progamme including under the review of Article 27.3(b),
The review of the implementation of the TRIPs Agreement under Article 71.1 and the work
Joreseen pursuant to paragroph 12 of this Declarotion to examine, inter alia, the relationship
between the TRIPs Agreement and the Convention on Biological Diversity, the protection of
traditional knowledge and folkfore ond other relevont new developments raised by Members
pursuant to Article 71.1 in underiaking this work, The TRIPs Council shall be guided by the
objectives ond principles set out in Articles 7 and 8 of the TRIPs Agreement and shall take filly
into account the development dimension. Lihat Di Departemen Luar Negeri, Sekilas WT0, 93.
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untuk menganalisa varietas lokal di dalam PVT. Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs
Agreement telah memberikan kebebasan kepada negara-negara anggota WTO
untuk menerapkan sistem HKI terhadap invensi atas tanaman sesuai dengan
kondisi dan kepentingan masyarakat di negara anggota WTO tersebut.
Pemanfaatan atas varietas lokal di Indonesia memiliki keterkaitan dengan
HKI ketika varietas lokal tersebut digunakan sebagai varietas asal di dalam
pemuliaan tanaman untuk menghasilkan VTE. TRIPs Agreement bertujuan untuk
melindungi HKI di dalam kerangka kerjasama WTO sebagaimana dijelaskan
di Bab II. TRIPs Agreement sebagai bagian dari persetujuan WTO sehingga

ﬁ;lemuata pnnmp-pnnmp di dalam WTO. Prinsip

4:1:‘ .‘,<

National treatment ha_ﬁ dllafs’é“nakan*govl‘eh negar' & "5 1ggota WTO dengan

] HKI'n"i'lik warga negara

WTO tert
lamnya%.glnd

LA

oneléﬁ;tclah menga’tu{ mcngcnm pemanfaatan vanetas*alokal’ dengan

Ha -

bertujuan untiik 'Emacu e SVasb AL i & te \ T
J ‘:;"‘: ”‘ﬁl‘)?ﬁ"”trm‘m T o LT e Y TR A

teknologi serta penyeﬁaran“t,kn 4 g 83’ TRIP A

.‘.. v..r

individual yang dm'uhIEl lelypemegrang HKI ';rCé'tentuan TRIPs Agreement tidak

mempersoalkan mengenai asal bahan"dasar yang digunakan oleh inventor untuk
menghasilkan invensi yang telah dilindungi oleh HKI. Hal ini yang menyebabkan
ketentuan TRIPs Agreement tidak melindungi hak komunal yang dimiliki oleh
masyarakat lokal. TRIPs A4greement hanya memiliki tujuan melindungi hak
individual saja bukannya hak komunal masyarakat lokal. Tujuan tersebut diawasi

pelaksanaannya oleh Dewan TRIPs yang berada di WTQ. Salah satu tugas yang

28 | ihat Pasal 7 TRIPs Agreement.
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dimiliki oleh Dewan TRIPs adalah untuk menangani keterkaitan antara ketentuan
CBD dengan TRIPs Agreement, Hal tesebut juga dijelaskan oleh Kementerian

Luar Negeri Indonesia yang menyatakan bahwa :

“Bagi sekelompok negara Anggota, diperlukan adanya amandemen
Persetuyjuan TRIPs untuk mengakomodasi beberapa unsur penting dalam
CBD. Amandemen tersebut dapat berupa ketentuan dimana pemohon paten
yang terkait dengan unsur biologis atau fraditional knowledge harus : (i)
memberitahukan sumber serta negara tempat sumberdaya biologis dan/atau
traditional knowledge diambil untuk digunakan dalam inovasinya; (ii)
memberikan bukti adanya persetujuan yang telah diberikan oleh pihak yang
berwenang, da.n (iii) membuktlkan adanya pengaturan pembagian benefif
yang adil”.?® : 1 B

terdapat pandang'l"‘-;»ﬁﬁlﬁ o

e"i-‘ t’-‘-ﬁbﬂ,

mtemasmnal yangq.;f‘ I'éhf’ dlratlﬁka31-101ehi§1nd°o‘r'1 smn'
=g B

dengan kevi%l
i, A ek . A ’
7Lahun : ;ét% Salahésatu be%hfle‘kebljak

,alt

a}ersef&tdﬂakfa%ak’an melalui

q‘hl -

ekalrgus juga Ub: No g29f;Tahun,2000 .tetap melmdungl ha.k komunal

yang d1m1hk1 o}__eh masyarakat‘atas“ 'anetas lokal Pemanfaatan vanetas lokal dan

pemberian be)iéf‘trsharznggun\tuk masyarakaf -‘okal d ]

bisa ditunjukkan dengan{aalgnygl‘{[@qg J;} ]
yang dijadikan sebagai dasa.r ik penyusunan UU No. 29 Tahun 2000.
Indonesia telah melaksanakan TRIPs Agreement sebagai konsekuensi berlakunya
UU No. 7 Tahun 1994 walaupun TRIPs tidak mengatur mengenai benefit sharing
untuk masyarakat atas pemanfaatan varietas lokal dan pengetahuan tradisional.
Ketentuan TRIPs Agreement tidak secara otomatis memberikan jaminan alih
teknologi oleh negara maju kepada negara berkembang dan negara miskin.

Negara berkembang dan negara miskin harus bisa memajukan HKI yang berasal

?8 Lihat Departemen Luar Negeri, Sekilas WTO, 63.
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dari pemanfaatan pengetahuan tradisional dan varietas lokal untuk meningkatkan
daya saing negara berkembang dan negara miskin tersebut. Hal tersebut menjadi
dasar bagi Indonesia untuk mengatur hak komunal sesuai dengan pelaksanaan
Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs Agreement melalui UU No. 29 Tahun 2000.
Perlindungan terhadap hak komunal sangat penting karena perlindungan tersebut
memiliki persamaan dengan prinsip National treatment di dalam WTO. Prinsip
National treatment tersebut juga menginginkan adanya persamaan perlakuan
antara produk dalam negeri maupun produk luar negeri yang berkaitan dengan
HKI. Indonesia sebagai negara berkembang harus mampu mendapatkan alih

teknologl dari negara ma_]u berkmtan dengan penerapan HKI di Indonesia.

aﬁl tetap ?dllindungl dan dilestarikan
,4 }:t;(atu‘tl i

ke -rn'.“‘-n &'\ .

'endapat Prof Achmad

Baihaki terseb men ukkan bahwa pemngkatan hasﬂ pe
v‘?’? i w‘aﬁz R ﬁ““‘
melalumperbaikan hﬁﬁsﬁ'p ku tas ‘e k;’varletas fan

2% Menurut Pendapat Prof Achmad Baihaki bahwa “ Dewasa ini kenyataan menunjukkan
bahwa penggunaan benih varietas unggul bermutu oleh kalangan petani, besar dan Kkecil, temyata
pada umumnya masih rendah untuk semua komediti pertanian. Perkecualian terdapal, antara lain
pada usaha pertanian swasta tanaman hortikultura dan perkebunan besar milik pemerintah. Benih
varietas unggul bermutu untuk banyak komoditi, bahkan masih mengimpor, dan menghabiskan
devisa cukup besar. Selain menghabiskan devisa, impor benih hanya akan menguntungkan bagi

negara pengekspor benih”. Lihat Pendapat Achmad Baihaki, Manfaat Dan Implementasi

UU No. 29 th 2000 tentang PVT Dalam Pembangunan Indusiri Perbenihan, Makalah disampaikan
pada Kongrcs Komisi Daerah Plasma Nutfah se Indonesia, Komisi Nasional Plasma Nutfah,
Balitbang  Deptan, 31 Juli-2 Agustus 2006, di Balikpapan, Kaltim, dalam
http:/findoplasma.or.id/artikel/artikel 2006 _manfaat_UU_29 2000.htm, diakses 1anggal 3| Maret
2010.
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sistem budidaya tanaman namun peranan VTE tersebut tidak menyebabkan
kepunahan varietas lokal sebagai aset SDG tanaman di Indonesia. Indonesia juga
harus meningkatkan usaha untuk mengumpulkan beraneka ragam varietas lokal
sehingga varietas lokal di Indonesia tetap terjaga dengan baik.

Varietas lokal digunakan sebagai varietas asal di dalam pemuliaan tanaman
untuk menghasilkan VTE maka pemanfaatan terhadap varietas loka!l tersebut
dikaitkan dengan CBD, TRIPs, ITPGRFA dan UPOV. Keterkaitan antara CBD,
TRIPs, ITPGRF A dan UPOV dijelaskan oleh Bagan 3 dibawah ini :

Bagan.3. Hubungan antara,GBD; TRIPs, ITPGRFA dan UPOV
P il N el

- "r,af
ﬂ%—p ITPGRFA

-k
>
4 5

-

Agreement menjadi daeaita gIﬂﬁ:d ik i af PYT secara sui generis.

Alasan ini yang menyebabkan Indol aiiatﬂ ﬁielindungi varietas lokal dan
hak komunal milik masyarakat di dalam UU No. 29 Tahun 2000. Varietas lokal
digunakan sebagai varietas asal di dalam pemuliaan tanaman untuk menghasilkan
VTE sehingga pemuliaan tersebut telah memenuhi unsur paten sebagaimana yang
diatur di dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs Agreement. ITPGRFA diperlukan
oleh Indonesia untuk melakukan konservasi dan pemanfaatan varietas lokal

(SDG tanaman), benefit sharing secara adil dan hak petani. ITPGRFA yang telah

% UPQV, Relationship Between The UPOV Convention And Other International Treaties
{presentation JICA Training Course in Tsukuba, Japan, August 31 to September 2, 2009).
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diratifikasi oleh Indonesia meningkatkan perlindungan hukum atas varietas lokal
sebagai SDG tanaman milik Indonesia. Pasal 12 ayat (4) ITPGRFA menetapkan
bahwa akses terhadap SDG tanaman harus dilakukan dengan menggunakan
Material Transfer Agreement (MTA) untuk tanaman yang terdapat dalam
Lampiran LB (4nnex 1 dalam ITPGRFA).**’ Ketentuan UU No.4 Tahun 2006
vang telah meratifikasi ITPGRFA tersebut dan ketentuan Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2006 (PP No.41 Tahun 2006) telah berlaku di Indonesia.?®®
Ketentuan di dalam UU No.29 Tzhun 2000 telah mengadopsi persyaratan yang
ditetapkan oleh UPOV terhadap PVT kecua]i ketentuan mengenai varietas lokal

dan hak masyarakat untuk mendapa'rk ‘_unbalan secara ekonomi. Varietas lokal

dan hak masyarakat l 18 tl' i 'ﬁ‘ ‘ dgl&g%;?P@% 1‘5t=3hu1gg.':1 UPOV tidak

af“ da]é‘%‘mas

- 7"_'“, v - T };,
Varietas .-lo‘kal t mem111k1 ursug
3 m«uﬂf‘ * _,g’r'flﬂ";n. e

dlgunakan ebagalﬁvan’étas asal d#dal

antara ﬁ"‘“

: okal dengansp’?%’ées pc:.rn hggn tersebut Bagan___%ﬁ‘%

berbenturan d ﬁnganﬁmlg}xamlm; ygg}ﬁada ldx masyarakat Inﬁonesra Benturan

Xty Ane ‘-i-h, Lk

nilai tersebut mempakamb*e}lturan mla1 md1v1dual“dl
] %1:;, -
?% - v "!"1—-

% pasal 12 ayat (4) ITPGRFA menyatakan aliwa “To :h:s effect, facilitated access, in
accordance with Articles 12.2 and 12.3 above, shall be provided pursuant to a standard material
transfer agreement (MTA), which shall be adopted by the Governing Body and coniain the
provisions of Articles 12.3a, d and g, as well as the benefit-sharing provisions set forth in Article
13.2d(ii) and other relevant pravisians af this Treaty, and the provision thot the recipient of the
plant genetic resources for faod and agriculture shall require thot the conditions of the MTA shall
apply to the transfer of plant genetic resources for faod and agriculture to another person or
entity, as well os to any subsequent transfers of those plant genetic resources for food
and agriculture”. Lihat dalam hitp://www.fao.org/legal/treaties/033t-e.htm, diakses tanggal
31 Maret 2010,

“% Indonesia, Peratnran Pemerintah Te entang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian Dan
Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian Don Pengembangan Asing,

Badan Usaha Asing, dan Orang Asing, UU No.41 Tahun 2006, LN No. 104 Tahun 2006,
TLN. No. 4666,
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komunal dan gotong royong di dalam masyarakat Indonesia. Konvensi UPOV
juga tidak melindungi hak petani untuk bebas menggunakan jenis varietas
tanaman yang telah dilindungi oleh hak PVT. UU No.29 Tahun 2000 hanya
mengadopsi ketentuan UPOV yang mengatur mengenai standard terhadap varietas
yang dianggap baru.

TRIPs Agreement mengatur aspek HKI di dalam kerangka kerjasama WTO.
Ketentuan CBD memiliki keterkaitan dengan ketentuan TRIPs Agreement.
Beberapa ketentuan CBD juga mengatur mengenai aspek HKI. Ketentuan HKI di
dalam CBD dijelaskan oleh Tabel di bawgh ini :

)
Jw‘i@nr

HKI di; dalam CBD

8huruf(j)}*~f’:‘7'“"' 7

bené'rs ar:smg ﬁ-om b

i ]

o ik %%no;c—:%: M{gs:'ﬁ id pracnce.s‘-e-.ug;

ognize and are co s:s??z! wu‘h “the adequ %%ﬁgn;{?éﬂecave

:"‘\@‘E 2 acces’"- %nd ansferxs ha{l%s prowdéd”‘?f@ferms: which
%‘otecnon of mf%llecmgl property rrghts ......

rt"

Ay ST )

on mumall)z;r’agree’d ermse:

patents and othen mr' ' lectua_ properzy nghls

:g‘u :' d

et recogmzmg ats; patents and*orher mrelfectual property rights
7 aj‘fhave an.inf ﬁwface 0N t%e *:m “Z me_nranon of rh:S‘ Convennon
i 28hdl 'c00pe,§gfé*m‘_“4?hzs~ ibjeci '

Rk rmrerné‘ﬁonal ilaw

17 ayat (2) ...exchange‘“éﬁ%%b?ﬁtff’qﬁ;;ﬁ&l heTde.. speczahzed knowledge,

indigenous and traditional knowledge......

18 ayat (4) | The Contracting Parties shall... encourage and develop methods
of cooperation for the development and use of technologies,
including indigenous and traditional technologies.....

Sumber data : Badan Litbang Kementerian Pertanian Republik Indonesia.?*’

* Dede Mia Susanti, Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Dalam Kaitannya Dengan
Access & Benefit Sharing, disampaikan pada saat Rapat Kerja Badan Lilbang Pertanian
pada Tanggal & |November 2006 di siwws Kementerian Pertanian, dalam
www. litbang.deptan.go.id/special/raker06/P12 pp1, diakses tanggal 15 Maret 2010,
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Tabel di atas telah menunjukkan ketentuan CBD yang mengatur mengenai aspek
HKI yaitu Pasal 8 huruf (j), Pasal 16 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 16 ayat (5},
Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (4). Hal ini menjadi dasar hukum bagi
Indonesia untuk menerapkan CBD maupun TRIPs Agreement berkaitan dengan
pemanfaatan varietas lokal (SDG tanaman). Indonesia telah meratifikasi ketentuan
CBD melalut UU No. 5 Tahun 1994 dan ketentuan TRIPs Agreement melalui
UU No. 7 Tahun 1994 maka Indonesia wajib untuk menyesuaikan sistern HKI
nasional dengan CBD dan TRIPs Agreement. TRIPs Agreement telah memberikan

kewenangan kepada negara-negara anggota untuk mengatur mengenai paten atas

varietas tanaman (PVT) secara smg “TRIPs. Agreemem tidak mengatur

mengenai PIC (Pr:or Informed *C%:sen;)é
diatur di CBD. ‘qal"i’ﬁig”'é‘ebabk“aﬁ?k&en

) 1\.‘¢$'4 rd
hak mdlwd____._ ‘ "

idan: '-benef t sharmg sebagaimana yang
4 “_3;'};:

1

mventor.i\Keten

: ngcnal sistem
u—t ;‘ai‘fﬂle\?"’ "'m"

1 wﬁﬁmﬂ% Tk :135,44“.*.- PR o

'-':'.'f‘ r;

oleh plhakei’yang ndak be “’“g’ ﬂ_g%]a ‘ab Dasar it

Pasal 15" “a*y”a"t i (5) CBD.#)

Ta b

informasti mengenalgtujuan‘Penggun,..k St o

SDH. TRIPs Agre“eﬁéhtﬁtlé{ak' rhengatur mengenal prosedur%ebagaxmana halnya
Rt a8 MG
dengan PIC di dalam CBDERIRSs Agteerient fidikim benal adanya hak negara

pemilik SDH untuk menyetujui maupun meno]ak pemanfaatan SDH dalam
mengembangkan kekayaan intelektual. Alasan tersebut yang menyebabkan TRIPs
Agreement tidak mengatur mengenai benefit sharing dari pcmanfaatan varietas

lokal sebagai bagian dari SDG tanaman.

™ Pasal 15 ayat (5) CBD menjelaskan bahwa “Access to genetic resources shall be subject to
prior informed consent of the Coniracting Party providing such resources, unless otherwise
determined by that Pariy”.
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Varietas lokal sebagai SDG tanaman harus dimanfaatkan secara ekonomi
dan dijaga kelestariannya di Indonesia. Hal tersebut dijelaskan oleh ketentuan
Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 (UU No.18 Tahun
2002) yang menyatakan bahwa ‘“pemerintah menjamin perlindungan bagi
pengetahuan dan kearifan lokal, nilai budaya asli masyarakat, serta kekayaan
hayati dan non hayati di Indonesia”.*' Pasal 23 ayat (2) UU No.18 Tahun 2002
tersebut makin meningkatkan perlindungan hukum terhadap kekayaan hayati
Indonesia termasuk varietas lokal sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan
UU No.29 Tahun 2000. Indonesia telah rr____;engamr mengenai perlindungan hukum
terhadap varietas tanaman, dengai '“"”9, el

—"‘?r e ol

melalui UU No, 29,Ta1i‘i?*n“2000 _I_n

o .,ﬁh

terhad

tradlsxon' ﬁdan keanex{(aragaman ?fan—e"‘

%‘f LU ’-.:&‘-daﬂn

e AR _._

'_,___:UU No. 29 Tahﬂn 000

“8%‘35%91.%" o

bahwa “Bumi dan air dan kekayaan “alam yang terkandung di dalamnya dikuasai
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”?*
Pasal 33 UUD 1945 juga menegaskan kedudukan hukum terhadap varietas lokal

dikuasai oleh negara sehingga negara sebagai perwakilan dari rakyat Indonesia

#! Indonesia, Undang-Undang tentang sistem nasional penelitian, pengembangan, dan
penerapan ilmu pengetahran don teknolagi, UU No.18 Tahun 2002, LN No. 84 Tahun 2002,
TLN. No. 4219,

2 prof Agus Sardjono mengartikan disclosure sebagai sistem keterbukaan. Lihat Sardjono,
Pengetahuan Tradisional, 123.

*3 Lihat Undang-Undang Dasar Tahun 1945,
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memiliki kewenangan untuk mengadakan perjanjian benefit sharing dengan
pihak lain yang memanfaatkan varietas lokal tersebut. UU No. 29 Tahun 2000
menggunakan CBD sebagai dasar penyusunan sudah tepat ditinjau dari doktrin
Natural Law. Ketentvan CBD melindungi pelestarian terhadap varietas lokal
sebagai SDG tanaman dan sistem benefit sharing yang adil untuk masyarakat
sebagai pemilik varietas lokal tersebut. Ketentuan CBD> mengakui hak masyarakat
untuk menikmati manfaat ekonomi varietas lokal karena masyarakat telah berjasa
melestarikan varietas lokal sebagai SDG tanaman. Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs
Agreement juga sesuai dengan doktrin;Natural Law karena TRIPs Agreement
memberikan kebebasan bagl negara~ ‘aﬁ'g’gofa .‘_ JO. untuk menyesuaikan sistem

‘-rﬁ%“mlhkl ‘ke 1banuunh1§%engadop51 kf' ntuan Cd?D:

.Xf.{* _:I.'L &&-r

T, Kewa_uban ”terseb‘qlﬁ scbé‘gal konsekuensﬁ“

94 Ratlﬁﬁ’é‘m C “r&i‘nﬁe’hgurﬁsﬁs‘kan p6551s°§]fndone31a karena

prior informed consent dan sekallgus sebagm plhak dalam bioprospecting
contract dengan pihak asing”.*® CBD telah mewajibkan negara anggota untuk
membuat kesepakatan pembagian hasil (benefit sharing agreement) dengan pihak

atau otoritas negara pemilik SDG tanaman.

* Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian, Kebijakan
Pemerintah Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelekinal Dan Liberalisasi Perdagangan Jasa
Profesi Di Bidang Hukum, 9, dalam http:/Avww.depperin.go.id/asp/pelatihan_ikm/haki/haki.pdf,
diakses tangpal 15 Maret 2010,

** Sardjono, Pengetahuan Tradisional, 321.
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Pemanfaatan atas varietas lokal sebagai bahan dasar pemulisan tanaman
tidak bertentangan dengan TRIPs dan CBD. HK1 dapat menimbulkan efek negatif
terhadap pelaksanaan ketentuan CBD sehingga negara anggota harus menjamin
terlaksananya CBD.2”® CBD mengakui pentingnya peran pengetahuan tradisional
dan hak masyarakat lokal (benefit sharing) sekaligus melindungi SDG tanaman
sedangkan ketentuan TRIPs Agreement tidak mengatur secara spesifik mengenai
pengetahuan tradisional karena fokus TRIPs Agreement adalah untuk melindungi
hak individual. TRIPs Agreement digunakan secara sui generis untuk mengatur

mengenai invensi terhadap varietas tanaman melalui UU No. 20 Tahun 2000.

mengakui kedudukan,h 1"1”-1'1_ omuiy _,,mas arai&at
"‘:‘ dj.iv. s:-f" . ‘{*‘t"\ 2 ‘. t

ekonomIEUntuk‘fm

:'(5’“'. ez ahe

kekuasaanf‘{ﬁc‘ara@DG 27 CBD b gu}‘_d

e 3 o a“-
dan m%‘aglan eunmng%““?fang dihasﬂkan

a ‘.-e.u»

tersebuthCB‘]Bﬁngm mencxptakan hubungan Idan prosedur tentangvperﬁ.lkaran SDG

; W#O%m il

 Ppasal 16 ayat (5) CBD menjelaskan bahwa “The Contracting Parties, recognizing
that patents and ather intellectual property rights may have an influence on the implementation of
this Canvention, shall cooperate in this regard subject 1o national legislation and international
law in order 1o ensure that such rights are supportive of and do not run counter (o its objectives™.
Lihat CBD, dalam http://www.cbd.int/convention/articles.shtml?a=cbd-16, diakses langgal
15 Maret 2010,

7 Pasal 15 ayat (1) CBD menjetaskan bahwa “Recognizing the sovereign rights af States
over their natural resources, the authority 1o determine access to generic resaurces resis with the
national  governmemis and is subject lo natianal legislatian”. Lihat CBD, dalam
http:/fwww.cbd.int/convention/articles.shimi?a=cbd-15, diakses tanggal 15 Maret 2010,
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TRIPs Agreement melindungi HKI sebagai hak individual. Hak komunal
atas kekayaan intelektual bersumber dari pengetahuan tradisional sudah mulai
diperhatikan oleh WTO di dalam forum deklarasi Doha.?*® Forum deklarasi Doha
dijadikan forum perundingan antara negara maju dengan negara berkembang dan
negara miskin untuk mencapai kesepakatan untuk menyesuaikan pelaksanaan
ketentuan TRIPs Agreement dengan ketentuan CBD terutama termasuk berkaitan
mengenai SDG tanaman dan pengetahuan tradisional. Forum Doha diharapkan
oleh negara berkembang dan negara miskin untuk dapat memperjuangkan
mengenai hak komunal masyarakat lokal:di dalam pelaksanaan TRIPs 4greement.
Hal tersebut dlsebabkan karen -

"tentuan HKI.di dalam TRIPs Agreement dan

_,{,.5:'5_"::‘ L

p Vanetasé;Lokal Di -I if

ﬁ"%‘l%ﬁ

juga d1_1claskan=*o_vgl:_1} Nmavf?lurg;gl‘% e F‘..

Pancasila maka 0.29: Tahuﬁ'zooo,telajh‘membatasl
vn RO é*: SRR R 2.

sosial”. 299 PembentukannUU‘N' 29 Tahun" 000 dllatarbelakangl oleh kewajiban
2 (3)-<huruf §TRIPs Agreement dan

Indonesia untuk melaksanak i
CBD. Kctentuan Pasal 27 ayat (3) ‘huruf b TRIPs Agreement membolehkan

Indonesia untuk mengatur sistem PVT secara sui generis. Ketentuan tersebut telah

as 2,7-> ayab

‘menjadi dasar hukum oleh Indonesia tetap bisa mengakomodasikan perlindungan
terhadap pelestarian varietas lokal dan hak komunal masyarakat lokal di dalam

ketentuan UU No. 29 Tahun 2000 walaupun UU No. 29 Tahun 2000 mcrupakan

298

Lihat Departemen Luar Negeri, Sekifas WTO, 73.
% Lihat Nuraini, Daya Saing Agribisnis, 123.
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implementasi dar ketentuan TRIPs Agreement. Hal ini juga sesuai dengan

pendapat yang dikemukakan oleh Nina Nuraini bahwa :

‘.....UU PVT sebagai UU yang berlaku di negara berkembang agar dapat
digunakan sebagai sarana peningkatan daya saing usaha agribisnis
(agroindustri) dalam mendukung pembangunan ekonomi, apabila UU PVT
mampu menampung aspirasi masyarakat sesuai dengan dengan nilai
Pancasila, yaitu keadilan berusaha khususnya bagi petani yang diakomodir
oleh UU PVT misalnya dalam farmer’s exempiion, traditional knowledge
dapat menampung ketentuan ketentuan TRIP/GATT, UPOV dan konvensi
Internasional lainnya yang merupakan hukum asing, mengandung keinginan
dan harapan pemerintah demi pencapaian pembangunan ekonomi yang
mengantarkan kesej ahteraan masyarakat” S

Pendapat Nina Nuraini

:,*o - ,‘{ "l?l i

dengan nllm-mlm,y;B' g

amcasda unfﬁl&-*uiclilﬁgk' 'tkan :'da

‘r{:_; ; f‘_-?'

ST r .é" *ﬁ%;' Ve
_grh__dap sistem PVT : alrtersebut men_]adl-a’“ﬂasamhulmm bagi

A s g xrf)xm:tv, REro TN {q'l'.-; [

I ﬂf:f ﬁyang berpnhakakcp“ﬁ?la‘%.hak ,komunal
'"..-"a" TG 4
tentuaiip al ﬁdﬁ’t‘fz S

'fa?f%rakat ketlkﬁﬁlndanégm akan mencrapkan pcraturan ‘:dx bldang

i u’ '.‘r\-:;

Ay

Hal ini dlscbabk‘an__"‘ka.r:cna“abudz;‘yau th,rgl:llgm

'{4 L2
telah memperhatikan Rilai. budajra'gotong ro,yeng\ an'hak komunal masyarakat

icia

dalam penyusunan ketentuan di dalaiti*UU No. 29 Tahun 2000. Hal ini dapat
dilihat dari ketentuan Pasal 7 UU No. 29 Tahun 2000 yakni adanya peranan

Pemerintah sebagai perwakilan masyarakat lokal untuk menguasai, mengambil
manfaat dan melestarikan varietas lokal. Varietas lokal dikuasai oleh Pemerintah
dengan tujuan untuk menjamin adanya pemberian manfaat ekonomi yang dapat

diterima oleh masyarakat sebagai pemilik dari varietas lokal tersebut.

™ 1hid., 125-126.
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UU No. 29 Tahun 2000 telah mengadopsi ketentuan Konvensi UPOV dalam
menentukan jenis vaﬁeﬁs tanaman yang dapat diberikan perlindungan hak PVT.
Ketentuan Konvensi UPOV tersebut diadopsi oleh Indonesia walaupun Indonesia
belum menjadi negara anggota UPOV. Indonesia memiliki kebebasan untuk tidak
ikut di dalam Konvensi UPOV. Masyarakat lokal di Indonesia akan mendapatkan
kerugian yang eukup besar bila Indonesia menjadi negara anggota UPOV karena
Konvensi UPOV tidak memberikan perlindungan hukum terhadap keberadaan
varietas lokal dan hak komunal masyarakat atas kepemilikan varietas lokal
tersebut. Konvensi UPOV juga tidak mengatur mengenai pemberian benefit

sharmg untuk masyarakat lokals: Hal fsebut» dlsebabkan karena sistem UPOV

melindungi kep tmgaxff ak«;mdmd

REPNIE ‘*.?r-n G816, it

'(SEGstana}h

an) sebagm vailetas asal dalam P

<if i Ty, R y“fg
Tahun 2000«té}ah men’gakomodasman“kefentuan MI dalam

AR ‘
au kO

S R
TRIPs, @BB%&B?

i loktrin Natural:flm;r' -Doktrm

.'?!"

ntuk’ penghargaan kepada pemilik

. Natural L telah menghamskan _id‘ .- ya

byt

HKI seba gal bentuk mIIaJ moral seh.mggé. ,emlllk I—IKLberhak untuk :mendapatkan

224 Lk 'l. =

0'0 _,rjuga;membenkan perlindungan

hukum dan benefit sharing kepada masyarakat sebagai pemilik atas varietas lokal
yang diwakili oleh Kementerian Pertanian, Gubernur, Bupati dan Walikota sesuai
daerah sebaran geografis varietas lokal tersebut. Hal ini sesuai dengan doktrin
Natural Law dimana kompensasi nilai ekonomi sudah selayaknya diberikan
kepada pemilik kekayaan intelektual termasuk masyarakat lokal. Alasan tersebut
telah menunjukkan bahwa Indonesia sudah menerapkan prinsip doktrin Natural
Law di dalam UU No. 29 Tahun 2000 melalui ketentuan mengenai benefir sharing

(imbalan seeara ekonomi) yang harus diterima oleh masyarakat.
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UU No. 29 Tahun 2000 bertujuan untuk mengimplementasikan ketentuan
TRIPs Agreement di Indonesia TRIPs Agreement telah meneiptakan iklim
persaingan bidang HKI diantara negara-negara anggota WTO semakin ketat.
Hal tersebut juga disebabkan karena negara anggota WTO tidak dapat membatasi
impor produk pertanian dari negara anggota WTO lainnya. Hal tersebut sesuai
dengan pendapat Prof Abdul Bani Azed yang menyatakan bahwa “Pembentukan
TRIPs bertyjuan untuk mengurangi gangguan dan halangan atas perdagangan
Internasional sekaligus untuk mempromosikan perlindungan HKI yang efektif dan

layak guna menjamin tindakan serta prosedur untuk menegakkan HKI”.** Alasan

5 UU;»'*No' 267

'-f‘—l

»—fd;l

am fas vanetés tan apa dllmdungl

l1,a 1

menghasilkan VTE. VTE akan memberlkan manfaat ekonomi bagi pemilik
varietas asal (varietas lokal dan varietas hasil pemuliaan). Manfaat ekonomi
tersebut hanya dapat dinikmati oleh pemilik varietas asal jika pemilik varietas
asal telah mendaftarkan varietas asal tersebut di Kantor Pusat PVT Kementerian
Pertanian sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam UU No. 29 Tahun 2000.

Kantor Pusat PVT Kementerian Pertanian memiliki kewenangan untuk menerima

' Lihat Azed, Kompilasi Konvensi Internasionol HKI, 3.
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pendaftaran varjetas lokal oleh Pemerintah Daerah dan varietas hasil pemuliaan
tanaman agar mendapatkan perlindungan hak PVT. Prosedur pendaftaran varietas
tanaman yang diatur oleh UU No. 29 Tahun 2000 sebagaimana digambarkan di
dalam Bagan 4 dibawah ini:

Bagan.4. Prosedur Pendaftaran Varietas Tanaman

. PROSEDUR PENDAFTARAN VARIETAS TANAMAN

. . . YVARIETAS HARIL
C VARIETAS LOhAL) PLAMULIAAN —D

I—--——-.—-_'_._._— _-—._.—.._-———-'_-\

o PENAMAAN dun PENDAFTARAN !
T2 (Pa A dem PSP 120 P 1) ) o

PERSYARATAN
= NAMA VARIETAS
*  IDLENTITAS VARIETAS

i D‘-_ ENU I__It_ ] " | - -
C VARIETAS TERDAKTAR N~

(VARIETAS ASAL) | e

D:ANG(...\P M TARIK |
: KEMBALL

PERSETUIUANTLERIAMIAN
| DENGAN PEMILIK (P 5 Pa 16)

ATARIETAS TURUNAN ESENSIAL (Px. D)
(SIEAT VARIEDNAS ASAL - Tty

""u?‘vkt
-ba‘flwa vanetas;alol{ dan - vanetas hasil
: karizunfuke di @mf&*pcnamaan berdasarkan
ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 12:dn‘Pasal 13 UU No. 29 Tahun 2000.

Pendaftaran varietas harus memenuhi persyaratan yakni memuat nama dan

identitas varietas sehingga varietas lokal dan varietas hasil pemuliaan tersebut
dapat disebut sebagai varietas terdaftar. Pendaftaran varietas lokal juga bertujuan

untuk pendataan dan dokumentasi dalam bentuk Data Base. Sistem Data Base

2 Lihat Pusat PVT Kementerian Pertanian, dalam http://ppvt.setjen.deptan.go.id/ppvtnew/

index.php?page= pelavanan&sub | pape=permohonanhakpvt&sub2page=basanprosedur&id=4,
di akses tanggal 15 Maret 2010.
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dapat melindungi identitas varietas lokal tersebut sebagai SDG tanaman milik
Indonesia. Varietas terdaftar merupakan varietas asal yang digunakan untuk
menghasilkan VTE bila penggunaan tersebut sudah mendapatkan persetujuan
perjanjian dengan pemiliknya. Persetujuan tersebut bila berkaitan dengan varietas
lokal maka diwakili oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah setempat sebagai
perwakilan dari masyarakat. Hak PVT akan memberikan perlindungan kepada
VTE apabila VTE tersebut memiliki sifat varietas asal sebesar minimal 70 %
(Tujuh Puluh Persen). VTE yang berasal dari penggunaan dan pemanfaatan

varietas lokal sebagai varietas asal maka.manfaat ekonomi dari VTE tersebut akan

;em"'rmtah Daerah sebagai perwakilan
ef t‘ifs’ha“i'mg yang telah dibuat
aﬁ’ﬁ‘ﬁ'ﬁ qfh::nf“ sedur pemanfaatan

l-ahun 2000 sudah

diberikan kepada Pemenntah maupun

-—\\, J..\

=

dengan dokttm*Natﬂ alflaw karenaglgy N0?~ 29 T

GAG
N -Jl{l

; sangklit;m sehlmég’g*'%emm@hnetas% é”f%ag:‘“hmenenma

manfaag;gkononu atas pemanfaatan véﬁe’;as"’asal tersebut oleh’ plhalslmn

‘-A. bk 2

Pendaﬂaran terhadap etas lokal'dapat meinberlkan _]amm"‘“‘»perlmdungan

n'_“ 3

cnntgh

. ._'.¢" e

a.kll_lm Ef_xggqg{nﬁ%a&*dan. . Daerah atas

M.)ata Bas‘ zn{ ""'< ‘Kantor Pusat PVT

Kementerian Pertanias ‘*Peridaﬂar arr‘iésL 1*kalgfﬁg:'a Frembantu koleksi dan

." f‘?".x‘(
ketersediaan informasi mengenai vanetas Tokal sehingga informasi di Dara Base

akan membantu usaha Indonesia untuk melestarikan varietas lokal.

Konvensi UPOV yang tidak mengakui mengenai keberadaan varietas lokal
dan hak komunal masyarakat tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di
Indonesia. Konvensi UPQV berbenturan dengan sistem PVT di dalam ketentuan
UU No. 29 Tahun 2000 berkaitan dengan varietas lokal dan hak komunal
masyarakat. Konvensi UPOV terlalu individualistik untuk diterapkan di dalam

sistem budidaya tanaman di Indonesia.
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UU No.29 Tahun 2000 memberikan perlindungan hukum atas penemuan
dan pengembangan varietas tanaman. UU No. 29 Tahun 2000 juga menetapkan
prosedur dalam mendapatkan hak PVT dijelaskan oleh Bagan 5 dibawah ini :

Bagan.5. Prosedur Permohonan Hak PVT

- { FERMOHONAN )

FERSYARATAN

= DIASAUS L1 DAXND)

» JIAK PRIORITAS (Pl 4$)
7 MEMBAYARBIAYA (I%.11}

BILEMGHRAP ?
% 3 bulan
-+ 1 halan {makx}
[P 16}

TIDAK

DIANGGAP
DITARIK KEMDAL)
(P 1®)

DIPENUHI

¥

_____ TANGGAL PENERIMAAN Y _ YA
P15 -

|

1

. |
: s 2 . I
PEMERIKSAAN Sl - :
]

1

i
]
I
I
]
|
R PERSYARATAN
T (Px24)
[
[
1
I
I
t

K AU

MEMENUH] KETENTUAN
M.t DAN 7 ATAU P14

- e -

SANGOAHAN DAN y
PENJELASAN {Ts. 28)

FERGUMUMAN
& Bulen (Px295)
VB
s - -
1 - = :1 bulan
i N ) . :
: PERMONGNAN PEMERIKSAAN TIDAK

PEMERIKEAAN SUBSTANS]
* MEMBDAYAR BIAYA
{TARAL 29}

SURSTANSI (BUSS)
24 BULAN {PL3M0)

JELAKS
LENGKAP?
{Px. 3T)

“TIDAK

-y

LT —{ PENOLAKAN

MEMENUHRI
. SYARAT?
O R
|'$3 butan- T
- - o lyal )
PERMOIICNAN BANDING - . - _- ER
- {Pu38) : PEMBERIAN
._ SERTIFIKAT HAK PVT
o { Pa3d)

Sumber Data : Situs Pusat PVT Kementerian Pertanian.”®

Bagan 5 telah menjelaskan bahwa pemohon hak PVT dapat mengajukan

permohonan untuk mendapatkan hak PVT di Kantor Pusat PVT Kementerian

2 1bid.
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Pertanian dengan melengkapi persyaratan yang telah di Pasal 11 **, Pasal 12 305
dan Pasal 14 di dalam UU No. 29 Tahun 2000.’* Kantor Pusat PVT menerima
permohonan hak PVT untuk dilakukan pemeriksaan persyaratan sesuai dengan
ketentuan Pasal 11 dan Pasal 14 UU No. 29 Tahun 2000. Hasil pemeriksaan
persyaratan akan diumumkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya
permohonan. Pengumuman tersebut dilakukan untuk mengantisipasi tanggapan
dari pihak-pihak lain yang merasa dirugikan dengan adanya permohonarn hak PVT
tersebut. Kantor Pusat PVT akan melakukan pemeriksaan substansi atas VTE

meliputi unsur Baru, Unik, Stabil dan Seragam (BUSS) setelah selesainya masa

pengumuman. VTE yang, telah-m’e‘méﬁhh_f‘persyaratanl BUSS bila sudah sesuai

dengan hasil pemenksaan;‘mak
lfﬂ |'T§i\‘:
memberikan per}m’duﬁg_g%? ik

Ne un 3000 menetapkan bahwa © (1) ‘Pérmohoin ak PVT diajukan
kepada Kamor*P' ‘I“secara-tertuhs dalam bahasa iéndonesxa dengan merrm%ﬁﬁlaygf?ang besarnya
FONE t‘e‘ff"(ﬂ Siirat pemohonan-fﬁ?k;?Pnylﬁm“% - memuateas] ’tang '“l “bulan, dan

tahun surat pennoh% i ;nama dan am; 1 ngkap ‘pemohon; cﬁama‘,ﬁa]amat lengkap, dan
kewarganegaraan-:— emuha.serta nsiffia, ahli i Wariss yang dmm uk; d. n a varletas rae*‘ desknp51
<ps zasal- usul%ﬁumlsﬂﬁcq Ciri morfolegl, dan sifa —s e,ggng lainnya;

£ gambaéwdaniatau?foto yang dlsefgyt dala.m mdesknpsx}%ynang dlperlukanﬁuﬁﬁlesnmempeqelas
desknpsmyau(S) Daldm hal permohonan hak PV‘ILclla_]ukamoleh a. orangmatau
selaku kuaszt*,’ﬁemohon harus dlsertaxvsurat kuasaukhusps de ‘ggarr mencantumka:ﬁ’nﬁmazdan alamat

Iengkap kuga yang‘berhak b. ahwqwal"ﬁ harus‘disedaf‘ﬂokumen buku ahlit wans '(4) Dalam hal

AN

berwenang. (5) Keterituan' n‘géhal ermohonan hak PVT dl
Lihat UU Nomor 29 Tahu 1.2000; <~
e
%% Pasal 12 UU No. 29 Tahun‘§2000 fiiene an ahwa i (]) Sehap permohonan hak PVT
hanya dapat diajukan untuk saw varletas~( Ve Sérmohonan hak PVT dapat diajukan oleh:
a. pemulia; b, orang atau badan hukum yang mempekerjakan pemulia atau yang memesan varietas
dari pemulia; c. ahli waris; atau d. konsultan PVT. (3) Permohonan hak PVT yang diajukan oleh
pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir a, b, atau ¢ yang tidak benempat tinggal atau
berkedudukan tetap di wilayah Indonesia, harus melalui Konsultan PVT di Indonesia selaku
kuasa”. 1bid.

* Pasal 14 UU No. 29 Tahun 2000 menetapkan bahwa : “(1) Selain persyaratan permohonan
hak PVT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, permohonan hak PVT dengan menggunakan hak
prioritas harus pula memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. diajukan dalam jangka waktu 12 (dua
belas) bulan sejak tanggal penerimaan pengajuan permohonan hak PVT yang pertama kali di luar
Indonesia; b. dilengkapi salinan surat permohonan hak PVT yang pertama kali dan disahkan oleh
yang berwenang di negara dimaksud pada butir a paling lambat tiga bulan; ¢. dilengkapi salinan
sah dokumen permohonan hak PVT yang pertama di luar negeri; d. dilengkapi salinan sah
penolakan hak PVT, bila hak PVT tersebut pernah ditolak.(2) Ketentuan mengenai permohonan
hak PVT dengan menggunakan hak prioritas diatur lebih lanjut oleb Pemerintah™. Ibid.
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Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi hak petani dan masyarakat
lokal dalam kegiatan sistem budidaya tanaman maupun PVT. Sektor pertanian
di Indonesia belum berhasil untuk meningkatkan kesejahteraan para petani.
Hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi
kesadaran dan pemahaman para petani dalam memanfaatkan dan melestarikan
SDG tanaman termasuk varietas lokal. Kondisi tersebut discbabkan karena petani
akan memanfaatkan lahan pertanian semaksimal mungkin untuk mendapatkan

penghasilan ekonomi tanpa memperhatikan pelestarian lingkungan termasuk

keberadaan varietas lokal sebagal SDG tanaman, Alasan ini yang menyebabkan

gunakan vanetasg‘l%kal dalam keg;; smtemgbudxdaya

? PLIcE ].5;: e

g _akukan"oleh petani fex;sebut &Petam jug: it dlEen kebebasan
(- \a_‘ﬁ.., ‘1""‘! ety r--.
untuk b"éﬂﬁ%% ?Eﬁi; pola% sé ﬁali %deng ; “ﬁl?ondlsl iang e{’%@nﬂ ian yang

mereka {mlhk_ﬁi?sebut Jamman?atas ;ﬁ“aﬁ jﬁ‘etam dlglndonesm«akan%%enmgkaﬂcan

..} :u..‘. R
L o ¥

i ’:‘j
“afi"éﬁ‘ivanetas fanaman yang

R n.

karena sistem budldaya,:t an 3 o
. L = l1 " ﬂ"

\h f_ I ‘x‘rl.

tclah dilindungi oleh h’ﬁk‘ PV:.’F g;];l‘ubungan' hukiifﬁ‘"‘“ 133" UU No.12 Tahun 2000
dengan UU No. 29 Tahun 2000 texjadi“kenka suatu varietas baru yang dihasilkan
oleh pemuliaan tanaman sudah memperoleh hak PVT maka varietas baru tersebut
harus dilepas terlebih dahulu untuk dapat bisa diedarkan di Indonesia, Ketentuan
UU No.12 Tahun 1992 telah mengatur mengenai pengaturan budidaya, distribusi
dan pemasaran benih (varietas) tanaman. UU No. 12 Tahun 1992 memiliki
kelemahan yang dikemukakan oleh Nuraini bahwa “ UU No.12 Tahun 1992 tidak

mengatur sanksi bagi pihak yang menjual atau mempergunakan untuk tujuan
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komersial tanpa persetujuan atau izin dari penemu™’”’ Kelemahan di dalam
UU No. 12 Tahun 1992 tersebut dapat diantisipasi oleh UU No. 29 Tahun 2000
karena UU No. 29 Tahun 2000 mengatur mengenai imbalan ekonomi melalui
hak PVT. Indonesia memiliki kewajiban untuk memperjuangkan hak masyarakat
untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari penggunaan varietas lokal. Hal tersebut
juga diatur di dalam UU No. 12 Tahun 1992 yang menetapkan bahwa Plasma
Nutfah (SDG) dikuasai oleh Pemerintah dan digunakan untuk meningkatkan
kemakmuran masyarakat sekaligus juga melestarikan Plasma Nutfah tersebut.”®
Pengaturan mengenai Plasma Nutfah atau SDG tanaman, PVT dan Perbenihan di

Indonesia dapat dijelaskan di dalarsB¥gaR 6idibawah i

T

t‘-’}'}
1dang
OPTIONAL LAW
Filihan PVT
] - PEHDAFTARAH
PEMJLIALN - PEMAMAAN
pU=Sls - PENGALIMAN
- PERGUJIAN
{BULS)
& - o) Bl 3] BIALDANAN
COMPULSORY LAWY i vu -
(wailb) ﬁmm BHA PELAM A mm
DITJEH BIRA PROD
{Budidaya) :&%ﬂﬁﬂ l'
LI QBSERVAS
M| ADAPTAS
1ZIN
EKSPOR
IMPOR PERIZINAN | mveere KARANTINA BENIH
PFI
Incedukst
LITRAMHG
{Penelitian) 11

Sumber Data : Biro Hukum dan Humas Kementerian Pertanian.’®

07 - ,
) Nuraini, Varieras Tanaman, 155.

*% Pasal 9 UU No. 12 Tahun 1992 menyatakan bahwa * (1)} Penemuan varietas unggul
dilakukan melalui kegiatan pemuliaan tanaman. {(2) Pencarian dan pengumpulan plasma nutfah
dalam rangka pemuliaan tanaman dilakukan oleh Pemerintah. (3) Kegiatan pencarian dan
pengumpulan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dilakukan oleh
perorangan atau badan hukum berdasarkan izin. (4) Pemerintah melakukan pelesiarian plasma
nutfah bersama masyarakat”, Lihat UU No. 12 Tahun 1992,

*® Biro Hukum dan Humas Kementerian Pertanian, “Bahan Materi Pendidikan Dan Latihan
Diklat PPNS Pertanian” (presentasi disampaikan pada pelatihan PPNS Pertanian, Bogor,
Jawa Barat, 28 Mei Tahun 2008).
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Bagan 6 di atas telah menjelaskan bahwa benih tanaman yang bermutu diperoleh
melalui kegiatan pengadaan varietas unggul (dalam negeri) dan/atau introduksi
dari luar negeri (impor). Pengadaan Varietas unggul dari dalam negeri dapat
dilakukan melalui tukar menukar plasma nutfah atau SDG, pengumpulan plasma
-nutfah (termasuk Varietas Lokal), Bank Plasma Nutfah dan Pemuliaan yang
dilakukan melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian
Pertanian (Badan Litbang Pertanian). Penemuan varietas tanaman yang unggul

dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian di Indonesia.

[ 3]

Nina Nuraini juga menjelaskan bahwa___ ndustri perbenihan di Indonesia masih

w 310 . L el R
Pemermtah . " &g&n E%h ﬁﬁg&
pelestarian Plasm‘ii}l ﬁ“‘ah%has l’f)

Bagan;Gidivatassjue

dari kegiataﬁ I

: i 5 NS
berdasarkan“"-U[»‘JENo 1 ‘Tahun 1992‘%1% elalii
THine. Gt .T i i “?.\.ﬂgm €0y, \x{q

proses pelep y_ang"‘akan di lal%’tik 1“‘*“rﬁ’guyan uji observasﬁﬁaneup;adaptam

Uiz = ST i FIE, oo B
Fame lgnﬁsu A Ny
sehmgg vT eﬁ%ggul tersebut dapa_ dledaf Pem 1 2 wan“nan akan

Kcmentenan Pertaman

l.'a— 21

mendapatkgl}?ﬁxmbalan ekonoml Gari vmefis unggé%l bila varle%ggulﬁersebut
dldaﬂarkan‘irkéﬁKantor Pusa%’[“ ﬁfang, 2 cg\} ggulgmyang telahmendapatkan hak

-.-.4. -: e ‘5 !J.LL i |\_1

’ W - } \EE
membenkanipe’rh%lﬁqku{r%g %c!lzpja:mnfn%(epaga}kgnsurnenﬁehmg’ fﬁvanetas yang

17 TARGID97 mengatur bahwa
-\”J ;,-...\ f . Fi ' -" k_ig,.:{grq:
varietas baru hasil pem’“"haant"s'“belmn*"dxedarl?é’m,harus dilepas terlebih dahulu

dilepas merupakan‘Varistas-un

t»! A

oleh Menteri Pertanian. Varietas baru téfsébut harus lulus vji multi lokasi terlebih
dahulu sebelum varietas tersebut dilepas oleh Menteri Pertanian. Uji multi lokasi
dilakukan dengan cara membandingkan varietas baru hasil pemuliaan dengan
varietas pembanding. UU No. 29 Tahun 2000 mengatur bahwa suatu varietas hasil
pcmuliaan untuk mendapatkan PVT harus memenuhi unsur kebaruan, keunikan,

keseragaman dan kestabilan (BUSS) terlebih dahulu melalui uji substantif.

¥ Nuraini, Varietas Tanaman, 173.
31! Lihat Pasal 12 UU No. 12 Tahun 1992.
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UU No. 29 Tahun 2000 telah mengatur varietas lokal sesvai dengan doktrin
Natural Law, Hal ini dapat dilihat di dalam UU No. 29 Tahun 2000 dengan
adanya ketentuan yang mengatur mengenai benefit sharing bagi pemulia tanaman
maupun masyarakat komunal sebagai pemilik atas varietas asal. Benefit sharing
merupakan bentuk penghargaan atas jasa pemulia tanaman dan masyarakat karena
masyarakat telah berperan serta dalam melestarikan varietas lokal sebagai SDG
tanaman. Benefit sharing juga merupakan bentuk moral atas pemanfaatan varietas
lokal sebagai varietas asal dalam menghasitkan VTE. UU No. 29 Tahun 2000 juga
diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat secara

keseluruhan. Indonesia harus ‘dapat.game fiidkan smtem perbeniban di dalam
TI'RIPS dan ketentuan
il ci"alm gara-cara yang

-|JL, i.\ 1
aupun imbalan

budidaya tanaman dengﬁ ol

mg%a@ogbdaslka%‘%k fe

v dunana* kompensas.__,

st 1Y

ekonomi harus-dlbenkan-kepad&pemlhk kekayaan mtelektual ite sébut

17

UU,;NQ; i un : 2000 perlu*dlsampurnakan kernbal . Hal*%m’étlilsebabkan
SRy S b v,
adanya é‘maNo;jAf'fﬁhun 2006 yan mé"fﬁh{ikasn ketenta am T‘PGRF -ITPGRFA

sangat 1%‘11 ing dalanﬁ'helmd%g vanet:igr Efcal %&1 SD
fc

dan benef ?‘“harmg secara adll{%Keten'fuanEITPGRFA tersebuLJ u’gia!ts‘ésuax dengan

}“fa.i‘)l .r\l.r T .: “-. ,“i-’-. ':__‘: v-. e
CBD. Indong Juga memlh'kl,yk @ ”ggg’z membentuk. smtem;PVT yang

§ bagalékonsekuensl,dan ketentuan

"t" H]

3| s”ﬂg.g mmq;uyangm mbebaskan pegara anggota

T T e
assul-gel tqrhadapﬂnvensmﬁtfik;agetas tanaman. Alasan
ini yang menjadi das %ag@"“donqgm bllaﬁlna‘:élesrgﬁl%fn mengubah maupun
merevisi ketentuan UU No. 29 Tahuﬁt2000 agar semakin memberikan jaminan
atas pelestarian varietas lokal sebagai SDG tanaman milik Indonesia sekaligus
juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan Petani di Indonesia

sebagai pemilik hak komunal atas pemanfaatan varietas lokal oleh Pihak lain.
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BABYV
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pembahasan dan analisa yuridis terhadap varietas lokal di Indonesia ditinjau

dari Trade Related Aspect Of Intellectual Property Rights (TRIPs) dan Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka dapat diperoleh kesimpulan

sebagai berikut, yaitu :
Varietas lokal harus diatur. iz dal \ -hulﬁlm,nasmnal Indonesm Hal tersebut

1.

e'- ah Undan tersebut
rﬁmﬂ-‘f‘ ALE}J\. y g@ :@m "\S?e g «g

Juga ’-i‘aﬁ‘j__n’gakﬁ %l@beradaan Evai"fl':étz}s?' Tokal sebag bahan&idasai maupun
'- 3 :[-‘ t gﬁafcuk 'P'muhaan%am

No. 29 'IFdhu*g {JOG ’tqlah cﬁbentuk denga‘ﬁ*«dxlatarl elakangl

UUHN';%% Ze?hT‘ah “2000 dan UU un 2006. Undan

'- -f;*'gg%mera“ﬁ‘-*‘flka:ﬂ:‘ﬁ%ms Agreement sebagai

Tt “h SpTEee

salah satu persetujuan di WTO sehuigga Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs
Agreement dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Indonesia untuk

membuat sistecm PVT scsuai dengan nilai-nilai di masyarakat. Varietas lokal
diatur di dalam UU No. 29 Tahun 2000 sebagai upaya untuk mewujudkan
sila kelima dari Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945. Indonesia wajib
memperhatikan falsafah Pancasila dalam membuat peraturan perundang-
undangan lerutama di bidang HKI. UU No. 29 Tahun 2000 berusaha untuk

melindungi nilai moral dan nilai gotong royong di masyarakat Indonesia.
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HKI bisa diterapkan terhadap varietas lokal yang merupakan ciri khas
Indonesia yang memiliki hak komunal asalkan penerapan HKI tersebut
memberikan benefit sharing kepada masyarakat lokal yang diwakili oleh
Kementerian Pertanian, Gubernur, Bupati dan Walikota. Sistem HKI di
TRIPs Agreement tidak melindungi nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat
lokal. Indonesia sudah melakukan harmonisasi nilai hak individual di dalam
TRIPs dengan nilai hak komunal di masyarakat melalui pemberlakuan UU
No. 29 Tahun 2000. Hak komunal dapat memberikan perlindungan secara

ekonomi dan nilai pelestarian varietas lokal kepada masyarakat melalui

vanetas lokal tersebut. Benefit

sharing tel'sebu%mgeﬁupg};ra "nnbala_!p clggl%‘q\%ps kepﬁada masyarakat karena
masyarakaﬁt’élahﬁg‘gperﬁﬁ*&ﬂﬂ% meies‘fahkan*f Far ariofas: lokal tersebut.

Benefi, Fshdnﬁdapat mencxptakanﬁhubungan“yang sa]mg T ‘enghargzu antara

T'a

masyarakatlokal dengan p1hak yang;menggunakan,;vanetasflokal tersebut
r taia"iéw-’fro,a {GROV dan

}"'«.'\-:- -a.;*.,:.s

, o 275ayath(3) shuruf b
] (3 huru REUIRIPs Zl%égfmﬁmempakan
i '_ perllndungan terhadatp@anetas*tumbuhan,g‘ﬁﬂ%[dalam bentuk

.- ﬂa il
,_‘_;

b C'-:.
pateneatau snstem sul gener;.%y

£i7

dengms;stem I—IKI :dmdié‘ﬁ}%"

Adni ﬁt%lektual» r—S

.Te,m%*w?w#iw _;,er _E';tQI]}“UPOV Juga

mr; ,?011 @.yang dlmlllklé,oleh’éﬂPemuha tanaman terhadap

g A ‘m "1;"\§m,hvf.a

varietas tanaman yangpdlhasdkan olehgmemuhaan Tanaman tersebut.
Konvensi UPOV melindungi hak mdlwdual yang dimiliki oleh Pemulia
Tanaman sehingga Pemulia Tanaman dapat menikmati manfaat ekonomi
atas penggunaan Varietas Tanaman yang dihasilkan oleh Pemuliaan
tersebut. Sistem PVT di UPOV dapat dijadikan altematif perlindungan
varietas baru tanaman oleh negara anggota WTO tetapi bukan merupakan
suatu kewajiban. Hal tersebut disebabkan karena Pasal 27 ayat (3) huruf b
TRIPs Agreement telah memberikan kebebasan kepada negara anggota

untuk menerapkan sistem PVT sesuai dengan kondisi dan kepentingan
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masyarakat di negara anggota tersebut. Indonesia bisa menyusun Peraturan
perundang-undangan mengenai sistem PVT sesuai karakteristik masyarakat
komunal Indonesia termasuk berkaitan benefit sharing. Indonesia juga tetap
memberikan kesempatan bagi petani untuk menggunakan varietas untuk
keperluannya petani tersebut sekaligus melindungi varietas lokal sebagai
SDG tanaman milik Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena petani juga

berperan di dalam pelestarian SDG tanaman sehingga Indonesia wajib

mengatur mengenai peranan petani di dalam sistem budidaya tanaman.

‘;,_‘dzn‘d"-—"v"i" % i
cement }ncmbenkan,\kebebas Kepada: negara anggota
: il s

,'éngenm}%l:; 1;-,u?écag;-*a; ?genens*"’*mdogesna hanya
" z P H

melalcsendlCaalfentuapsTRIPS, %‘J’gr ?gan CBD
3 _n lonesia tldalé teri g‘?:gtf-kf:\avaj1ban untuk mela}gs@aré}_ an UPOV.

,rf
memﬁat standard perhndungan “Varjetas

! % i Jus 2
tanaman ;—Iambatan} ten;se’bu;:’t 1rasak, arena-ﬂ(onvensn UPOV tidak

.. \ i %’I" -
mengaturQ menﬂg!einﬁaﬁh elesfa'?’ﬁ‘an ?ekﬂlgus dspek benefit

'é >
'.3 ' ‘-15%-;‘1"""
“Indonesia menganggap bahwa petani

sebagai negara anggor ta UPO' 5% kare

diperbolehkan untuk menggunakan varietas tanaman hasil pemuliaan sebatas
hanya untuk digunakan sendiri oleh Petani tersebut. Indonesia juga memiliki
banyak sumberdaya hayati sehingga masyarakat lokal Indonesia harus
mendapatkan manfaat ekonomi (benefit sharing) atas pemanfaatan
sumberdaya hayati tersebut. Hal ini menjadi kewajiban bagi Indonesia untuk
mengutamakan kesejahteraan Para Petani dan pelestarian varietas lokal

sehingga Indonesia sampai saat sekarang tidak meratifikasi konvensi UPOV.
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UU No. 29 Tahun 2000 perlu diperbaiki agar lebih menjamin hak petani dan
benefit sharing atas penggunaan varietas lokal. Hal ini didasarkan dengan
keberlakuan UU No. 4 Tahun 2006 yang telah meratifikasi ITPGRFA.
ITPGRFA telah melindungi varietas lokal (SDG tanaman) dan hak petani
sehingga menambah dasar hukum pengaturan kedudukan varietas lokal di
Indonesia. ITPGRFA juga memberikan jaminan benefit sharing yang adil
dan setara dari hasil akses SDG tanaman kepada Negara pemilik SDG
tanaman tersebut. ITPGRFA juga mengakui hak berdaulat negara anggota

terhadap tanaman pangan dan pertanian. Indonesia wajib melestarikan dan

d_%‘%' kOl‘lOI'Ill di masya.rakat
e "_?1 -f e

i

} V—
juga harus mem{ggﬂ};}aﬂk{g‘xj gl{;; “gaya,w%%s

dalam menagpk% 1stem‘"B d?dayaf

‘q;—-rx o

f - e
ketentuan_ Ij iNO%2

para. pe_1 3

e 3 ‘-E" s e
meii‘"g*e‘mb_an e .emuhaan tanam'aﬁ"sesual dengan U@Eﬁi‘iﬂ’*

’E'I’( ‘mj ‘:‘i; U &I‘.\l-— }:Jw @}iﬂwé\.& \‘l L ot A b
Kes cjaliferdan *"petam dl’f",Indon a*tersebut perlu dltln”g“[ca an:melalui

e s
E; p%tam ur’ﬁ%l@mengembagglg‘" \vanetas di

am#sj m‘.budldaya fanim ‘Tn&toneflai&wajlb membe E" '
7 2 T -:- B e l“

=

dlberl kcbebasan untukasbertan

I ,i-;i_‘iz :J}' 23 __3. 3
ahan %a D % »Iffndl% yang; h
menjadl pertlmban guIndonema&ntuk bah maupun merevisi

‘_ .-..,Fxﬂ._,\l .

ketentuan UU No 29»3}1‘511{1"1:1@900‘3%?; ; 13“_',=menlngkatkan kesejahteraan
petani di Indonesia.
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KONVENSI UPOV 1991

No,

Konvensi UPQV 1991

Keterangan

Pasal 1 ayat (6) bahwa: “A variety
means a plant grouping within a single
botanical taxon of the lowest of the
known rank”.

Konvensi UPOV 1991
memuat ketentuan definisi
varietas

Pasal 1 ayat (4) bahwa: “breeder”
means the person who bred, or
discovered and developed, a vanety the

Perlindungan diberikan
Konvensi UPOV 1991 kepada
para pemulia tanaman

*:,.a.nanonals

6 o res:d’ent ,.%%‘;Iegm
'-I.g‘ Ihe:r regzsrer ees

o ferritory of Carﬁz*n,;‘ac ing
Paz:g' S 1alls insofar gi%‘h@ grant “and,
prot, ec?"g‘r?“ .of bre 5’ g 'ﬂht.zs_' sane”
concernedk en]oy w:!h .

T
formalmes lmpO.S‘ed on rhe natiohals of
the said other Contracting Party”.

- 5 £l P
iz ety =
.

Pasal 5 ayat (2) bahwa “...that the
applicant complies with the formalities
provided for by the law of the
Coniracting Party with whose authority
the application has been filed and that
he pays the required fees”.

Perusahaan benih memiliki
dana penelitian dalam
mengembangkan varietas
tanaman yang unggul.
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Pasal 10 bahwa: “(1) The breeder may
choose the Contracting Party with
whose authority he wishes to file his
first application for a breeder’s right.
(2) The breeder may apply to the
authorities of other Contracting Parties
Jor the grant of breeders’ rights without
waiting for the grant to him of a
breeder’s right by the authority of the
Contracting Party with which the first
application was filed.(3) No Contracting
Party shall refuse to grant a breeder’s
right or limit its duration on rhe;ground
that protection for the. samezvariely“h
not been apphegg‘br, b ;f%d?enéigéﬁlse:
or has ex zred&&‘:‘_;gn ofher S;afe ’

UPQOV mengatur hak pemulia
tanaman (breeder)
mengajukan permohonan
perlindungan atas varietas
hasil pemuliaannya baik
untuk pengajuan pertamakali
maupun pengajuan di negara
anggota UPOV lainnya.

du%:-_ ileds appitt'anon ﬁ:i X
D ecrzon of awvanety dn oni‘fq?' ithe
ATy A

' Pames

o zghr Jor the same varie/s _*_.ith
,},‘3% uthbrnj} of any. m;?cem Comracrmg
Part 9-(rhe subsequem‘n ,__agphqg’{z e
10) 'f-rxght of pr:onry jbr“a- beriol
12 momhs ‘This~ pertqd shal 1
compured ﬁ-om t?ze daf? of% f Imga
first aggheimon:méﬁ’ g-f;, :lm 2.3

not be: rncludémd J pé?'lb

hegrnoa~

?’r e-tf,:'.u frsf “pern

e
Pasal 14 ayat (1) bahwa (1)‘5Sub_,recf b
Pasals 15 and 16, the following acts in
respect of the propagating material of
the protected variety shall require
the authorization of the breeder:
(i}  production or  reproduciion
(multiplication), (i) conditioning for the
purpose of propagation, (iii) offering for
sale, (iv) selling or other marketing, (v)
exporting, (vi) importing, (vii) stocking
Jor any of the purposes mentioned in (i)

{%;?u emulia tanaman

diperluas melalui Konvensi
UPQOV 1991.

to (vi), above”.
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Pasal 15 ayat (1) bahwa: “The breeder’s | UPOV menetapkan

right shall not extend to (i) acts done | pengecualian terhadap
privately and for non-commercial | perlindungan hak pemulia
purposes, (ii)acts done for experimental | meliputi tindakan yang
purposes and (iiijacts done for the | dilakukan secara pribadi dan
purpose of breeding other varieties, | tidak bersifat komersial,
and, except where the provisions of | tindakan penelitian dan
Article 14(3) apply, acts referred to in | tindakan untuk pembiakan
Article 14(1) to Article 14 (4) in respect | varietas lain.

of such other varieties.

Pasal 17 bahwa:“(1) Except ciwhere | Hal ini dilakukan sebagai
ign;|. imbalan kepada pemulia

no Conrracrmg xPaan :m re 1anamamkarena pihak lain
Jree exerc:seéo %%’breeae;i.‘s ngh; fo,r ;éL akan hak yang
reasons gihiey THANE of publrc mferésh sse:h a m%‘lhkl dan

(2) Whendanyesiich ;%’smcno i hisSihe eglgﬂa,_ksanark ,olem yomulia
eﬂ%c_g“@‘};%%_’gg@g;gga ﬁ;’rrd ﬁaartzj: 10 Tersebu; 2

T any.ac '75r_whtch the breeder’s | ..o .
! requzrea}, :: !he

‘:-E’. »ﬁembenkan ké‘gebasﬁn

kePada semulia,dnfuk
wzrhm*‘::‘fsh-termozji} ‘tﬁ‘e_ ducnon» ?rr?ferﬁasarkanavaneﬁs hasil
cemf cafioniand mar’Z"etmg % %t%ha’l pemull Aesebingga
of varzef;%% omrﬁe“kﬁxmpo%?zg :,-pefﬁ'ﬁll mendapa‘ﬁian
expornngo kY c mater:al ..... I jany ca; .5 keuntir

LINENC
such measures*-shall ‘fhﬁt qfﬁacr’

oan.ekonomi.
application of the prowszons
Convention.”
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DAMPAK KEIKUTSERTAAN
DI DALAM UPOV
No Dampak Positif Dampak Negatif
UPOV UPOV
] UPOV memberikan jaminan perlindungan | UPOV tidak sesuai dengan
terhadap varietas yang dikembangkan oleh | nilai-nilai filsafat Pancastla
pemulia tanaman. terutama sila kelima dan
Pasal 33 Undang-Undang
Dasar 1945.
2 fiilia. kondisi petani di Indonesia
bel Iz siap mematuhi dan
: ,f—fme‘lgﬁanakan ketentuan
i
3 UPOV Imelmdungl- hak mdmdual yang Et“
d1m111k1 ‘oleh _pemulla tanaman
3 vanetas tanamanghasxl
ﬁ\‘* pEm} 1 gan:geha a ﬂuntuk
4 '%mﬂd%:dadﬁlnunﬁin L
'Havx,,';.—pq @4—
5 rigétur Bihwa. Ve yang‘ ILE@i}“'dlkha,watxrkan
berhak 'untuk ; megnperoleh* pemﬁndungan - b
AR SRR oA e P -

memenuhi persyara_% +T ellputl kcbgruan

(novelty), berbeda:‘(dtstl ct) eseragam"'* \

(uniformity) dan stabil (G7ab zlrEv) S "Indonesxa Hambatan
tersebut dirasakan karena
sistem UPOV tidak
mengatur mengenai hak
petani, pelestarian varietas
lokal dan benefit sharing
terhadap pemanfaatan
varietas Jokal tersebut.

6 UPOV memberikan kepastian hukum bagi | Masyarakat lokal tidak

pemulia tanaman sehingga pemulia dapat
memberikan hak kepada perusahaan benih
untuk memperbanyak, memproduksi dan

memperdagangkan varietas tanaman.

mendapatkan manfaat
ekonomi (benefit sharing)
atas pemanfaatan varietas
lokal.
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Nilai-nilai kebersamaan
dan gotong royong masih
dianut oleh sebagian besar
masyarakat Indonesia
terutama di pedesaan.

7 UPOV berusaha meningkatkan minat
pemulia tanaman untuk mengembangkan
varietas tanaman.

8 UPOV meningkatkan investasi dari luar
negeri untuk menanamkan modal di dalam
sektor pemuliaan tanaman.

9

10

varietas tanaman dari luar
negeri yang telah memiliki
breeder’s rights dari
UPOV akan masuk ke
wilayah Indonesia dan
bersaing dengan varietas
tanaman hasil pemuliaan
tanaman di Indonesia.

{65 ibkal dan hak
aﬂ;ﬁ-«aka okal tidak

' scsum}deng“anwmlalﬁmlal

mas?’armgne's’la.
o] e o ~E§

Tnilai yangradadi

,masyaraka?ﬁaoncsna.
?.‘Benturan mlm\ﬁwdual di
VPOV denga:;@l{%an J
komunal clan .gotong

R

A Lroyong di, dalam

Thas _yarakaf‘lnd?‘)hesxa.
m“‘-”’ TS
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